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MOTTO 

"Hai manusia, Sesungguhnya kamu Telah bekerja dengan sungguh-sungguh 

menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya" (Al Insyiqaaq : 6) 

"Mereka berkata: Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang 

kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada surnbatan dan antara kami dan 

kamu ada dinding, Maka Bekerjalah kamu; Sesungguhnya kami bekerja (pula)" 

(Al Fushshilat : 5) 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 

kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 

kepada kami apa yang talc sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Karni; 



arnpunilah Karni; dan rahmatilah karni. Engkaulah penolong kami, Maka 

tolonglah karni terhadap kaum yang kafir." (A1 Baqarah : 286) 
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Terorisme merupakan tindak pidana yang mengancam nyawa manusia, harta benda 

dan kedaulatan suatu bangsa serta sering juga menimbulkan korban nyawa dan harta benda 

yang banyak. Negara Republik Indonesia sebagaimanu diamanutkan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya 

dari setiap ancaman terorisme. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan 

kebijakan Legidatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. 

Tindak Pidana Terorisme pada saat ini tidak hanya saja dilakukan oleh orang dewasa 

namun saat ini anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindakpidana terorisme. 

Pengumpulan data dilakukan dengan Dengan memperoleh data secara langsung dari 

subjek penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif- sosiologis. 

Yuridis normatif yaitu mengkaitkan tindak pidana terorisme yang dilakukan anak dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum 

yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan 

data primer atau data lapangan 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanbi pidan bagi anak pelaku terorisme dun 

untuk mengetahui dan menganalisa sanbi yang tepat terhadap anak dibawah umur sebagai 

pelaku terorisme 

Hakim atau Jaksa harus mengungkap terlebih dahulu status amk, apakah sebagai 

korban atau melakukan tindak pidana terorisme atas inisiatif sendiri disinilah tugas hukim 

atau jaksa dalam menangani kasus terorime anak harus menggali lebih dolam di &lam 

menentukan bagaimana nantinya menentukan pidana yang tepat di dalam pertimbangan 

putusan non yuridis untuk anak yang nanti ukan menglusilkan putusan yang terbaik buat 

anak dengan tujuan mengedepankan kepentingan yang tebaik untuk anak demi masa depan 

anak 

Kata Kunci : Terorisme, Anak, Undang-Undung Nomor 15 fuhun 2003, Undung-Undung No 

23 Tahun 2003, Undang - Undang No I1 Tahun 2012 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Be!akang Masalah 

Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP ada 

berbagai macam, salah satunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme merupakan 

kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan 

sebuah mcaman serius terhadap kemanusiaan danpcradaban rnanusia scrta 

sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. 

Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau 

nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasiond bahkan internasionzl, 

banyak menimbulkan ancarnan atau bahaya terhadap keanlanan, perdamaian 

dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. 

Tindak pidana terorisme berbeda dengan kcjahatan biasa, karcna aksi 

terorisme biasanya berkaitan dengan ideologi. Aksi terorisme diduga telah 

menjadi idiologi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kemapanan di 

Indonesia. Ideologi perlawanan oleh kelompok anti kemapanan ini muncul 

karena tingkat kemiskinan yang semakin parah di Indonesia. Bukti bahwa aksi 

terorisme telah menjadi ideologi perlawanan yaitu aksi terorisme kini tidak 

lagi dilakukan dengan mengatasnarnakafi kelornpok tebpi sudah berkembang 

menjadi perorangan dengan aksi bom bunuh diri. 



Sejarah di Indonesia yang tidak mungkin dapat kiia lupakan ialsth saat 

terjadinya Bom Bali 1, dari kasus tersebut memberi gambaran kepada negara 

atau pemerintah untuk lebih meningkatkan pengamanan terhadap pelaku 

tindak pidana terorisme. Sebagai akibat dari Tragedi Born Bali tersebut, 

pemerintah berkewajiban untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana 

Terorisme dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa 

tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukurn. Untuk 

melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukurn yang mengatur tentang 

Tindak Pidana Terorisme, agar nantinya para aparat penegak hukwm dalam 

menjalankan tugas dan fugsinya a& s m b  rambu-rdt'nbu yang dijadikm 

sebagai dasar hukurn, ha1 tersebut sangat perlu agar tidak terjadi hal-ha1 yang 

tidak diinginkan. 

Menyadari tindak pidana terorisme lebih didasarkan pada peraturan 

yang dijadikan dasar hukum saat itu (sebelum Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KLTHP) belum 

mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas 

Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk 

membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu 

dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) 

Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme. Hal tersebut menjadi bukti konkrit pemerintah, demi 



menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara, melindungi segenap warga negara 

serta demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah 

hams mengambil langkah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. 

Tindak pidana tcrorisme saat ini tidak saja dilakukan oleh orang 

dewasa, dari kasus-kasus yang telah terungkap oleh publik, baik melalui 

media cetak maupun elektronik saat ini anak-anak juga mulai terlibat dalam 

kasus Tindak Pidana Terorismc, seperti halnya dalam kasus terorisme yang 

terjadi di Kalten, dimana a n d a h  yang menjadi pelaku Tindak Pidana 

Terorisme. Ahmad bin Partono alias AW usia Tahun, yang berjenis kelamin 

laki-laki . Sekitar bulan akhir Nopember-awal Desember 20 1 0 Terdakwa dan 

teman-temannya mulai belajar dan membuat rangkaian Bom dan telah berhasil 

membuat 5 (lima) buah rangkaian bom molotov, kemudian bom dibagikan 

kepada masing-masing anggota team untuk dileiakkan diberbagai s w a n  

target pada malam itu juga sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa dan anggota yang 

lain mulai melakukan aksinya.) Pada awal Desember 2010 sekitar jam 00.30 

Wib Terdakwa Meletakkan Bom Molotov, yang dipasang Timer di Pos 

Polantas Delanggu dekat Sub Terminal Delanggu Klaten. Yuda Anggro dan 

Nugroho Budi Santoso membawa 2 (dua) buah bom molotov dan meletakkan 

born molotoov tersebut didepan Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban 

Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten dan didepan Pintu Kapel Santa Ancilla 

Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten. 2 (dua) buah 

born molotov lainnya dibawa olch di Gua Bun& Maria di Sendang Sri 



Ningsih, Perbatasan Klaien-Yogyakarta, dm juga di Pos Polisi Ketandan 

dekat Rumah Sakit Islam (RSI) J1. Raya Solo-Yogyakarta, 

Pada pertengahan Desember 20 10 sekitar jam 00.15 Wib, atas perintah 

langsung dari Roki Aprisdianio alias ATOK, Terdakwa meletakkan 1 (satu) 

Unit BOM Rakitan yang dipasang Timer diatas Trotoar Depan Polsek Pasar 

Kliwon dan menyebarkan tiga buah amlop yang brisi swat ancarnan. Pada 

sekitar akhir Desember 2010 sekitar jam 22.00 R'ib, Terdakwa mclcmpar 

Bom Molotov di Masjid Asy-syifa Pancasila Klaten diatas genting. Pada 

pertengahan Januari 201 1 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa meletakkan 1 

(satu) Unit Bom Rakitan yang dipasang Timer didekat Makam Ki Ageng 

Gribig Tatinom Klaten yang sedang dipergunakan untuk upacara tradisi Sebar 

Apem atau Saparan atau Yaaqowiyyu. 

Sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap Densus pada tanggal 26 

Januari 201 1. Oleh karena pelaku terorisme yang ditangkap tersebut adalah 

anak, maka berlaku ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan 

bahwa: Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 

13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak 

berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun. 



Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah urnur, 

bahwa pelakunya tetap hams diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, 

sesuai dengan asas equality before the law, namun jika melihat pada kerangka 

perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di 

bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara 

fisik dm psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. 

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. 

Selanjuntya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

menyatakan bahwa: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Berdasarkan uraian bwlyi pasal tersebut, bahwa kasus terorisme 

dengan terpidana anak memerlukan perhatian khusus. Hal ini diperkuat 

dengan bunyi Pasal28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Pasal 7 ayat (1) 



Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 201 2 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, juga ditegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dikaji dari 

perspektif praktik peradilan dan politik hukurn, maka kewajibati diversi hams 

juga mempertimbangkan terhadap realitas sosial lembaga kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan. Apabila diabaikan, maka justru akan bersifat kontra 

produktif dalam penyelenggm peradilan yang cepat, sederhana dan biaya 

ringan. Selain itu juga dalam implementasinya relatif menimbulkan implikasi 

karena akan menghasilkan cara berhukurn mengedepankan keadilan 

prosedural sehingga akan memperpanjang proses penyelesaian pcrkam dan 

peradilan cenderung tidak dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya 

ringan. 2 

Khususnya pada kasus terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Pemerintah 

serius melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terpapar ideologi 

terorismeV3 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta aparat 

penegak hukum hams mengedepankan prinsip rehabilitatif, dan memandang 

anak yang terkait dengan terorisme sebagai korban yang hams diselamatkan. 

Kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur jangan selalu dipandang 

sebagai kejahatan murni. Walau pun dari kasus tindak pidan terorisme yang 

melibatkan anak telah memenuhi unsur-unsur pidana, karena perbuatan yang 

2 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Terhadap Eksistensi Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak: NormatiJ Praktik dun Permasalahannya, seminar menyambut UU 
Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, UAJY, 201 1, hh. 4. 

3 http://www.berita8.com/readl20 1 1/04/02/5/40669/Anak-yang-Terpapar-Tdeologi-Terorisme- 
has-Direhabilitasi 



dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh si 

anak itu sendiri. 

Anak yang menjadi pelaku kejahatan seringkali menjadi korban 

lingkumgannya, korban ketidakberdayaan dan korban dari sebuah sistem yang 

mengabaikannya. Pengadilan bukanlah jalan satu-satunya mtuk menangani 

persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Penanganan anak 

yang berhadapan dengan hukurn melalui pendekatan keadilan restoratif dapat 

menjadi alternatif. Hal ini sejalan dengan prinsip yang termuat dalam 

Konvensi Hak An& (Convention on The Rights of The Child) yang telah 

diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan 

Konvensi Hak Anak dan kemudian dikukuhkan lagi dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlitdungan Anak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat memuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh Hakirn dalam 

menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi anak pelaku terorisme? 

2. Bagaimanakah sanksi yang tepat terhadap anak dibawah umur sebagai 

pelaku terorisme? 



C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penunusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidan bagi anak 

pelaku terorisme. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa sanksi yang tepat terhadap anak 

dibawah umur sebagai pelaku terorisme. 

D. Manfaat Penelitian 

1 .  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dihapkan dapat menambah pcngetahuan serta wawasan 

dibidang ilmu hukurn pidana tentang pemberantasan tindak pidana 

terorisme. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan 

penegakkan hukurn tindak pidana terorisme. 

E. Landasan Teori 

Guna membahas dan menganailis permasalahan yang dikemukakan 

dalanl tesis ini, maksl penulis menggunakan beberapa teori dalam hukum 

pidana sebagai berikut: 



1. Tindak Pidana Terorisme 

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan 

pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang 

terdapat dalam buku IT dan buku I11 KUHP. Tujuannya adalah guna 

melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukwn pada 

dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu: 

a. Kepentingan hukum perorangan. 

b. Kepentingan hukwn masyarakat. 

c. Kepentingan hukum negam4 

Tindak pidana terorismc merupakan suatu kejahatan. Di dalam Pasal 1 

angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa: Tindak pidana terorisme adalah 

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsw tindak pidana sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan pemerintah penggmti undang-undang ini. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjelaskan bahwa: 

Terorisme adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan 

maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan 

membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan 

orang atau menimbulkan kerusakan urnum atau suasana teror atau rasa takut 

terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek- 

objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, 

4 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana 
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 26. 



peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, 

perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. 

Menurut pendapat para ahli bahwa kegiatan terorisme tidak akan 

pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu: 

a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancarnan untuk 

menciptakan ketakutan publik; 

b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok 

masyarakat tertentu; 

c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga; 

d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan 

cara yang sistematis dan ter~r~anisir .~ 

"Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan 

terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh 

dari semua agarna di dunia 

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pelaku tindak 

pidana kejahatan dan pelanggaran. "Sanksi pidana umumnya adalah alat 

pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap- 

tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang 

diharapkan adalah upaya pembinaan".7 

Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada 

mereka yang dirarnpas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar 

Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 14. 
AIi Masyhar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah kritik atas kebijakan hukum 
pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 48. 
' Moh. Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 43. 



bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak 

lainnya "Kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan 

konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan 

bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-ha1 yang bersifat abstrak tersebut 

dapat diwujudkan ke dalam kenyataan7'.8 

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak 

sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas 

hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh 

h u h  itu sendiri. 

Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum 

tersebut yaitu: 

a. Hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social engineering). Jadi 

hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (change agent). 

b. Hukurn juga berfimgsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya 

sesuatu tingkah laku (as a tool ofjustiJication). 

c. Hukurn berfungsi pula sebagai as a tool of social controll, yaitu 

mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu 

terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum? 

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh 

gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, 

selain input instrument memberi pula legitimasi pengadilan untuk 

- - - 

8 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2006, hlm. 4. 
Bahamddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dun Penegakan Hukum di Indonesia, Bulan 
Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 32. 



melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma 

hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus 

konkrit. "Pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam 

menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat 

undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum". 

2. Politik Hukum Perundang-Undangan 

Untuk dapat memahatni tujuan negara dalam konteks politik h h ,  

hams dapat mengerti bahwa politik hukum merupakan pilihan-pilihan tentang 

hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi 

yang akan dibentuk, hukum itu akan dicabut atau tidak diberlakukan lagi. 

Definisi politik hukum itu sendiri menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan 

penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk 

menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, 

penerapan, dan penegakan hukum. l 1  

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas 

memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial 

dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang terdiri dari: l2 

a. Tujuan yang akan dicapai; 

b. Cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan; 

c. Waktu dan cara hukum dapat diubah; 

d. Pola dalam memutuskan proses pemilihan tujuan dengan baik, 

lo Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dun Negara, Dasar-dasar Zlmu Normatif sebagai Zlmu 
Hukum DeskriftifEmpirik, alih bahasa Sumardi, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 18 1. 

" Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, 
hlm. 24. 

l2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 35. 



Dasar pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan 

bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk 

mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk 

pemberlakuan dan atau penidakberlakuan hukurn. Pemahaman politik hukum 

mencakup sebagai kebijakan resrni negara (legal policy) tentang hukum yang 

akan diberlakukan atau tidak berlakukan dan digunakan untuk mencari 

kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan untuk 

kesejahteraan merupakan resultante (produk kesepakatan politik) sesuai 

dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat.13 

Politik Hukurn apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai 

makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan 

aparat yang benvenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk 

memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara 

dan mempunyai beberapa unsur-unsur diantaranya:14 

a. Dibuat oleh aparat yang benvenang; 

b. Adanya alternatife yang &pat dipilih; 

c. Adanya produk yang dihasilkan, 

d. Adanya tujuan negara yang akan diwujudkan. 

Politik hukum itu sendiri berisi upaya pembaharuan hukum menjadi 

keharusan ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur 

dengan sistem hukum atau ideologi yang harus mengarah pada upaya 

j3 Moh. Mahfud MD, PolitiR Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 57. 
l4 Muchsan, disampaikan pada mata Kuliah Politik Hukum, Magister Hukum angkatan 27 

Universitas Gajab Mada Yogyakarta, tanggal 23 September 20 1 1. 



penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum tidak statis karena 

h u b  itu sendiri untuk melayani masyarakat. 

Politik hukurn nasional tidak hanya dilihat dari prosepektif formal 

yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan melainkan 

dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. 

Fungsi instrumental hukurn sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat 

daripada fungsi-fungsi lainnya. 

Hulcum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum 

atau rechtsidee seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya 

ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara 

keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan 

hukurn sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan 

hukum positif (peraturan pemdang-undangan) untuk mencapai tujuannya 

dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Politik dapat mengarahkan 

dan membentuk masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan masalah 

kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan 

aspek yang statis. 

Politik dan hulcum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan 

bahwa pelaksanaan pengembangan politik hokum tidak bisa dipisahkan 

dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau dapat 

dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan 

politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hokum yang diwujudkan 

melalui peraturan pemdang-undangan. 



3. Hak Perlindungan Anak sebagai pelaku 

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan 

berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Tentang tujuan pemidanaan ini 

dapat diuraikan berdasarkan tujuan retributive, deterrence, treatment, social 

defence. Kejahatan atau delinkuen yang dilakukan oleh anak merupakan 

tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik 

dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, 

alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen. Hal ini 

merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi 

kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi 

yang adequat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di 

sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk 

melakukan pengekangan keinginan (impulse). Di sarnping itu, faktor internal 

dan eksternal kontrol hams kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (law- 

abiding).15 

Solusi terhadap anak dapat secara reaktifkpresif dan 

antisipatiflpersuasif. Pendekatan kebijakan kriminal dengan cara 

reaktiflrepresif adalah menggunakan hukum pidana dengan menerapkan 

hukum pidana materiil, sedangkan pendekatan kebijakan kriminal dengan cara 

antisipatiflpersuasif lebih mengacu pada penerapan nilai-nilai dan kontrol 

sosial (pendekatan non penal). 

l5 Ibid, hlm. 250. 



Istilah kebijakan diambil dari policy (Inggris) dan politiek (Belanda), 

bertolak dari kedua istilah ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga 

disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik 

hukurn pidana sering diienal dengan berbagai istilah antara lain, penal policy, 

criminal law policy atau strafiechs politiek. Kebijakan hukum pidana dapat 

dilihat sebgaia bagian dari politik hukum, mengandung arti bagaimana 

mengusahana atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan 

yang baik.16 

Pengertian kebijakan hukurn pidana dapat dilihat dari politik h u h  

maupun politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum "adalah usaha untuk 

mewujudkam peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatau saat"." "Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang 

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan 

diperkhkan bisa digunakan untuk mengeskpresikan apa yang terkandung 

dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan3'.'* 

Berdasarkan konsep tersebut, merupakan kewajiban negara untuk 

melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada u m m y a  dari gangguan- 

gangguan kejahatan. Di lain pihak juga hams melindungi dan mensejahterakan 

pelaku kejahatan, dalam arti memperbaiki dan mendidik pelaku kejahatan 

khususnya anak-anak. 

16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 
27. 

l7 Sudarto, Huhm d m  Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 198 1 ,  hlm. 159. 
Sudarto, Hukum Pidana dun Perkambangan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 20. 



Perlindungan anak harus mendapat perhatian yang serius dari semua 

kalangan, terutama melalui lembaga-lembaga pemerintah. Anak adalah 

potensi sekaligus penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan dan 

dibuktikan oleh generasi sebelumnya. Diharapkan setiap anak nantinya 

marnpu me& tanggung jawab, oleh karena itu mereka perlu mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan 

wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 

"Masalah perlindungan anak sudah sejak lama diperjuangka. tidak 

hanya di Indoensia, namun juga di dunia internasional. Secara umum 

perlindungan anak diartikan ssebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi di 

mana setiap anak &pat melaksanakan kewajibannya".19 

Perlindungan terhadap an& tidak saja terkait dengan kebijakan hukurn 

pidana, tetapi terkait juga dengan kebijakan sosial. Definisi tentang kebijakan 

(policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi 

modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat 

para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi 

yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara, rnisalnya 

kebijakan negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku kejahatan dapat 

memberikan pelayaan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi masyarakat 

haruslah memperhatikan kepentingan publik.20 

19 Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, hlm. 18 
20 M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perurnusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, 

hlm. 10. 



Menurut David Easton, mengemukakan bahwa policy is the 

authoritative allocation of value for the whole society (pengalokasian nilai- 

nilai secara paksalsyah pada seluruh anggota masyarakat), dimana melalui 

proses pembuatan keputusanlah komitmen-kornitmen masyarakat yang 

acapkali masih kabur dan abstrak sebagairnana tarnpak dalam nilai-nilai dan 

tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam 

kornitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan 

tujuan-tujuanyang k~nr i t .~ '  

Masalah kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan 

pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan 

masyarakat. Salah satu masalah yang perlu dipecahkan adalah masalah 

kejahatan atau tindakan kriminal, karena menghambat pencapaian 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan 

adalah melalui kebjiakan kriminal dengan saran hukurn pidana (penal) dan 

bukan pidana (non-penal). Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan 

bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana sekaligus menjadi 

bagian pula dari kebijakan sosial. 

"Politik kriminal adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial. 

Kebijakan perlindungan sosial sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial. 

Oleh karena itu ha1 tersebut merupakan usaha dari masyarakat atau negara 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".22 Berdasarkan uraian 

Barnbang Sunggono, Hukum dun Kebijakan Publik, Insan Cendikia, Jakarta, 1997, hlm. 39. 
22 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Bahan Penataran Kriminologi, Universitas 

Parahyagan, Bandung, 9 - 13 September 199 1, hlm. 3. 



tersebut, terdapat keterkaitan yang erat antara kebijakan hukurn pidana dan 

kebijakan sosial dalam rangka pemberian sanksi dan pemberian perlindungan 

hukurn terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. 

4. Teori Labeling 

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan 

pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijurnpai dalam 

pemberian narna atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi 

anggota-anggota tertentu pada m a ~ ~ a r a k a t n ~ a . ~ ~  

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan 

batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa 

pemberian label memberikan pengaruh melalui perkermbangan imajinasi 

sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang 

dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat 

aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap 

tersebut akan berperllaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap 

orang dengan predikat jahat adalah krirninogen. 

Teori konflik merupakan cabang dari teori label. Pemikiran teori 

konflik berakar dari teori-teori sosial Jerman seperti Hegel, Karl M m ,  

Simmel dan Weber untuk memperoleh arah. Ilmuan sosial bereaksi terhadap 

peristiwa-peristiwa waktu itu mulai menanyakan tentang sosial dan struktur 

hukurn mengenai label yang sudah ditolak pernyataan Richard Quinney dan 

Austin T. Turk diarahkan pada reaksi masyarakat (societal reaction). Menurut 

23 Soedjono Dirjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Madju, Bandung, 1994, hlm. 
108. 



Bonger, pada awal abad ke-20 terjadi penciptaan teori kriminologi yang 

menggabungkan Marxis dan pendekatanpsychoanalytic.24 

Asumsi dasar teori konflik berorientasi kepada aspek-aspek sebagai 

berikut : 

a. Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat. 

b. Pada tiap tingkat, masyarakat cenderung mengalami perubahan, sehingga 

disetiap perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat 

lain terns terjadi. 

c. Kompetisi untuk terjadinya perubahan selalu eksis. 

d. Dalam kompetisi, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukurn 

selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masYarakat.2s 

Konsep dasar dari teori konflik adalah kekuasaan dan penggunannya. 

Teori ini beranggapan bahwa konflik terjadi di antara kelompok-kelompok 

yang mencoba menggunakan kontrol atas suatu situasi. Teori konflik 

mempunyai aswnsi bahwa siapa yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam 

kelas sosial akan memiliki powerful members pada masyarakat. Dengan 

kekuasaannya tersebut mereka dapat mempengaruhi pembuatan keputusan, 

juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. 

Pada proses pembentukan hukum, kelas sosial yang lebih dorninan 

dalam masyarakat akan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi hukurn 

tersebut dengan nilai-nilai mereka. Kelas sosial tersebut akan menjadi 

" "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu 
Pengetahuan Hukum Pidana Modem", Lilik Mulyadi, Artikel, Malang, 16 Nopember 2009. 

25 Ibid 



pemegang dan siapa yang menentang mereka akan menjadi target dari 

penegak hukum. Pada aspek ini, teori labeling cocok dengan teori konflik 

untuk menjelaskan proses reaksi dimana kelas yang sedikit memiliki 

kekuasaan akan menjadi perhatian dari para penegak hukurn. Teori konflik 

konservatif juga mengemukakan hubungan antara penggunaan kekuasaan dan 

pembentukan hukurn. Pembentukan hukurn merupakan perwujudan nilai-nilai 

para pembuatnya, hukurn dalam menentukan perbuatan kriminalisasi lebih 

diarahkan kepada mereka yang berada di luar kelompok pemegang 

kek~asaan.*~ 

Teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan 

kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan 

mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan 

mengapa tidak semua orang melanggar hukurn atau mengapa orang taat 

kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan 

tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap 

orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. 

Krirninologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai 

"kriminologi baru" atau "new criminologf dan hendak kembali kepada 

subyek semula, yaitu penjahat (criminal). Kedua, munculnya studi tentang 

"criminal justice" dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi 

kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, 

26 Zbid. 



teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, 

khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey.27 

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal 

control dan sosial control. Personal control adalah kemampuan seseorang 

untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar 

noma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah 

kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat 

melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada 

tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian "Commitment'' 

individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap 

kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa 

peningkatan komitmen individu dan adaptasil penyesuaian diri memegang 

peranan dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter 

Reckless dengan ban- rekannya Simon Dinitz. Walter Walter Reckless 

rnenyampaikan Contaiment Theory yang menjelaskan bahwa kenakalan 

remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, 

yaitu internal (inner) dan eksternal (outer). Menurut Walter Reckless, 

contairnent internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan 

sosial (social pul2) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. F. Ivan Nye 

dalam tulisannya yang berjudul Family Relationsip and Delinquent Behavior, 

mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang 

kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. F. Ivan Nye pada 

27 Frank P. William clan Marilyn McShane, Criminological Theory, New Jersey Printice hall, 
Englewood Cliffs , 1988, hal. 109-1 10. 



hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur 

subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, 

menurut F. Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan 

kontrol sosial yang tidak efektif.28 

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga 

merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang 

belajar baik dan buruk dari keluarga. "Apabila internal dan eksternal kontrol 

lemah, dternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen," 

ha1 ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia 

diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses 

sosialisasi yang adequat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. 

Sebab, di sinilah dilakukan proses p e n d i d i i  terhadap seseorang yang diajari 

untuk melakukan pengekangan keinginan (impulse). Di samping itu, faktor 

internal dan eksternal kontrol hams kuat, juga dengan ketaatan terhadap 

hukurn 

Solusi terhadap anak nakal dapat secara reaktiflrepresif dan 

antisipatiflpersuasif. Pendekatan kebijakan kriminal dengan cara 

reaktiflrepresif adalah menggunakan hukum pidana dengan menerapkan 

hukurn pidana materiil sedangkan pendekatan kebijakan kriminal dengan cara 

antisipatiflpersuasif lebih mengacu pada penerapan nilai-nilai dan kontrol 

sosial (pendekatan non penal). 

28 Stuart H. Trauband Craig B. Little, Theories of Deviance, Third Edition, USA, F.E.Peacock 
Publishers Inc., 1985, hal. 247-250. 

29 Ibid hal. 250. 



Istilah kebijakan diambil dari policy (Inggris) dan politiek (Belanda), 

bertolak dari kedua istilah ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga 

disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik 

hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain, penal policy, 

criminal law policy atau strafiechs politiek. Kebijakan hukum pidana dapat 

dilihat sebgaia bagian dari politik hukurn, mengandung arti bagaimana 

mengusahana atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan 

yang bai?~.~' 

Pengertian kebijakan hukurn pidana dapat dilihat dari politik hukum 

maupun politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk 

mewujudkarn peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatau ~ a a t . ~ '  Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang 

benvenang untuk menetapkan peratwan-peraturan yang dikehendaki dan 

diperkirakan bisa digunakan untuk mengeskpresikan apa yang terkandung 

dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan." 

Berdasarkan konsep tersebut, merupakan kewajiban negara untuk 

melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umwnnya dari gangguan- 

gangguan kejahatan. Di lain pihak juga harus melindungi dan mensejahterakan 

pelaku kejahatan, dalam arti memperbaiki dan mendidik pelaku kejahatan. 

Perlindungan dan kesejahteraan anak hams mendapat perhatian yang 

serius dari semua kalangan, terutama melalui lembaga-lembaga pemerintah. 

30 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai KebijaRan H h m  Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hal. 
27. 

3' Sudarto, Huhm dun Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 198 1, hal. 159. 
32 Sudarto, Hukum Pidana dun Perkambangan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, hal. 20. 



Anak adalah potensi sekaligus penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah 

diletakkan dan dibuktikan oleh generasi sebelumnya. Diharapkan setiap anak 

nantinya mampu mernikul tanggung jawab, oleh karena itu mereka perlu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 

Masalah perlindungan anak dan kesejahteraan anak sudah sejak lama 

diperjuangkan tidak hanya di Indoensia, narnun juga di dunia internasional. 

Secara urnum perlindungan dan kesejahteraan anak diartikan ssebagai suatu 

usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan 

kewaj i b a r ~ n ~ a . ~ ~  

Perlindungan terhadap anak tidak saja terkait dengan kebijakan hukum 

pidana, tetapi terkait juga dengan kebijakan sosial. Definisi tentang kebijakan 

(policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi 

modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat 

para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi 

yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara, rnisalnya 

kebijakan negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku kejahatan dapat 

memberikan pelayaan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi masyarakat 

haruslah memperhatikan kepentingan publik.34 

Menurut David Easton, mengemukakan bahwa "policy is the 

authoritative allocation of value for the whole society" (pengalokasian nilai- 

33 Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, hal. 18 
34 M .  Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perurnusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, 

hlm. 10. 



nilai secara paksatsyah pada seluruh anggota masyarakat), dimana melalui 

proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang 

acapkali masih kabur dan abstrak sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan 

tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam 

komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan 

tujuan-tujuanyang k ~ n r i t . ~ ~  

Masalah kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan 

pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan 

masyarakat. Salah satu masalah yang perlu dipecahkan adalah masalah 

kejahatan atau tindakan kriminal, karena menghambat pencapaian 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan 

adalah melalui kebjiakan kriminjal dengan saran hukum pidana (penal) dan 

bukan pidana (non-penal). Dengan demikian kebijakan krirninal merupakan 

bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana sekaligus menjadi 

bagian pula dari kebijakan sosial. 

Politik kriminal adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial. 

Kebijakan perlindungan sosial sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial. 

Oleh karena itu ha1 tersebut merupakan usaha dari masyarakat atau negara 

untuk meningkatkan kesejahteraan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  Berdasarkan uraian tersebut, 

terdapat keterkaitan yang erat antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan 

35 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Insan Cendikia, Jakarta, 1997, hal. 39. 
36 Barda Nawawi Arief, Kebijakan fiiminal, Bahan Penatam Kriminologi, Universitas 

Parahyagan, Bandung, 9 - 13 September 199 1, hal. 3. 



sosial dalam rangka memberikan perlindungan hukurn terhadap anak pelaku 

tindak pidana terorisme yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidan bagi anak pelaku terorisme 

b. Sanksi yang tepat terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku 

terorisme. 

2. Subyek Penelitian 

a. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

b. Praktisi atau ahli hukum pidana. 

3. Lokasi Penelitian 

Di Kota Yogyakarta. 

4. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

yuridis normatif - sosiologis. Yuridis normatif yaitu mengkaitkan tindak 

pidana terorisme yang dilakukan anak dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang 

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian 

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. 



5. Sumber Data 

Dalarn penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah 

data sekunder. Untuk memecahkan isu hukurn dan sekaligus memberikan 

deskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber 

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 

hukurn sekunder. 

Bahan hukurn yang digunakan untuk membahas tesis ini yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan, meliputi: 

a. Bahan h h  primer, antara lain terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. 

5) Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 201 2 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

b. Bahan hukum sekunder: 

Bahan h h  yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer yang 

terdiri dari: 



1) Buku yang terkait danlatau relevan dengan tema tesis; 

2) Pendapat para Ahli Hukum pidana 

3) Pendapat Para Hakim Pengadilan Negeri 

4) Karya tulis; 

5) Literatur-literatur lainnya. 

6. Teknik Pengurnpulan Data 

a. Dengan memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian, yaitu 

dengan menggunakan metode wawancara (interview) secara mendalam 

kepada para hakim pengadilan negeri. 

b. Studi Pustaka, yaitu menggali data dari buku-buku literatur, dokumen, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah dan 

sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian. 

c. Studi Dokurnen, yaitu dengan mengkaji dokumen resmi institusional 

yang berupa putusan pengadilan yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

7. Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu 

menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan peraturan 

undang-undang yang berlaku, untuk menjelaskan persoalan sampai pada 

suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 



8. Sistematika Penulisan Tesis 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perurnusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penulisan tesis. 

BAB I1 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dan tinjauan pustaka 

tentang tindak pidana terorisme, sanksi pidana dan pemidanaan, 

an& sebagai pelaku tindak pidana, serta tindak pidana terorisme 

yang dilakukan anak. 

BAB I11 PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA 

Bab ini berisi uraian tentang pembahasan dana analisa peranan 

Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme dalam perlindungan terdakwa terorisme 

yang dilakukan oleh anak sanksi yang tepat terhadap anak dibawah 

urnur sebagai pelaku terorisme. 

B A B N  PEWUTUP 

Bab ini berisi kesirnpulan dan saran dari penulis. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana 

"Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai 

tujuan pernidanaan".' Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya 

kamus hukum, "pidana adalah h~kuman".~ "Pada hakekamya sejarah hukurn 

pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa 

mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak ~idana".~ Masalah tindak 

pidma merupaka masalah kefimusiaan dan fix-~~alah sosial ydrlg senmtiasa 

dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada 

tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan 

maparsa t  itU s e n ,  sehirigga p a p  upaya miinusia Untuk 

menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkm tuntas karena tindak pidana 

memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau 

diminirnalisir intensitasnya. 

Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, 

melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini 

disebabkan karena ti& semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secata 

sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung merniliki kepentingan yang 

1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2005, ha]. 98. 

Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 83. 
Sudarto, Hukum d m  Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 23. 



berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin 

berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai 

tidak dapat dibiarkan tumbuh d m  berkembang dalam masyarakat karena dapat 

menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan 

terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan 

hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat 

tersebut tuj- yiuig telah diteritukiui dapat dicapai. Sudgrto berpendapat y b g  

dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada 

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu." 

beragam. R. Soesilo menggunakan istilah hukurnan untuk menyebut istilah 

pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukurnan 

dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukurn 

pidana9'.' Feurbach menyatakan, bahwa, "hukuman harus dapat 

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah 

hukuman, tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian 

4 Muladi dan Bards Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alwnni, Bandung, 1984, 
hal. 2. 
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KOHP) serta Komentar-komentarnya 
Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal. 35, lihat juga R Sugandhi, KUHP 
dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 12. 

Ibid, hal. 42. 



yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu 

diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. 

H-m adalah diiah p*gei'tiaii iiii im scbagai s&si ymg 7 

menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang 

pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukurn pidana. 

SeljagG peigeiz im mii $Us, iiiasih jUga &a& i i e i ' 8 m ~ y a  aeiigan iM 

umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan7 

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata Straf 

merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam ha1 ini beliau tidak setuju 

dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu 

pidana untuk menggantikan kata spa$ Moeljatno mengungkapkan jika sfraf 

diartikan h*unr m*a sndpB..Afs seh msoya d i d k a n  li* iiii h h m  
9 

Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukurn pidana maupun 

hukum ~erdata.~ 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalatn tulis ini 

penuiis menggunakan istilah pidana dengan perthnbangan bahwa tulisan & 

merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah b m g  tentu lebih tepat 

menggunakan istilah yang secara khusus lazirn digunakan dalam hukurn 

Pi-. 

7 Andi Hamzah, Stelsel Pidana dun Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983, hal. 
i. 

Muladi dm Barda Nawawi Arief, Teori-teori dun Kebiiakan Pidana, op cit. hal. 1 .  



"Di dalam kepustakaan hukurn pidana, istilah tindak pidana 

merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda 

;rJiaflaaFy& ...,.9 

Banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian 

s$-ajbaaaeit. Menurut Sudarto, pemakaian istilah yang bermacam-macam 

tidsili iiie*jadi s6d, yMg dim&siid denga is'fil& 'fEtjlSeb-i 

dan apa isi dari pengertian itu. "Penggunaan istilah tindak pidana didasarkan 

atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat 

ditkrima fiasyar&t93. 10 

"Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah 

pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana 

twsebut meliguti thdak gMmI (pe rbtlam jahIt) kesalahm dan 
9 

pidana serta korban". 'l 

Tindak pidana merupakan perurnusan dari hukum pidana yang 

memuat ancaman h;kuman pidana atas pelanggaran norma-noma hukum 

yang ada dalam bidang hukurn lain, yaitu hukurn perdata, hukurn tata negara 

dan hukurn tata usaha negara. Dengan adanya hukurn pidana dengan tindak- 

tiiid& y.mg di i;iiiiiiisk. di d-4;ii i f .  ei' 

pelanggaran h u b ,  oleh karena itu dengan sendirinya dalam tiap tindak 

pidana hams ada sifat melanggar hukurn atau onrechtmatigheid 

9 Fuad Usfa dan Tongat, Penganrar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, hal. 3 1. 
10 ' -  Sudarto, op.cit., hal. 30. 
l 1  Iswanto, Materi Pelengkap Hukum Pidana I, UMM Press, Malang, 1995, hal. 35. 



Subyek tindak pidana adalah manusia sebagai oknurn, ha1 ini dapat 

dirumuskan dari pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan 

be*i& sy8iiiat bagi tiiidak Pidma ..f.ebu t, da jugs 

terlihat pada wujud hukuman yang termuat dalam pasal-pasal KLTHP yaitu 

hukuman penjara, kurungan dan denda. 

Di MmSi * * ~  h i i l c ~  tid& kesSit- *eiidSi*at teiiw isi 

pengertian hukum pidana. Sebagian ahli hukurn ada yang menganut 

pandangan dualistis dan sebagian yang lain menganut monistis. 

Berikut ini aka disLjikan para yang menganut padanga- 

pandangan tersebut: 

a. Pandangan Monistis 

Simiills - msw thd& *idma Perbiiataii 

manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan; 

Diancam dengan pidana; Melawan h u b ,  Dilakukan dengan 

kes al&m. Oleh drmg ymg iiimP ii bei;tsiilgguirg ja*aiEi 9 

2) Menurut Baumman, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan 

dengan kesalahan. 

3) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan 

ymg di keiiakm *idma. 



Dalam hal ini jelas sekali, bahwa berdasarkan definisi-definisi tersebut 

di atas terlihat tidak adanya pemisahan antara criminal act dan 

cFiiii Fgsp o.ibilrty. - - .  12 

b. Pandangan Dualistis 

Moeljatno, dalam pidato dies natalis UGM tahun 1955, memberi arti pada 

ije fbmm pidw51. seb51.g~ pefbii5im ywg dimCm deiigm bLii'wg 

siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, untuk adanya 

perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: 

1) Pebuiitiin (niimusia) 

2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat 

formil), dan 

3) Bersjfat trnellwm hh ( i ~  lSyaB mltefiil) 13 

Syarat formil itu hams ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalarn 

Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan keharusan adanya syarat materiil, oleh 

erbiiataiZ ia li..s pula - heal dii'*isakail iiiay.akat ..bag;sii 

perbuatan yang tak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan 

dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan. 

Dij9fw-ya pidMg dipei;liilcw syuaf pemsgiiiig jawab5iii 

pidana (criminal responsibility). Pertanggung jawaban pidana harus dianggap 

melekat pada tindak pidana (pandangan monistis) maupun harus dianggap 

terpisah d& penge*i. tin& pi&51. (pan&gan duiili.ti.), Secara orinsip 

baik pandangan monistis maupun dualistis sama-sama sependapat, bahwa 

lZ Ibid, hal. 34. 
l3 Moeljatno, has-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 35. 



untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggung 

jawaban pidana. 

Di dzilafll kailteks ha *idma iiiituk meBe a t u k .  apakali ya;iig 

melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang 

diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan 

biid& ..idas ti:f. scbut oi'ag iiii Hmpi iiiy& kIcesslstlia. Dalm h.iiiii pidua 

yang secara tegas dinyatakan tidak dipidana tanpa ada kesalahan, atau yang 

dalam bahasa Belanda berbunyi: geen straf zonder schuld. Dalam bahasa Latin 

asis tersebut dirmu3kim derig8ti actus non facit reum mi si mens sit rea, 

sedangkan asas tersebut dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan wgkapan, 

an act does not make a person quality, unless the mind is quality.14 

erdasar km gads tersebilt di da.at dkyatakBii b*wa 
9 

masalah pertanggung jawaban pidana sangat erat berkaitan dengan kesalahan. 

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dirnintai 

eMgguil jlwgibsiii dllm ha pidziilq i, diliht apakali ai;mg tersebut 

pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. 

Bertolak dari uraian di atas, terlihat bahwa asas kesalahan (asas 

i . i i lpabi l i . )  iii ciTiip*. ymg mdmeiia ds15iiii pidua. 

Sekalipun dalam KUHP asas kesalahan tidak dirumuskan, tetapi asas ini hidup 

di dalam masyarakat sebagai hukurn yang tidak tertulis yang di Indonesia juga 

diakui ebefAd- ya Se b9gBi Sumber hukum. 

l4 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 220. 



Kunci untuk adanya pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. 

Secara doktriner, kesalahan diartikan sebagai, keadaan psychis yang tertentu 

gadai ai'mg gag melakuka pe i'biia taiI dm iidmgai li iibiiii gm siiitdt;a 

kesalahan tersebut dengan pe'rbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, 

hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.15 

Befda~kslii iiefigefiisiii keSdm fei;SeBut diSiiiiijiill(&, b&wfi 

untuk adanya kesalahan harus dipikirkan adanya dua hal di samping 

melakukan perbuatdtindak pidana, yaitu: 

a. Adanya keadaanpsychis (bathin) yimg tertentu. 

b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan 

perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan dalam 

Syarat pertarna di atas mernpersyaratkan, bahwa keadaan bathin pelaku 

haruslah sedemikian rupa, sehingga pelaku mengerti makna perbuatannya, 

misalii..a wlaku tel& dewaa Syaii;ait kediiai iilefigmdiiilg Mi baliwa am 
9 

keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan haruslah sedemikian 

rupa, sehingga atas perbuatannya itu ia patut dicela, misalnya jiwanya itu 

fidmd 

Keadaan bathin seperti itulah, pelaku mestinya insyaf atau sadar 

terhadap perbuatannya. Syarat kedua inilah yang secara teoritis sering disebut 

istilah kemgmpu8n bertanggung jawab. Hanyit terhg orang-orimg 

yang jiwanya normal inilah, dapat harapkan tingkah lakunya sesuai dengan 

'' Moeljatno, op. ciit., hal. 158. 



pola yang dianggap baik dalam masyarakat, sehingga terhadap pelanggarnya 

dapat dicelakan padanya. 

Befdasukaii wd.. tefSebiit $aliwa kemmp- be iitatigwg 
Y 

jawab merupakan dasar yang sangat penting untuk adanya kesalahan. Oleh 

karena masalah kemampuan bertanggung jawab ini sangat penting yaitu 

sebagsii dassli; iiiim admy a kes d&...m 

Secara yuridis formal, tidak ada rumusan dalam KUHP yang memberi 

batasan tentang kemampuan bertanggung jawab. Persoalan yang berkaitan 

engan kemampuan bemggung jawfib irii diSer&an kepada dbktrin. Se- 

doktriner, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus a& dua hal, 

yaitu: 

a Adanyak emampwm tukmemtiedatied& - ammaper bmm ymgtiaik 

dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan 

hak. 

b. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. l6 

Sy&at pe*ii di am rn erup8kiln f&i,i gkiil, yaiiitu &pat 

bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, 

sedangkan syarat kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat 

nie*yesiiaikm lwya deii gm ke*yafm terhada* mm ymg 

diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. 

l6 Ibid. hal. 156- 166. 



KUHP tidak memberikan batasan masalah kemampuan bertanggung 

jawab. KUHP hanya merumuskannya secara negatif, yaitu mempersyaratkan 

kapail dimggap iriampu jaWab. 

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat 

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena 2 (dua) alasan, yaitu: 

a. Ji* m-4'a cacat &lam mbmyg. 

b. Jiwanya terganggu karena penyakit. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, apabila seseorang itu 

jiw5uiYa scat tum6uhnYa ihu dia tid* spat nienibe&-6edakan mtuia 

yang baik dan mana yang buruk, maka terhadap orang tersebut tidak dapat 

dimintai pertanggung jawaban pidana atas alasan tidak ada kemampuan 

emggmg 

Pasal 44 ayat (1) KUHP hanya mengatur tentang ketidakmampuan 

bertanggung jawab karena jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu 

1( @efia pefiyakit APabila ketidak iiimPiim efimgguii jaWab itu 

disebabkan karena jiwa (usia) yang mash sangat muda, Pasal44 KUHP tidak 

bisa menjadi dasar untuk menghapus pidana. Dalam hal terjadi demikian, 

i'risa spat d & ~  yMg fid& femlis, as& diiiidiiiia tanpa 

ada kesalahan. 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh 

karena itu urituk membuktikan kesdtlah8n, m*a unSur k6~*pu8ti 

bertanggung jawab hams juga dibuktikan. Oleh karena untuk membuktikan 

adanya unsur kemampuan bertanggung jawab itu sangat sulit dan memakan 



waktu serta biaya, maka dalam praktek hukurn dipakai fiksi, bahwa setiap 

orang dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali ada tanda-tanda yang 

meiii*jukk. scbali by&. 

Apabila terdapat tanda-tanda yang demikian, sehingga hakirn 

meragukan kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hakim hams 

fie*eriiimm iiefieAks- fei;hdap keadm jiwa Apabila basil 

pemerikasaan itu ternyata pelaku jiwanya tidak normal, maka ia tidak dapat 

dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP. Dengan kata lain, 

terliiidap pelaku tersebut ti& dapat dijatuhi piddana berhubwig tidak ad- 

kesalahan. 

Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur dalam tindak pidana adalah: 

a. Perbuatan manusia. 

b. Perbuatan melanggar hukum. 

c. Diancam dengan pidana. 

d D i l w m  dengm kesalahatl ymg empau be.gguilg aiiirZi ti 

e. Memenuhi rumusan undang-undang.17 

Oleh karena itu, untuk melihat apa itu tindak pidana, perlu juga 

d i p h i  tentang unsur pickma itu sends.  ema ah am an h-d sangat 

diperlukan, sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. 

Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang secara umum 

dibed&- iiiisiii; da iiiisiit; objel(fif, yaifiii 

17 Fuad Usfa dan Tongat, op.cit., hal. 32-33. 



a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala 

sesMtii ymg tei;ltaildiiirg di ddalitl hati nya. 

b. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan- 

fiiid&m de si ifu hfis dilwan.18 

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi: 

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa); 

b. Mdcsud pa(la suatu percob- (seperti yimg dimdcsud daliun PgSd 53 ayat 

(1) KuHp; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat 

ddatll tind* gidma pencwajii. 
9 

d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 

340 KUHP.'~ 

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi: 

a. Sifat melanggar (melawan) hukurn; 

b. K d i ~  & si pelh, riiis&ya kedM ~ Seorang n e g e ~  

dalam kejahatan menurut Pasal4 15 KUHP. 

c. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dellgm kenyataarr sebagai a k i b  20 

Lamintang, opeit., hal. 192. 
19 - '  Fuad Usfa dan Tongat, op.cit., hai. 34. 
20 Zbid. 



"Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab 

dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-ha1 

efsebil il'ieleli;it ijada ai;mg pmg t,,,21 

Bertolak dari pendapat Moeljatno di atas, maka untuk adanya 

pemidanaan tidaklah cukup jelas apabila seseorang itu telah melakukan 

iiefbiisif5ui pidmsi ssija, teBp pdii bfag y5iiig befmgliiitirii bmS 

kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. 

Pengertian unsur tindak pidana sebagaimana uraian di atas harus 

dibed&. dengan pengerti. unsur-unsur tirid& pidana rumusan 

undang-undang. Pengertian yang pertama lebih luas dari pengertian m u r  

kedua. Unsur dalam pengertian yang kedua dalam bahasa Belanda disebut 

element uQfi del ictm schpifiiifig. Pengertiaiii mSiifi gmg kedua 

menunjuk pada unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang- 

undang. Misalnya unsur-unsur dari tindak pidana pencurian biasa yaitu unsur- 

ifism psrilg pasd 362 KUHP. 

Salah satu unsur tindak pidana sebagai syarat untuk pengenaan pidana 

adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi r u m m  tindak pidana 

iiii&g-iiiidang. Pei;Sy~sif5ui iiii iiiei;iip&. kbiiSlk ueiiSi lirgiS d*i 

dianutnya asas legalitas dalam hukurn pidana, rumusan tindak pidana ini 

sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada setiap 

orang, SeEngga dalam rumuSgri tirid& pidana tefsebut hmS dapat diket:t8hui 

dengan pasti apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. 



Unsur perbuatan manusia dalam suatu tindak pidana pengertiannya 

adalah perbuatan tertentu yang ditujukan untuk merusak kepentingan hukum. 

KePefititiilgan BM ymg i.lieliputi kePefitii;igati iiegaa, 

masyarakat dan individu. 'Xepenhgan hukum itu selalu berubah menurut 

waktu dan keadaan dari kesatuan hukum yang ada di dalam masyarakat".22 

Wiijiid de peiilimfm Se Gaga iiiisiir de pidana &Iiga 

pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan 

pidana. "Perumusan dalam bahasa Belanda dinamakan delict-omschrijving, 

~ s * y 8  ddilam tinilk pidana e t ' - -  mencur,, . ' -  - peibu8tannyg dirumuSkan Sebagai 

mengambil barang. Hal ini merupakan pemusan secara formal, yaitu benar- 

benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang man~sia" .~~ 

Sebdikhya pemussiri secatiai mltefiil siiaitu 

akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti tindak pidana "membunuh" 

yang dalam Pasal338 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan "mengakibatkan 

mat iiiya ormg lai..,,. 

Tindak pidana sebagai unsur pokok hams ada suatu sebab akibat 

tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain 

ymg iiiefimd&m keh-m liiibiiiigm eG&b *bat mm8 *ei;Giiat51ii Si 

pelaku dengan kerugian kepentingan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro 

mengenai teori sebab akibat ada dua aliran pendapat yang terpenting dan yang 

n& be*entangan S8b Sama 18in, ysbi 

22 Bambang Purnomo, Asas-mas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 156. 
23 Wyono fiodjodikoro, Asas-Asm Hukum Pidana di indonesia, Eresco, Bandung, 1989, hal. 56. 



a. Teori conditio sine qua non (teori syarat mutlak) yang mengatakan suatu 

hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika 

scbab itu tidak 

b. Teori adequate veroorzaking (penyebaban yang dapat dikira-kira) yang 

mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu 

apab ila iiiefimf pengamam iiimuSia dapSl;f d.&.fa-A&m, b&i.a 

sebab itu akan diikuti oleh akibat 

Dalam pelaksanaan hukurn pidana praktis tidak ada perbedaan antara 

kedua aliran tersebut, karena yang dapat dikenakan hukurnan hanyalah pelaku 

perbuatan pidana yang telah terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan 

dan mampu mempertanggungiawabkan perbuatannya. 

Ti& semiia pefbmtati melawslil hUkilm Itau gmg bcrsifat 

masyarakat, dapat disebut sebagai perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana. 

Perbuatan yang dikenakan sanksi pidana itu harus tertera secara jelas dalarn 

Bei'a;wm Fmda irgiiii, Sese*fmg tidak dijam pidaa ila tid* 

melakukan perbuatan pidana, sebaliknya walau seseorang telah melakukan 

perbuatan pidana, tetapi jika tidak mempunyai kesalahan, maka tidak akan 

dijat.fi pidiiiia. 

Maksud kesalahan ini menurut Moeljatno adalah adanya keadaan 

psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan 

slaanya hu bungan gntara keadaan teisibut denga pe r;bu8h yang 

24 Ibid, hal. 52. 



yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan 

perbuatan tadi.25 

Dapat disimpulkan bahwa di samping melakukan perbuatan pidana 

h a m  dipikirkan dua unsur, yaitu: adanya keadaan psichis (bathin) yang 

tertentu dan adanya hubungan tertentu antara 2 keadaan batin tersebut dengan 

perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan tadi. Oleh karena itw 

untuk adanya kesalahan maka seorang tersangkalterdakwa ham: 

a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). 

ti. Di atas umur tertelstu dan mampu k r t ang~g iawab .  

c. Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. 

d. Tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. 

Dalatii KUHP Buku Pertaikia Titel I11 disebutu  adaiiya alasati- 

alasan yang dapat menghapuskan pidana. Alasan-alasan tersebut dibedakan 

menjadi dua, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. 

Alsiul pemW adaliih d&%n yiulg menghapukw kesaliihiln ferdiikwa. 

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi 

tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Adapun pasal-pasal yang 

merupakan alasan pemaaf dalam KUHP antara lain: Pasal44 KUHP, Pasal49 

ayat (2) KUHP, dan Pasal51 ayat (2) KUHP. 

Pasal44 KUHP menegaskan bahwa: "Barang siapa melakukan suatu 

perbuatm pidana yang tidak ddpat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka 

hakim dapat memerintahkan dia untuk dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa". 

'' Ibid., hal. 158. 



Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan tidak seimbang. 

Pembelaan yang tidak seimbang ini harus melampaui batas yang disebabkan 

kegoBcmgm jiwa ymg hebat, kseBa a&ya sefmgm ahu mcmm 

serangan, sehingga karena adanya tekanan dari luar itu fungsi bathinnya 

menjadi tidak normal lagi, ha1 mana menyebabkan adanya alasan pemaaf. 

Pasd 51 ayat (2) KUHP iiie iigeii& fiel*san*an pei;iii& 

tanpa wenang. Perintah yang dikeluarkan oleh jabatan yang tidak wenang 

tidak dipidana, asal oleh pembuat yang melaksanakan perintah jabatan itu 

aipenuhi Syarati Suby ektif, yaitu or'ang yang di@eLn& 

harus mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dari segi pejabat yang 

mengeluarkan perintah, maupun dari segi macamnya perintah. Secara obyektif 

adalah msuk *al aefia pe** jabatah yaiiig ti& itu dalilsiiii 
9 

lingkungan pekerjaannya. 

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan 

hwjia iigim seHiigga ygliIg dilakuksiir oleh tefd&a ldu 
9 

menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pasal-pasal dalam KUHP yang 

dipandang sebagai alasan pembenar antara lain: Pasal 48, Pasal 49 ayat (I), 

P S d  50, di3ii P S d  51 ayat (1) KUHP. 

Pasal48 KUHP tentang daya paksa, tidak dipidananya suatu perbuatan 

karena didorong oleh keadaan yang memaksa (overmacht). Maksud daya 

paksa di sini Suatu ekuam, S ~ t u  @*$- atBU@un suatu tekank yang 

tidak dapat dielakkan. Bentuk daya paksa ada bermacam-macam, antara lain 

daya paksa yang absolut, relatifdan daya paksa bentuk noodtoestand. 



Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa. Perbuatan 

yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP harus berupa pembelaan, 

diilii hEiiiiis hal - hal me*akda tefdakwa melakuk. 

perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya 

serangan dan ancaman serangan. 

PaSd 50 KUHP ieiimg iiiC1 l(eieiii- .mmig- iiii dag. 

Dasar alasan penghapusan pidana dari pasal ini adalah paling mudah jalan 

pemikirannya, karena sudah selayaknya barang siapa yang oleh undang- 

undang yang S&h di peririw diberi kekuas- menj&l&.ya tidak 

akan dipidana oleh undang-undang yang lain, sebab jika tidak demikian tidak 

akan ada orang yang berani menjalankan undang-undang yang sering memuat 

lmganlPe&* Pefbwtmya fdak bersifsit iiicllwarl hdiiiii 9 

sehingga perbuatan itu dibenarkan, namun tidak berarti melaksanakan 

undang-undang tanpa batas-batas yang patut. 

P.&d ayat KUHP mefigeii~ melakuk. Ferntali jabam 

Hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus 

mempunyai hubungan hukum yang bersifat berlaku umurn, baik menurut isi 

pe fgmm im Seiidiiii iiia iipii ii k ~ e i i a  Suam Pei;iiyai- wiigiiSISSI ymg we-s. 

Ada pula syarat bahwa mengenai cara dan alat yang dipakai untuk melakukan 

perintah jabatan harus sesuai. 

pidank dap&t jugs ebab kan 

karena adanya alasan penghapusan penuntutan. Dalam KUHP ada beberapa 

pasal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan penuntutan, antara 



lain: Pasal 2 KLMP sampai Pasal 8 KUHP mengenai batas berlakunya 

peraturan perundang-undangan hukurn pidana; Pasal61 KUHP dan 62 KUHP 

iiiefigead ppeililtiitm peil.efbit dm peiicet&, 72 KUHP ilieiigefi~ delik 

aduan, Pasal76 KUHP mengenai asas nebis in idem dan Pasal77 KUHP dan 

Pasal 78 KUHP mengenai hapusnya penuntutan karena terdakwa meninggal 

dak sefiadduwMs&a 

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme 

1. Teorisme 

Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin '%errere" yang 

kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa 

me-buK. kefigefia &. iebpi smpz * helm defi.s 

terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme 

merupakan sebuah konsep yang merniliki konotasi yang sensitif karena 

reroasme merig &.batkM ~ b a y a  k-6ibw w.~.ga Ail y.ag ti.&& berrdoSa. 26 

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang. The Zealots-Sicarri, 

kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di siang hari 

di tengah kota Yerusallem yang menirnbulkan rasa panik luar biasa. Terorisme 

yang ada saat ini diyakini memiliki sejarah pertautan dengan Revolusi Prancis, 

dimana istilah "teror" pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara 

spesif* it.Iemjiik pads kebijak. teT6i jimg dijal* iileh iik.s iiirtiik 

26 Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dun Hukum, Retika Aditama, 
2004, hlm. 22. 
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mempertahankan pemerintah Republiken Perancis yang baru dan masih 

berusia m ~ d a . ~ '  

Dalam mendefinisikan terorisme, kesulitan yang dihadapi adalah 

berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme 

merupakan tiridakan yang dil*an negara, pgda waktu yang lairi teror isme 

dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. Walter Laquer 

menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng- 

Cijtier ragam teTCidsme ymg mimCul dm s;ejm.28 

Black Law Dictionary memberikan definisi terorisme sebagai The Use 

of Threat of Violence to Intimidate or Cause Panic ; Especially as a means of 

Piiliticd C6ildiict.2g MeiIiii;iit T. P. m6i;iTtCin dalm eppiip di 

Weapon of Political Agitation terorisme didefmisikan sebagai penggunaan 

teror sebagai tindakan sirnbolis yang dirancang untuk mempengaruhi 

kebii&san- dan fiii$& polif.& dengan a.a- ca.a ekSQ.a iiomd, 

khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme 

adalah faham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan 

meriim6ulkan cars yang c..aibj-*30 

27 Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya Terorism (1977) &lam 
tulisan Menyoai Giobaiisasi dan Terorisme daiam buku Terorisme, bejbisi, ~ k s i  dun ~ e ~ u l a s i ,  
Penerbit Imparsial, Jakarta, 2003, hlm. 30. 

28 Muladi, Hakikat Terorisme dun Prinsip Pengaturan, &lam Kriminalisasi &lam Buku 
Demokrutisasi, Huk Asasi Munusia dun Reformusi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, 
Jakarta, 2002, hlm. 169. 

29 Bryan A. Gardner, Editor in Chiex Black Law Dictionary, Seventh Edition, 1999, hlm. 1484. 
30 Muchamad Ali Syafaat dalam Terorisme, Definisi, Aksi dun Regulasi, Imparsial, Jakarta, 2003, 

hlm. 59. 



Proses teror, menurut E. V. Walter memiliki tiga unsur, yaitu:31 

a. Tindakan atau ancarnan kekerasan. 

b. ~ e a k s i  emosional terhadap ketahtan yang amat sangat d a i  pihak korban 

atau calon korban. 

c. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan 

fassl kCwiim yiig iiiiiiiciil keiiiudi.. 

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman 

penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan 

t&i;hadap Sasaran langsung yang laz-ya non 

combatant untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam 

rumusan yang panjang oleh James Adams adalah: Penggunaan atau ancaman 

kekeraism fiSk aleh bdiYiduh&uidu ataii kelompiik - kelaWpok uiltuk tiljiisiii - 

tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang 

ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, 

melmP&aiil aim mefigifitiirridsi 3mtu kelomPGk 8-m yms leb3 

daripada korbankorban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok- 

kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk 

~ eiigcifCk si keliilim kCl ciiiip61clii asi6iia1, aBii iiiim iiieiiggerog6ti p61i.ik 

internasional yang 

Ibid. 
32 - -  Simela Victor Mohamad, Terorisme dun Tata duniu B a r ~ ,  Penerbit h a t  Pengkajim dm 

Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, hlm. 106. 



Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang 

sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu dan terorisme politis 

iiieMiliki k*aktCi'istik sebagai beati33 

d. Merupakan intimidasi yang memaksa; 

e. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana 

mi& smiu t-uj- iefiefi ~, 

f. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat 

syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang"; 

g. Target akSi teror dipilih, bekkrj8 rah.ia rigniun tujuannYa 

publisitas; 

h. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri 

secaai persii*ail; 

i. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, 

rnisalnya "berjuan demi agama dan kemanusiaan". 

mbat - iiegatif yZLiig dikmdii.g dleh pei;kam tei;di'is 

dan terorisme, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, 

pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain, 

feupi Peiiibe*um diiiiaa fei;i6i;is iii: "M&st sebeiifiyst jiha, 

mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil 

padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak 

mengatasnamakan agama.34 

33 Abdul Wahid, et all. loc.cit, hlm. 29. 
34 http://id.wikipedia.org/wikiITerorisme 



Menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan 

pernah dibenarkan karena ciri utarnanya, yaitu: 

a. Aksi ymg meiiggwakm Caa kekCfuaii daii ;iiCmm 

menciptakan ketakutan publik; 

b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok 

tefiefitQ; 

c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga; 

d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan 

cars yang SiStem&ti. dan teioig~sir. 35 

Menurut Wilkinson, sebagaimana dikutip oleh Goenawan Permadi, 

ada tiga jenis terorisme secara mum yaitu: 

Tei'*p-isme Rev..liis;io;nei', yaiitu pefiggiiiim kek er&m secsiiia sisteiiiatis 

dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan 

politik; 

b, TeY*Yjsine SUB Yev* liij'ia iiei;, ydm geiigguilm kekemm tei;iii;istik mtuk 

menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan 

politik, 

c. T@f*fiSiiieR epf@ SiJ; Si~tujjeiigmm kekei;- tef6i;i iiie fiekw 

atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku 

yang dianggap tidak berkenaan oleh ~ e ~ a r a . ) ~  

35 Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 14. 
36 Ali ~asyhar ,  Gays Indonesia Menghadang ~erorisme ~ebuah kritik atas kebijakun hukum 

pidana terhadap tindakpidana terorisme di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 48. 



2. Tindak Pidana Terorisme 

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan 

dari semua agama di dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah 

membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok- 

keloiiiPok iei;oi;isiiie ymg Gei;oPefsi di bei;liagiii Neg&a iel-& ei;kC,o Pmi oleh 

suatu jaringan terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan 

mekanisme kerja sama satu sama lain baik dalam aspek operasional 

idiatruktur maupwi infiastruktur Wndukung (support inj?astr~cture).~~ 

Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (mala per se) 

yang dibedakan dengan administrative criminal law (mala prohibita).38 

(political violence) seperti kerusuhan, huru hara, pemberontakan, revolusi, 

perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain, namun terorisme tidak 

, ,.. 39 terlalii politis. 

Pada dasarnya, istilah "terorisme" merupakan sebuah konsep yang 

merniliki konotasi yang sangat sensitive karena terorisme menyebabkan 

berdosa. Tidak ada Negara yang ingin dituduh mendung terorisme atau 

menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tindak 

37 Moch. Faisal Salam, op.cit., hlm. 1. 
38 Mdadi, op. cit 
39 F. Budi Hardiman, Terorisme, Defnisi, Ahi dun Regulasi, ImparsiaI, 2003, hlm. 4. 



dibedakan dengan administrative criminal law (mala prohibita). Kriminalisasi 

tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hokum pidana 

dilakukm i;l;lelaliliii Bmyak C ~ a  se..efii. 
9 

a. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal K'LTHP; 

b. Melaui sistem global melaui pengaturan yang lengkap diluar KUHP 

tema* keliliiisiis& h*m acar& ?*, da 

c. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP 

tentang "kejahatan terorisme". 

Berksb d&ngan perm8sdahan dibentuklah Suatu 

Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang berlakunya tidak serta merta dan tidak 

secara otomatis. Sebagai pelaksana ketentuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, 

peme&M meng erlwkm Nomof T*u 2002 teiitarig 

pennberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa peledakan bom di 

Bali. Namun perkembanganya, saat ini Perpu Nomor 2 tahun 2002 ini dengan 

Uiidmg -iiir dmg 16 Taliiiii 2003 dit iiigka tM me*jadi iiiidmg 

sedangkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terrorisme ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. 

Di dsllm Paal &gka Peram& Pe iiieGa omcif T&iii 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa tindak 

pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak 

pih8 S e S ~  dengh k&tentuan &lam peraturh pem-t& pengghti 

undang-undang ini. 



Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjelaskan bahwa 

eiiijiiisiile pei;ljmm mela..m hu see*a sisteifi.tis defigm iliaksud 

untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan 

bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau 

*e-Biilkm mm Swaa tef6f aaiii fasa uuf efh&&p 

orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital 

yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, 

perekonomian, 
kebudaya, pendidikiui, teknologi, 

perindustrian, fasilitas mum,  atau fasilitas internasional. 

Menurut Rajagukguk dan K h k d y ,  Delik atau perbuatan pidana 

terofisilie adal& prbi *tasi ymg fiielawati h b  gzing melmggaii' keteiituan 

pidana terorisme, yaitu melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan 

terorisme. Didalam undang-undang tindak pidana terorisme ada dua delik 

dtu matedl delik foml, Delik matedl delik pefbii 

pidana yang rumusan perbuatan yang dilarang ditujukan pada penimbulan 

akibat, sedangkan delik formil adalah delik yang teknik perumusan perbuatan 

Ymg dil*mg difiijw efbmtm YMg sec5uia fiemeha iiiisiir- 

unsur d e w 0  

3. Dampak Terorisme 

Terorisme adalah tindakan-tindakan terorganisir yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang bertujuan untuk memunculkan perasaan ketakutan 

40 Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana Asas-mas, pokok pengertian dun teori serta pendapat 
beberapa sarjana, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 127. 
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bagi setiap orang yang merasakan terror tersebut. Aksi terorisme sendiri 

berorientasi bahwa aksi teror yang dilakukan oleh para teroris tidak 

i- dm tid* jugti flkasi, dm kae*a itu 

pelakunyapun layak serta pantas mendapan pembalasan yang setimpal. Pada 

umumnya, mereka para teroris sering menyebut diri mereka sendiri sebagai 

iiiiij fidiii, dan laih-l&A, tei;kada mei;eka jiiga sepuatis, 

mengatasnamakan agama untuk melakukan aksi terorisme mereka. Padahal 

dalam pembenaran yang sesungguhnya mujahidin atau jihad adalah jauh dari 

tind&an t&rori sme yhg nzembhbi 

Kegiatan atau aksi-aksi terorisme di Indonesia ada banyak sekali 

macamnya, karena memang terorisme muncul juga bisa dikarenakan ketidak 

p*siii segelintir ymg memPmyd gemikirm ekstrlili ymg tid* 

puas terhadap kesejahteraan yang kurang di bangsa ini. Ada kegiatan 

terorisme yang mengatasnamakan agama dalam melaksanakan aksinya, 

kcmu dim ymg de*gm aksi rmistikm di liebefapa 

bank, dan kemudian ada segelintir orang yang ingin memberontak terhadap 

NKRI dan kemudian berusaha untuk mendirikan Negara sendiri. 

*si 3img mefiga mhm*Siii figma Cehd-g dilZilCiil(irii 

berdasarkan anggapan dari teroris tersebut bahwa pemikiran mereka tentang 

agama tersebut adalah benar. Mereka sering menyebutnya "jihad". Mereka 

meng8halalk* Segda cars urituk membenarkh pemikir. kfstbut 

dan berusaha membantai orang-orang yang tak sepaham dengan mereka, 

padahal arti kata dari '?&ad" sendiri tidak seperti itu. 



Perampokan yang terjadi di beberapa bank ataupun rumah-rumah 

mewah bisa jadi akibat perokonomian yang kurang stabil, adanya kesenjangan 

siiSwBi si kaya dais si membiiiit j-g pefbedm kiijra dm 

miskin semakin menganga. Rakyat kecil yang mulai resah menunggu hasil 

dari kebijakan-kebijakan para elit politik tentang perekonomian yang talc 

iii&sidd, diimb& la@ anyap - dliie.ua *. 

Aksi-aksi pemberontakan yang terjadi di Indonesia seperti GAM 

beberapa waktu lalu kemudian RMS dan lain-lain membuat masalah dinegara 

* S6.h bmyak. Sebagian mereka para na riielakukati akSi 

tersebut k a n a  mereka tidak puas dengan sitem pemerintahan yang 

kebikannya hanya sedikit yang menguntungkan rakyat. Mereka lebih baik 

itiendmkatl Ncgatai aen&fi mu melatigamgk ke.dilPm d&lsada 

hams hidup dinegara yang mempunyai jurang kesenjangan sosial yang cukup 

dalam. Mereka melakukannya secara terorganisir dan sembunyi-sembunyi 

seEfigga smgsit sdit sekali mu dimpiis kekfad-..ii 

Semua kegiatan terorisme yang merusak tatanan kesejahteraan 

penduduk bangsa ini mau tidak mau sudah dirasakan pengaruhnya, baik itu 

pefigm p6siiif eiigSUiiili fiegatif. PeiigSUiiili ei;Seb iif seem 

langsung mulai masuk ke dalam gaya kehidupan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat dari selwuh rakyat Indonesia. Aksi clan tidakan para pelaku 

tekof m6mbu5tt *Yat takut & mulG mewaspildG kej&atiin teroiismi di 

dalam kehidupan nasional Indonesia. 



Pengaruh positif bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat dari timbulnya masalah terorisme di Negara ini memanglah 

sedikit, firnu ** IrakekZitiiyZi iliaZil& ymg miiiicul d& NegaZi iiii 

pasti akan membawa hikmah yang baik bagi kehidupan nasional. Adanya 

serangan teroris yang sering muncul dan menghantui rakyat Indonesia dalam 

dE:kae fei;ai; iiieiiibiiZif iiisjisu&at kddiiesia iiiE:iigefii Sebefiil iiy-fi 

deefinisi dari kata "jihad" yang selalu menjadi alasan bagi para teroris untuk 

terus melakukan aksinya. Masyarakat awampun juga sudah mulia mengerti 

bhWa j&ad yang Seb&naniya buk5ui S&*&*i j.&d yatig dilakukan ol&h para 

teroris. 

Selain itu keamanan Negara juga mulai ditingkatkan oleh para aparat 

militer, semua itu d i lWaS1 d e ~  gatas teriifis yaiiig iiieiigmcaiii 

kearnanan Negara ini. Semakin hari kesiapan aparat penegak hukum untuk 

mengatasi masalah terorisme terus ditingkatkan.Setidaknya hal tersebut juga 

meiijmjikaii sedikit i;ais;ai rnm bZigi msyai' Ifidafiesia ymg RS& akW 

adanya kegiatan terorisme di Negara ini. 

Berhasil ditumpasnya beberapa teroris yang sudah menjadi incaran 

da ke*dlibiL iiifE:WsidiiSI1 jiiga riieiii SCdiEi fsa bmgga fei;hadfi* 

rakyat Indonesia akan prestasi yang diraih oleh aparat penegak hukurn dari 

republik ini. Keberhasilan POLRI menangkap beberapa teroris dan 

membun* beberap& t&ioris kaWakan &liuri bebek&pa *un terkhir 

menunjukan bahwa kemampuan dan ketrampilan terdapat peningkatan yang 

cukup baik ditengah menurunnyacitra polisi di mata masyarakt Indonesia. 



Beberapa darnpak yang ditimbulkan oleh terorisme dapat dibagi 

sebagai berikut: 

a;. Kcma; tim a;Biii Fi3it 

Dampak yang paling nyata clan pertama dari terorisme adalah 

kehilangan nyawa bagi mereka yang menjadi korban terorisme. Selain 

fiyfl.wa bebeffl.i,a ymg iiiefigfl.lmi liilca-lafl. 

cacat seumur hidup. Jurnlah korban selamat aksi pengeboman di Indonesia 

sejak 2002-2012 mencapai 570 orang. Tragedi bom Bali I, pada 12 

Oktob..r 2002, memang menyen& IndoneSia bahkan dunia. Ti& kurang 

dari 202 tewas dan 209 luka, sebagaian besar wisatawan asing. Korban 

tewas adalah warga Australia 88, Indonesia (38), Inggris (26), Amerika 

j7) Jemm (d) Swediai jS) Bdmda (4) permcis (4) Dern@k 
7 ? 7 ? 7 

(3), Selandia Baru (3), Swiss (3), Brasil (2), Kanada (2), Jepang (2), 

A W a  Selatan (2) Korea Selatan (2), dan masing-masing satu orang tewas 

wBii'gaiEku a&ii y...~ Italia,PdlmdidP iimgd diiiiT(...m 
7 7 9 

b. Dampak Mental dan Sosial 

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di 

dfl.lm bmgsa iiii ceiidemg smg*t bmYa Sekdi, iiiiiliti 

nasionalisme, rasa was-was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling 

tidak percaya antar umat beragama. Pengaruh psikologis bagi para anak 

yatig MSih labil emoshYa, dan lG-lain. Semua 

pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Belum lagi adanya kelompok-kelompok yang 



ingin mengganti ideologi bangsa menjadi ideology yang berlandaskan 

Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 

Admya i'sa sBiirg tidak pe iicay a mta mat befagma yms 

diawali dari aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra 

salah satu agama menjadi bwuk di mata m a t  beragama lain. Dari hal 

tefsebiit y-ag diBawgtii;ka iiieiiwEEa sdiiig iiieiig h6mat 

antar umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dapat mengurangi rasa 

kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia. Kemudian dari segi 

kernanan dan kenyaniangti terusik a.ya terori 

Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah terkenal 

sampai ke manca Negara dan kemungkinan sudah menjadi incaran para 

teiiiids mtuk mela@m bmyak atawraiii yriiig 
9 

mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tenpat wisata tersebut. 

Adanya ha1 tersebutlah yang membuat penduduk Indonesia menjadi was- 

mtuk iiiel& smakm *ifitzisa..d Seltiiii @ lial ter Sebii jiigS 

berpengaruh terhadap pendapatan Negara dari wisatawan-wisatawan asing 

yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang karena takut akan 

&si tef6fisiiie ymg dg di Negm 

Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme 

tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang 

ebagign Indone$ia mud& terpengiuuh 

oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Begitu mudahnya 

mereka terjebak dan tertipu akan "iming-iming" yang dijanjikan para 



teroris yang mendoktrin mereka agar mereka bersedia menjadi pelaku 

teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, ini menunjukan rasa 

iia18iiiiralisme me f..ka smgalt refid& te fhaldalp Neg..a i~ hd ...eb..tp iiii 

juga dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan bangsa 

ini. Seharusnya ha1 tersebut dapat dihindari apabila generasi muda dari 

bmgsa lebih iiieiiipiiiiysli f&a iisi6fialis.e ywg tiiiggi ymg beii~i ' -  

benar dipupuk sejak dini. 

Menurunnya rasa nasionalisme juga berkaitan erat dengan 

pengaruh pS&.logiS tefhAdap riiuda d~ bangSa inis LAbilnyA 

emosi para remaja membuat doktrin-dotrin tentang separatisme menjadi 

lebih mudah dimasukan kedalam pikiran mereka. Adanya ajaran-ajaran 

bm yarsg gmg a m P ~  meIklbuait Paii'a: gefiemi miida 

semakin kebingungan untuk menentukan jalan hidup mereka, karena para 

remaja cenderung memilih segala sesuatu dengan proses yang cepat dan 

iiiud& " cepal dm iilud& iiiituk swg..,, 

c. Dampak Kerugian Sarana dan Prasarana Bangunan 

Sebagai contoh, dampak dari pada tragedi Bom Bali I tidak hanya 

pads 202 iifmg fiy.aw-a i'rielaymg Mefig& 51 bwg- ~a 

hotel, restoran, kafe, took, dan rumah tinggal rusak. Selain itu 22 mobil 

dan 24 sepeda motor hancur. Dari 513 unit bangunan yang rusak, 

SebanyBk 36 banwgri ruSgk bb*'gt bigan kbrugiiui untuk 

bangunan dan kendaraan bermotor mencapai Rp.7,2 miliar. Selain itu 

kerugian akibat kerusakan jalan dan trotoar mencapai Rp. 224 juta, 



sedangkan PLN Denpasar menderita kerugian senilai Rp. 144 juta, serta 

PT Telkom Denpasar mengklaim pihaknya rugi senilai Rp. 88 juta akibat 

*saikiiya jsii'iiigsiii teleksmmkasi akibat BBtim. 

d. Dampak Perekonomian 

Dampak Bom bali I tidak hanya menyebabkan kerusakan sarana 

& i;sMm& i,d& SelanJ.i imya, ltiirijiiii.an wiSa aw.m ke bdi d& 

tingkat hunian kamar hotel di Kuta anjlok drastis. Sebelum tragedi bom 

jumlah kunjungan wisatawan yang langsung ke Bali setiap bulannya rata- 

ratii tercacat sebiuiyitk 153 ribu oriuig lebih. N&mm setelah pelediikiin 

Bom tidak lebih dari 31 ribu wistawan. Penurunan jumlah kunjungan 

wisatawan tersebut membuat tingkat hunian kamar hotel merosot tajam. 

Jikai kasus thgkat h d a t i  meficap& eir;s;efi lebih 

setiap bulannya, kini hanya tinggal 10 hingga 15 persen saja. Kondisi 

tersebut tidak di pungkiri Kadis pariwisata kabupaten badung, I Gusti 

Ngui;& Oka -awm Dia; meiigatakm haiirPa; tiirgkat 

kamar, multiplier efek dari Bom bali I sung@ sangat dashyat, beberapa 

artshop terpaksa tutup, restoran dan hotel sepi tamu, yang akhirnya 

peiiiiighm mslca pE:iigmgg iiiian. Peliil(ib Badiiiig 

terpaksa merivisi target pendapatan dari pajak hotel dan restoran dari 

Rp.324 miliar menjadi hanya Rp. 100 miliar. 

Ddam Gtannya dengan tindak pidana teror'isnie Bdi I 

dikatakan sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi clan kegiatan sosial 

masyarakat di Bali, karena selain menimbulkan korban jiwa, juga akibat 



peristiwa Bom Bali I ini banyak fasilitas Umum yang Rusak seperti 

merusak 5 13 unit bangunan hotel, restoran, kafe, dan rumah tinggal rusak, 

PLN Denpass meiidei;ita kemgim seiiil..i R*. 144 jii., sem PT Telkiim 

Denpasar mengklaim pihaknya rugi senilai Rp.88 juta akibat rusaknya 

jaringan telekomunikasi akibat Bom, sehingga memberikan dampak yang 

swgat dalm w&ii cmp lma dsiii befie lsiiijiim keEdiiiisiii 

ekonomi masyarakat Bali. Dampak tragedi tidak hanya terasa dalam 

bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang kesehatan, baik fisik maupun 

emosional. 

Selama 2,s tahun pasca tragedi bom Bali, tidak tampak adanya 

perbaikan dalam keadaan ekonomi rumah tangga di Bali. Pada periode ini, 

b&ai'i terja& pedngkltaii jd& efigatr ggujrm s.briiiyak pa fseii 
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penurunan jurnlah jam kerja 4,2 persen, penurunan upah riil 47 persen, 

dan pendapatan rumah tangga menurun 22,6 persen. 

Mel$a dm** kej&am efoi;isme ymg demiKm mefig& k..-, 

pemerintah pun tidak diam begitu saja. Beberapa upaya dilakukan untuk 

mengatasi dan mengantisipasi kejahatan tersebut. Salah satunya adalah 

deiigw d*elwk *ya iiiSmeii hw beiiiipa peramsiii pefiefi iim 

pengganti undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang penindakan 

kejahatan terorisme yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 

Tahun 2003 terimg Pe Mberiuitasan Tindak Pidana TeioriSme. 

Kedudukan korban tindak pidana dalam perkembangan sejarah hukum 

pidana, s e p d y a  menjadi hak korban. Hal ini merupakan akibat pelepasan 



dendam yang cenderung kejam dan tidak menyelesaikan masalah karena akan 

tirnbul pembuat semula berubah menjadi korban berikutnya, dengan demikian 

hmPii' tidak bedBiiiya kediid*m kiii'bm dm pel*u ti*dak Didma 

(kej ahatan). 

Dalam perkembangan selanjutnya muncul bentuk lain, yaitu 

iiiay.~&at hms dibe* kese Mijam iiiitiilc. MeGiium ggiirig aw21ba 

dari pelaku yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk 

menghindari kemungkinan adanya kesewenang wenangan bagi korban. 

Diperlukan jdan hh meldui 6mpen s.i d~ p61aku untuk 6rb8n. 

Pemberian kompensasi untuk kepentingan korban dianggap sebagai restitusi 

(restitution) dan untuk kepentingan gangguan keamanan dalam masyarakat 

dimggap sebagi deiida 

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) saat ini 

belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini 

bempl&..i hd ymg mdme..al, yaim P e f l ~  

hukurn bagi korban dan tiadanya putusan hakirn yang memenuhi rasa keadilan 

bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Proses peradilan pidana yang 

iiimmYg Gempa piifiisM haM di ijeiigadilm Sat iiii, 

tarnpak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak terkait 

antara lain jaksa penuntut urnurn, penasihat hukurn tersangka atau terdakwa, 

saksi &6fbiui) S e ~  haki. dengiui didukung yiuig ..nd6mg 

focus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut urnurn terhadap tersangka 

atau terdakwa. 



Dalam pasal 36 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur mengenai hak-hak korban 

tiiid& dii;iima k .'..bm aitaii di w ~ s i i j r a  bei;hak Mefid&pa 

kompensasi dan restitusi, pelaksanaan pengajuan kompensasi dilakukan oleh 

korban atau kuasanya kepada menteri keuangan berdasarkan amar putusan 

figad ilm fiCgr;i 38 ay.at dm iiiim feSt ifiiSi diajiilcZiii olCb 

atau ahli warisnya kepada pelaku atau pihak ketiga (pasal 38 ayat 2). 

Sedangkan kontrol oleh badan peradilan terhadap pelaksanaan pemberian 

kompensasi apw $udah dilaksgtiakan &ku belum, Serta. buMi 

yang harm dipenuhi diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme ini. Pasal 40 yang berbunyi (1) Pelaksanaan pemberian 

ompen sasi danIaihii festitusi dilaipofkziil ole$ Mefit.& Ketiatlgaii pel&ii atau 
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pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan 

tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, danlatau rehabilitasi 

tei;sebiit (2) SaliiraiiI taiida bukti pembcdm k.'.mpeiisui daiil..taii 9 

restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban 

atau ahli warisnya. (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti 

Sebagaiiiima diiii&siid ddm ayat Ketm Pefigadilm iiiefigmwa 

pelaksanaan tersebut pada papan pengumurnan pengadilan yang bersangkutan. 

Dan 41 yang berbunyi; (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi 

waku kep&da pih& korb8n melamp&* b&G waktu $eb&gairiigna 

dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan ha1 

tersebut kepada pengadilan. (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 



(1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk 

melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

..ftiituii stijak tei;sebiit dit eairizi. 

Dalam ha1 diancamkannya pidana mati terhadap tindak pidana 

terorisme sesungguhnya ha1 itu merupakan suatu bentuk perlindungan 

teiiha6p kepefit ifigm ymg kej&Bm tei;di;is iiil. 

Kepentingan umum yang hendak dilindungi dari tindak pidana terorisme 

tentunya bukan hanya nyawa manusia saja karena lebih dari itu banyak 

nega*if lainnya yang ditimbulkan oleli akSi teroriSme ini 

dapat menimbulkan kehancuran fasilitas publik sehingga menimbulkan 

kerugian yang sangat besar seperti banyaknya gedung-gedung dan rumah- 

m& peadud& ymg hmc.. 

Terorisme juga dapat menyebabkan masyarakat merasa takut dan 

merasa tidak aman sehingga menimbulkan beban psikologis yang cukup 

mefiggmm k6f,,-m & masyaaka secaa mm. Tei;6..sme 

memporak-porandakan kepastian hidup sehari-hari dan mernatikan kreativitas 

serta nilai-nilai yang memanusiawikan manusia. Lebih dari itu, tindak pidana 

t&s eljut jiigri Smgslf iiieiiipefigm Smbilifas filgu6. 



C. Tinjauan tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 

1. Pengertian Anak 

Pcirgefiisitr sitrak dal* ymg mm iii;sitrg yatlg 

dewasa. Orang yang belum dewasa ini secara universal tidak ada ketentuan 

yang pasti menyangkut batas umur seseorang untuk disebut dewasa. Sebagai 

ac- iiifefiaidiid dgp5ifl& dililigf Fiigefii. m& d& 6iiSieiiS H&-h* 

Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 

pada tanggal 20 November 1989. 

Ddam K6nvenSi Hak-liBk bagian I PgSd yang dim&sud 

dengan an& adalah: Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali 

berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia 

d ew*a dicapai lebih a..al 

Tidak ada kriteria yang pasti mengenai batas urnur, namun diyakini 

bahwa kedewasaan, selain urnur juga merupakan batas dimana seseorang 

dimggai. tcl& memiliki emam gm meistal emrim gaii maiipiiii 
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kematangan sosial. 

Pengertian anak berdasarkan tinjauan sosiologis tidak dibatasi oleh 

deiiiilcim piila dE:iigm Pefigefii. iiiiiiir iiiifiili. 

menentukan dewasa tidaknya seseorang. Pengertian an& dipandang dari 

tinjauan sosiologis lebih cenderung pada pengertian yang diberikan oleh 

6. Adfit dan n6rma-n6ma yang berlaku Mgni ar8k8t. 

Menurut hukurn adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang 

dianggap dewasa dan wenang bertindak. Belurn dewasa adalah seseorang yang 



belum mampu bertanggung jawab secara pribadi atas dirinya sendiri, belum 

mandiri, masih tergantung kepada orang tuanya, tidak dibatasi oleh urnur atau 

kliiiii iflei5ik& 

Mengenai batasan anak dianggap dewasa, Soepomo mengemukakan: 

Tidak ada batas yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, ha1 ini hanya dapat 

diliGt de Cii'i-Ciii yang ii yafsi. iii eiigiirslim feiimg iiei;h ubiiiigan 

orang tua, anak dan pemeliharaan anak yatim piatu, kami selalu menyebut 

anak dewasa dan anak belum dewasa. Anak yang belum dewasa di Jawa 

disebut belum cukup Mur, belwii bdiq, belurii kuat, yaitu kiireG usi-a 

masih muda, belum dapat mengwus diri sendiri, yang sungguh masih anak- 

Hukum adat Indonesia asli memperhatikan petunjuk-petunjuk kodrat 

alam dan secara berangsur-angsur memberikan kecakapan berbuat kepada 

iiiiida iii enmt pei;l(mbangan jiw.a raganya. Peiigei;fi. iiieiigenai 

kedewasaan juga dapat kita lihat dalam berbagai norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Seseorang dikatakan dewasa apabila seseorang sudah bekerja 

mMdiri, cw ddlSam yMg diisyaratkan ddlSam ke~dupM 

masyarakat dan bertanggung jawab serta telah dapat mengurus harta 

kekayaannya sendiri. 

Sel$n efs;ebu * di aias, aPabila seseiifitig meriik&, maka iai 

tidak lagi dapat disebut sebagai anak-anak. Seseorang yang telah menikah, 

meskipun urnurnya belum mencapai 21 tahun, tetap disebut dewasa karena 

41  Soepomo, Hukum Perdata Jawa Barat, Djambatan, Jakarta, 1976, hlm. 25. 



seperti halnya dalam hukurn adat dan hukurn Islam, umur bukanlah menjadi 

ukuran dewasa tidaknya seseorang. 

Pe*gcfaiii m* ditinj au dat'i Segi yuiiidis, yaktii pciigei;tiaiii ymg 

diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia belum memiliki keseragaman, dimana masing-masing lapangan 

hiilciirii iiieiii ililci d e f .  si pe iiibaa * tei;S 

a. Kitab Undang-undang Hukurn Pidana memberikan pengertian anak ialah 

mereka yang belum berusia 16 tahun, namun pengertian anak menurut 

Kitirb Undimg-widitrig Hukum Pidha tersebut, t e lh  dicabut dengiui 

keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, 

yang memberikan batasan: Anak ialah mereka yang belum berusia 18 

am beliiiii pbmah ka.. 

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian: Belum 

dewasa ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. 

Ufidaiig - iiirdang Nsfisi' T&iiii 974 teiimg Pefkaiirifim iJrieifibet;ik8iii 
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pengertian: Anak ialah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun atau 

belum pernah melakukan pernikahan, ada di bawah kekuasaan orang 

miian4ia fiei;eka 6eliiiii abut kemm sfwe t-y& 

d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 

memberikan pengertian: Anak adalah orang yang belum mencapai 21 

&un diui pernah menik8h. 



e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

memberikan pengertian: Anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun 

da yaiig masih dalm k&dmgM 

Secara umum batas kedewasaan di Indonesia sering mengikuti aturan 

yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni 

Gel iiii id..& i;rierek a yag 21 wun dm b e l . ~  ijE:.s 

kawin. 

Menurut penulis, pengertian anak yang disebutkan dalam beberapa 

teisebut di ha peilu disel*&kan, Sehingga terjhdi 

penafsiran yang dapat mengakibatkan perbedaan pendangan dan persepsi. 

Pengertian anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah 

mencap Muti tetapi helm mencapd 18 

belas) tahun dan belum pemah kawin. Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian anak nakal 

ymg melakw ti*dak pidaiia, ataii mak y*g melakukm 

perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan 

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 

6erlw &l* iii &yu&a * yag i.m. 

Mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek 

peradilan umum, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus 

y h g  dibutit untuk kepentingiui anak ddimi peradilin iui*. 

Ruang Lingkup Perlindungan Anak 



Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya 

negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang 

diliiSdiiiigi seiita hukm sebaigG &, iiiis;meil ataiipm iiPaya yfig 

dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Arif Gosita 

menyatakan bahwa, "Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat 

admya iiifefelEiSi mma feiibiii em yag da Salii. iiieiiip eiigam .,, . 42 

Berkaitan dengan hal ini, maka perlu diperhatikan fenomena yang 

relevan, faktor-faktor mana yang menghambat atau mendukung adanya usaha 

perlhdutlgan mak Hal tersebut menmjukkarl b*wa, perlindiirig* m* 

memiliki banyak faktor yang saling berkaitan clan harus diperhatikan agar 

tercapai sesuatu hasil yang diinginkan. Perlindungan hukurn bagi anak 

a membefikm peiiliiidiiiigaii kepada agai' tefli i;idmgi m e ~ r ~  --- .. --- 

dengan perangkat-perangkat hukurn. Anak memiliki hak-hak yang harus 

dipenuhi oleh negara serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si anak. 

Hs da kewB jibm iiii limsl& iiediiidmga ag% 

sepenuhnya. 

Hukurn merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk 

tercapitinya tujuiiri perlilidwigati tersebut. Seciira ringk& dapatliih dikatakati 

perlindungan bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara 

hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan sepenuhnya. 

Ddam perlifidmgm hukum bagi ymg temtaml dibics*m 9 

adalah perlindungan hukum atas hak-hak anak, bukan kewajibannya. Berbeda 

42 Arif Gosita, Perlindungan Terhadap Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, hlrn. 230. 



dengan orang dewasa, anak secara hukurn belurn dibebani kewajiban, 

sebaliknya orang dewasa mempunyai kewajiban. Selarna si anak masih 

dis..biit mak im il)ii18 diiifiya belim da*at dituilmt suatu pei'tsiirgu-*g - 9 

jawaban penuh, oleh karena itu tepat apabila dijadikan masalah bagaimana 

agar haknya untuk hidup terlindungi oleh hukum. 

*-h* m* iiiCli*uti -g li*mP ymg &lw Mi 

bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa raga si 

anak, tetapi juga mencakup pola pembinaan, pengembangan serta kepentingan 

si yang .&pBt menjaniin pertumbuhannyB d8n pengembanganny8 dengan 

wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 

Pembinaan, pengembangan serta perlindungan anak menyangkut 

pembhm mitas gemtias penems baiigsa mtuk *emb.aaii 
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pengembangan serta perlindungan anak pada dasarnya sudah dilaksanakan, 

baik dalarn bentuk pengaturan oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan 

aitaii'Piiii kelwga 

Usaha pembinaan, pengembangan serta perlindungan anak yang 

merupakan tuntutan masyarakat disebabkan antara lain masih terdapatnya 

& * & * . .  * , * &  a& iiii*..  

maksud jahat dan kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Masalah yang 

ada adalah, tingkat kesadaran hukum masyarakat belurn memungkinkan untuk 

berpera Secara optinid dd5uri usaha pembin., pengembangan S e ~  

perlindungan anak. 



Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum bagi anak 

ditujukan bagi seluruh anak yang ada, dalam ha1 termasuk juga di dalamnya 

a&lah aiiak - mak jalmsiii yaiig ii ieiighab iskm $ ebaga im wdya iiiituk 

hidup atau mencari nafkah di jalanan. 

Mengenai ruang lingkup hukum perlindungan anak, Arif Gosita 

iiieiijel&km m-*51, ''Kegiam perliiidiiiigm ma ymg iiie mrj&m Swfi 

tindakan hukum membawa akibat hukurn. Agar pelaksanaan perlindungan 

anak dapat berjalan dengan baik maka cliperlukan jaminan h ~ k u m . ~ ~  

BiSmar Siregar mengelompokkan, "Hukum perliridunsilri anak dengiui 

ruang lingkup dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukurn dan 

bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum mengatakan bahwa anak belum 

erbe banik eajibm - ewibail,," 

Berdasarkan pengertian tersebut, hukurn perlindungan anak mencakup 

seluruh norma atau nilai yang hidup di dalam masyarakat yang meliputi norma 

agma, fioma $mila, fioma e$opm, efia fioma hw fiate..il dm 

hukum formil. 

p~ - ~- 

43 Ibid, hlrn. 1. 
a Setyowati - -  Soemitro, Aspek &Rum Perlindungan Anak, Bha Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 16. 



3. Perlindungan Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

daii Pe iiawm Pemei'iiitah Ndiiiiif Tahiiii 1988 eiim Kesej&teiim 

Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah 

Dalam Pasal2 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kese fi& a~ yat&m b&wa: h& befh& am *efielih&- a& 

perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kes&jahter;m An& menyatakan bithwai Anak berh& perlirid ungan- 

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan clan perkembangan dengan wajar. 

Kedua ayat tersebut dengm jelas liletiya mefid ariii ig peflii 

adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak 

dan perlakuan yang adil terhadap anak. 

ayat Uiidmg - iiiidmg omof T&iiii 1979 teiitaiig 

Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa: Yang mengusahakan perlindungan 

anak, kesejahteraan anak adalah pemerintah dan atau masyarakat. 

DG -iiSw pSd ayat (2) Ufiaag-iiiiamg T&-.- 979 

tentang Kesejahteraan Anak tersebut, menjadi jelas bahwa yang hams 

mengusahakan perlindungan anak adalah pemerintah dengan partisipasi 

rriasyeat S e S ~  aengiui ya &r;bag8i macam uSaha 

dalam situasi dan kondisi tertentu. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, 



pengusahaan perlindungan yang dijalankan oleh pemerintah akan terasa 

sangat berat. 

Mefigen& kesejahtem b&gi &, peaefin* jiigli 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, yang isinya antara lain: 

psd a-ya * us&a kese &tcfm m* pema-ma dm *efimG 

menjadi tanggung-jawab orang tua; 

b. Pasal 2 ayat (3), Pemerintah mendorong, membirnbing, membina 

mgsy untuk berpeian melak sanakan kese jah te r~  

c. Pasal 4, Usaha kesejahteraan anak terdiri dari usaha pembinaan, 

pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. 

Dalattl hal & - atl* sebaigd pelaku pelanggam &taii pelaku 

kejahatan, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak memiliki banyak terobosan baru dan perbaikan dalam perlindungan 

mak Sebag& iiwtii tei;iibasfi bm iliidmg - iiildmg iiii i;iiembe&liii 
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penegasan mengenai batasan umur anak dalam beracara di Pengadilan, serta 

perbaikan mengenai pengenaan ancaman pidana maksimal bagi and.  

Psd a'ji@ Uiifig-iiiidmg N6iiri6f T&iiii 1997 teiimg 

Pengadilan Anak menyatakan: Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke 

Sidang Pengadilan adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum 

men capai bela) & belum pernah kain. 

Di dalam Pasal26, 27 dan Pasal28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa pidana yang dapat 



dijatuhkan pada anak adalah paling lama atau paling banyak % (satu per dua) 

dari maksimum ancaman pidana penjara, kurungan atau denda bagi orang 

Hal tersebut jelas berbeda dengan ancaman pidana bagi anak yang 

sebelumnya terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP, dimana bagi seorang 

a dimcam deiigm pidma iii&siiiid (S&fii per tifig&) 

ancaman pidana maksimal bagi orang dewasa. 

Ketentuan mengenai hak-hak dari anak dan perlindungan terhadap 

iuiak, tertlapat juga di daliim UndSuig-undimg Nomor 39 T W  1999 tenting 

Hak Asasi Manusia, yang isinya antara lain adalah : 

a. Pasal28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidw kehidupmya 

b. Pasal 28B (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

c. Pasal 28C (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

iiie iiipfa leh iiiw-..i ds iliiiii fiefig em- dm iCko16gi, Serii dM 

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 

umat manusia. 

d. Pasal28D (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum. 



e. Pasal 28G (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah 

ke-y a se mbefh fsa msiii dmpefliiidmgaii d.& mema 9 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi. 

f. Pasal 28H (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sem hfh* iiiemPeroleh pel aymm kesehatziii. 

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 

Taliiiir 1990 dimma mtm Ufid;iiTg - mdmg omof 39 9 

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 terdapat persamaan-persamaan dalam 

memberikan perlindungan hak-hak anak. 

Kese lmm .- - - -  .- - - -  pasal-pasal diihiii Keppres Noiiior 36 Tdiiiii 1990 

tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak adalah berkaitan dengan anak, 

khususnya peran negara-negara dalam memberikan perlindungan hukum 

~ rha&@ a&, Yang d&&sud gnak K6avensi H& gddgh Seti.p 

orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang 

yang berlaku bagi an&, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. 

Perlu digpbaWahi bahiiva dalatii k eknm KC Pnsldefi 

Nomor 36 Tahun 1990 tersebut, tanpa adanya diskrirninasi terhadap anak 

dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agm$ -pirdmgm aau pm&gm lg$ &.d - iiS.d b-mgs.a s.&- 9 



bangsa, atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak 

atau orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum. 

Penyelefiggam pefl&diiiZgBiT mak dalm Ufidziiig - iiildmg iimii. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berasazkan pada Pancasila serta 

prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi : 

a. No ii-d sE-% i; 

b. Kepentingan yang terbaik bagi &, 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; 

Pengh ..g.t&.hd *pp&nd&pat 

Perlindungan yang diberikan dalam undang-mdang tersebut bertujuan 

untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

bem&tisfpsisi secsai o p t ~ a l  s,sd derigm hmkat .t mmtiai k emmu $irn 
7 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi derni 

terwujudnya anak Indonesia yang berkulaitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 

Di daliii;ii Undailgiiiidaiig - * omof 23 Tam 2002 tcfimg 

Perlindungan Anak, hal-ha1 yang diatur antara lain adalah: 

a. Tentang hak dan kewajiban anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai 

defigw 19. 
7 

b. Tentang kewajiban dan tanggung jawab dari negara, pemerintah, 

masyarakat dan orang tua yang diatur dalam Pasal20 sampai dengan Pasal 

26; 



c. Tentang kedudukan anak yang meliputi identitas anak dan anak yang 

dilahirkan dari perkawinan campuran diatur dalam Pasal 27 sampai 

deirgm 29 
9 

d. Tentang kuasa asuh yang diatur dalam Pasal30 sampai dengan Pasal32; 

e. Tentang perwalian yang diatur dalam Pasal33 sampai dengan Pasal36; 

Teiimg iieiigiiS ~m dm peiig wslls ymg diafiii; dalm Pasd 37 

sampai dengan Pasal4 1. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

jugs riierijelaskan mengeriai ben*-ben* perlindung8n yang &pat diberik8n 

terhadap anak-anak, antara lain: 

a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing; 

Perlindungati kesefiatari yafig oinpr ehetiaif bagi m& - m&i 
9 

c. Perlindungan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan; 

d. Perlindungan pemeliharaan dan perawatan bagi anak terlantar; 

Sei'ta geT. liildtiirgm Busus se..eti m* dalailn simsi d-t 
7 9 

berhadapan dengan h u b ,  anak dari kelompok minoritas, anak korban 

kekerasan fisik/mental, anak korban perlakuan yang salah, anak yang 

diriei'da gmglcM, y.ag tefel(ii lbimi ekoiioiiii a@u ekS.M l, Ziii* koi'2iw 

penculikan, anak korban perdagangan, anak yang menderita cacat dan 

perlindungan dalam situasi darurat seperti, anak yang menjadi korban 

pengungsian, ofban iuiak ofban dam & an& 

korban situasi konflik bersenjata. 



4. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila 

im befiefi tmgm defigm hukm, * e-mgikm m&ys *at, dil&ang 

oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana, memastikan 

perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana. Unsur melawan hukum 

i5iggm may tielm tefiiu Iiieiru*&m pe fb.m fan ymg tief:i;Sifaf 

pidana sebelum dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh aturan 

pidana dan pelakunya diancam dengan pidana. 

Pe ?lidtan yang ddarang liatus dit ol.h 6fbdt&n 8fiu 

kelakuan orang yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sistem hukum 

pidana kita, menganut sifat melawan hukum materiil, berarti bersifat 

melgi*m iilidaflg - iiiidmg tedis) .dm m&&sU1 noma - fio.ma ymg 

berlaku dalam masyarakat (hukum di luar undang-undang). 

Sifat melawan hukum ini adalah syarat mutlak adanya perbuatan 

ii* -iism del*, sehiirgga mela*M 

hukum tersebut dianggap dengan diam-dim selalu ada. Justru karena adanya 

sifat melawan hukum inilah, maka suatu perbuatan dilarang dan diancam 

defigm pidma. Lgi;mgm im dimjw kepada pe ..bmm, se 

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

Orang yang melakukan perbuatan pidana apakah kemudian akan 

pik& sepe*i yang diani:amk. ghu tidak, tefgantung aljakah tidam 

melakukan perbuatan tersebut terpenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan 

pidana, yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, 



adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada 

alasan pemaaf atau alasan pembenar. 

di $awalr. mw mempiinyai jjwa, yang labil dm fiencari 

sesuatu sebagai pegangan. Akibat dari kelabilannya akan dapat melakukan 

suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umurn. Mereka dalam 

smm *ef.bmm helm &*at fiefiikifkm $3b&t fiegat if 

yang akan terjadi baik terhadap dirinya atau terhadap masyarakat, mereka 

juga tidak merasakan bahwa tingkah lakunya itu keliru, karena motivasi dari 

tiri&-Ya beluIii Pol& griak Sepe*i ini Sebe&ya merup&an 

proses menuju kedewasaan. 

Macam-macam perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh an& di 

baw& dibagi Mm giil iiilgatl yaitu. 
3 

a. Kejahatan dm pelanggaran; 

b. Pelanggaran norma-norma lain yang tidak termasuk dalam norma h u b ,  

sepf ti mma a gma, mma kesd*mm dm ildma kesdSi15i2iii. 

Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan melanggar hukurn 

hendaknya tidak disebut sebagai anak jahat, hal ini berkaitan dengan 

kejiw-- &. Mefig efid * efbm fM *Clmggu h*.m ymg oleh 

anak-anak ini dinarnakan juga dengan Juvenille Delinquency. 

Pengertian juvenille deliquency belum ada kesepakatan di antara para 

ahli hukum. Barnbang Muly.no merigerii *akgri pen &p&b y& tC:nt8ng 

juvenille deliquency sebagai berikut : Kenakalan yang dimaksud deliquency 

bukanlah menunjuk kepada suatu perbuatan biasa saja, sehingga dapat 



dirnaklurni atau diterima begitu saja. Tetapi arti kata deliquency juga tidak 

dapat disamakan begitu saja dengan arti kejahatan (crime) yang biasa 

dilakukm dmg dew&a efbmm drmg ewaa sudaR sikap 

kesengajaan dalam arti penuh, telah dipertimbangkan dan dipikirkan secara 

masak. Artinya perbuatan orang dewasa hams sudah menunjuk pada suatu 

mggiiiigjawwab ij fibad dm sssid, sCGgga pelwggsw ymg dilwM 

tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar tanggungjawabnya. 

Sedangkan perbuatan seorang anak atau remaja disatu pihak berada dalam 

mass m e n c ~  ideritia diri, mengala p.fke &bangan gtiiu 

pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil atau matang, sehingga dapat 

dikatakan masa remaja merupakan masa krisis identitas atau pribadinya. Pada 

gihak I& admya lhmgm ymg ht m6nCn+&m pmkfitukati identitas 

atau pribadinya, bila lingkungan baik akan memungkinkan dia menjadi 

seorang yang matang pribadinya, sedangkan bila lingkungan buruk biasanya 

iiiefidOmg ke hd-R al ymg fiegatif.45 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian delinquency tidak dapat disamakan dengan arti kejahatan yang 

biua slei 6iimg dew.ua, se&gkm iiieii-t miii Kmoiii, 

tentang pengertian jwenille delinquency adalah sebagai berikut: Jwenille 

Delinquency ialah perilaku jahat, atau kejahatankenakalan anak-anak mu&, 

merupak. gejda S&t bat6 Secara S6Sid pa& anak-an* remiJ.a 

45 Bambang Mulyono, Pendekutan Analisis Kenakalan Remaja dun Penanggulanganqya, 
Kanisius, Yogyakarta, i984, hal. 20. 
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yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka it 

mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.46 

anak-anak dan remaja karena bentuk pengabaian sosial. Psikolog Bimo 

Walgito juga merumuskan arti selengkapnya dari juvenille delinquency 

dewasa, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan, jadi merupakan 

perbuatan yang melawan hukurn yang dilakukan oleh anak, khususnya anak 

. - ,, 47 remNa . 

Berdasarkan pendapat dari sarjana tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa juvenille delinquency adalah tiap perbuatan yang melawan hukum 

ymg d i l W r n  oleb khtlsusfiya m* reiiiaja 9 

Akhir-akhir ini tidak sedikit kenakalan anak-anak yang menunjukkan 

kecenderungan prilaku menyirnpang yang dapat tumbuh dan berkembang 

dalarn batas-batas toleransi, maka kenakalan anak dimaksud tidak termasuk 

kategori kejahatan. Tetapi bila kenakalan anak sudah berubah menjadi 

kenakalan anak sudah berubah menjadi kejahatan. Oleh karena itu, kenakalan 

anak tidak boleh dianggap sesuatu yang tidak membahayakan, sebab 

bertambah dewasa. 

46 Kartini Kartono, Patologi Sosial2 Kenahlan Remaja, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal. 7. 
47 Bimo Walgito, Kenakalan Anak, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 2. 



Kenakalan anak akan mudah sekali berubah menjadi suatu kejahatan, 

bila dilakukan secara bersama-sama, sebab dalam situasi bersama-sama, anak 

akan mudah terpancing bertindak merusak, malakukan kekerasan dan bentuk- 

bentuk kejahatan yang lain. 

Seorang anak tidak dapat secara tiba-tiba menjadi n&l, tetitpi 

beberapa saat ia dibentuk oleh proses alami. Penyebab kenakalan itu ada 

berrnacam-macam faktor seperti lingkungan keluarga, sekolah maupun 

liilgkungm soaid (iiisya akat) di iinma m* Bewda 

a. Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan tumpuan dari pendidikan anak dan 

mempakm liirmgsiil yang da -. Kel m-g-a memP my.G 

peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Apabila keadaan 

keluarganya berantakan dan usaha untuk pendidikan dalam keluarga 

gagd, iii&a &an me iiii, eiigm perkc mbangan a&- tefbekm- 

seorang anak yang cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam 

masyarakat dan sering menjurus kepada tindakan kejahatan atau krirninal. 

b. ungan Sek61Bh 

Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua setelah 

lingkungan kelwga. Sekolah mempunyai tanggung jawab memberi 

pefididikm p* m& didiknya, jiiga - samya 

tempat untuk memberikan pendidikan. Sekolah dapat juga menjadi 

sumber terjadinya konflik psikologis an&. 



c. Faktor Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan tempat pendidikan yang ketiga setelah 

kelwgai sek61alr 61eh kai;ena ia keaw .fi&sy& itsekitmya baik 
9 

secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh 

terhadap kehidupan anak. 

D. Tinjauan tentang Pemidanaan 

1. Pengertian Pemidanaan 

Pemidmw bisa diartikaa sebagai tahap pemtapan sarlksi dan juga 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya 

diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai 

penghukuman. D o W  membedakan hukum pidana materil dan hulcllIll pidana 

formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: 

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, 

peraturari muni yarig dapat diterapkari terhadap perbuakui itu, dati pidaria 

yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara 

bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib 

j%ng h m S  diperbfikan keSelii*t$in  it^.^* 

Tirtamidjaja dalam bukwya Leden Marpaung menjelaskan hukum 

pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berik~t:~' 

a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan 

pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana 

Leden Marpaung, 2005, hlm. 2. 
49 Zbid. 



untuk dapat dihukurn, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat 

menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana. 

Adma foi;iliil mpiilm atui'm hukm ymg mengatur cars 

mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang 

dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara 

bag~iirim h- Adma iiiafei;il dimj .udl(a Sefiiigga iiieiiiljcf61eh 

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi 

lararigan abu pekt8h jika ti. t&rperiuhi diaricam Sediuigkan hukum 

pidana forrnil dalah atwan hukum yang mengatur cara menjalankan dan 

melaksanakan hukum pidana materil. 

Pe.i.dmaafi sebagd suatu t&d*aii terhadap dapsit 9 

dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 

konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain 

dalm ma sya. K&-e iia itii tea* iiri disebiit teiii'i ksme ialis8fie. 

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku 

kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan 

Scmpa* 

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya 

pembiriA b&gi Seoi;grig pelaku k&jah8m S&kdiguS SebBgai upaYa apreventif 

terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan 



dapat benar-benar tenvyjud apabila melihat beberapa tahap perencanaan 

sebagai berikut: 

a. Pemkriati pidana oleh pembuat widang-undang; 

b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 

2. Tujuan Pemidanaan 

Hakekat keadilan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, tidak hanya 

ahli hukurn saja. Pergaulan hidup manusia akan terus terikat pada masalah 

keadilan dan hukum, dengan perkataan lain keadilan dan hukum tidak dapat 

dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu 

sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan 

dan hukwl. Tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadila 

merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan. Baik 

dalam penyusunan pertimbangan hukurnnya maupun dalam penetapan 

keputusmya, sewgga tidak dipatidatig semena-mefia oleh masyarakat. 

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah pernidanaan. 

Bukan merupakan hukurn pidana jika suatu peraturan yang hanya mengatur 

n o m  mpa diikuii oleh suiiti~ ac&n&i pidaa. Pid&ia y a g  dijatuhka bagi 

mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani 

walaupun dernikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk 

memberikan rasa derita. 

Pernidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula 

dengan hukuman. Pemidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman. 



"Apabila orang mendengar kata penghukuman maka, biasanya yang dirnaksud 

adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum 

pidana".50 

Sudarto mengemukakan bahwa pidana tidak hanya tidak enak pada 

waktu dijalani saja, tetapi walaupun sudah bebas, orang-orang yang dikenai 

ifii iiia* &bafriYa caPm& oleh iiia-ySuakat bahwa ia 

pernah berbuat jahat. Cap ini dalam ilmu pengetahuaan disebut sebagai 

stigma. Apabila stigma ini tidak dapat hilang, maka ia seolah-olah dipidana 

seumur hiduo." 

H.L.A Hart mengatakan bahwa pidana merupakan: 

a. Involve pain or other consequences normal' considered unpleasant. 

$. Fiiii *g*iiist lggal iiii12r. 

c. Composed on an actual supposed oflender for his 0flense.d. Intentionally 

administered by an authority constituted by a legal system again which the 

ii.d Hse is i:iimm ited. 52 

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Sudarto dm Hart 

menyatakan bahwa pidana berwujut nestapa, diberikan oleh negara, ditujukan 

pelSLiigg&., teapi tiid& se*M SemjiI b&wa iiie mP&a 

pemberian nestapa saja, sdah satunya adalah Hulsman, ia menyatakan pidana 

50 Djoko Prakoso dan Nurwachid, loc.cit. 
51 sudarto I, ioc. cit. 
52 Hart, H.L.A, Positivism and Separation of Law and Moral, Havard law Asosociation, Inggris, 

1985, hal. 21. 



adalah menyerukan untuk ketertiban dan pidana mempunyai dua tujuan yaitu 

mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan k ~ n f l i k . ~ ~  

Pidma tidak hmya membeiiikail wfidejritm kepada *elanggar tapi 

juga dapat memberikan rasa jera untuk melakukan tindakan tersebut lagi, 

sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali hidup di dalam masyarakat 

se6ag$ ay.my.a dm iiiil* y-mg &keiid sebag~ pdang bemaa $.* 

sehingga kemudian digunakanlah double track system, yaitu penggunaan dua 

jenis sanksi yaitu pidana dan tindakan selain pidana bersifat penderitaan tapi 

jugs mengwdwg ,$!y&at-Syawt tederib berupa tin&&n teiha&p a - a n a k  

di bawah umur dan orang gila. 

"Pemberian sanksi pidana merupakan suatu proses pembangkitan 

se mmga (e.RciiiiFagdMiialit) dm peilceg&m (& s;.uvg) ymg b6mjum *@ 
seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau 

undang-undang yang berlaku"." 

Pemb&r;m tiiid& tidak le*s d& pembaPIam Bm 

pidana itu sendiri. Menurut Simon dalam bukunya Leer Boek Nederlands 

Straafiecht memberi definisi hukum pidana sebagai berikut: Kesemua 

* efifim-pe *fim dm &.m..m-kmgm y.mg & 61eh fiegMa yfig 

diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, 

semua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana 

t e r~ebu t .~~  

53 Sudarto II, loc. cit. 
54 N& supad,  ioc.cit. 
5%40eljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 1. 



Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan pada 

persoalan paradoxaliteii yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai 

h&.tr Neg.@8 hms meiljmiii efief dckasiis. tiap iiidiiridu, ii.lenjaga supaya 

pribadi manusia tidak disinggung, tetapi kadang-kadang sebaliknya atau 

negara menjatuhkan hukuman dan justru dengan menjatuhkan hukuman 

ti;sebut iiimu tet. $ ebut disemg iicgMa. Jdi sisi iiegurl. 

melindungi dan membela manusia dan disisi lain negara menyerang pribadi 

manusia yang hendak dilindungi dan dibela t e r ~ e b u t . ~ ~  

Tuj- gdalah SeSuatu yang 

Tujuan dapat dirumuskan terlebih dahulu secara resmi atau dapat langsung 

diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas. Seorang 

Jaksai di dalm menyhPukm b h W a i  tujw ymg Am 
9 

dicapainya adalah resosialisasi, hams pula memperhitungkan perasaan- 

perasaan korban dan keluarganya, dan memperhitungkan pula kemungkinan- 

kemm@- ymg- efb&. mefim mdmg - mdmg "Iai mempcg- && 

resosialisasi, tetapi juga pembalasan dan perlindungan hukum terhadap 

terdak~a".~' 

Ada tiga tipe tujuan pemidanaan, yaitu tujuan instrumental, tujuan 

insbinsik, dan tujuan organisasi, antara lain sebagai berikut: 

Tujm I iismeii tal 

Maksudnya tujuan ini bagi hukum pidana merupakan instrumen atau alat 

untuk mencapai tujuan yang paling urnurn, yaitu pengaturan kehidupan 

56 Utrecth, Hukum Pidana I, Alumni, Bandung, 1976, hal. 159. 
57 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, 1987, ha]. 27. 



bcrsama di dalam sektor tertentu dan reduksi atau regulasi krirninalitas. 

Diantara tujuan-tujuan instrumental antara lain: 

1) Pemtialasan secara metafisis 

Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu delik telah mengganggu 

ketertiban. Keadaan ini dapat dipulihkan kembali dan pemulihannya 

tefsebut ha-a mefig@&- pi dmam Di $eb.u * pefiba befs iral 

metafisis karena didasarkan pada postulat bahwa delik hams dibalas. 

Pembalasan tersebut bahkan merupakan suatu perintah yang harus 

dij alankiin 

2) Pembalasan secara empiris 

Pembalasan empiris adalah penyesuaian dengan perasaan tidak senang 

dan dendam ymg ada korbari atau iirmg dalm 

rnasyarakat. Pembalasan yang bersifat empiris bermotifkan: 

Pembalasan sebagai suatu pelepasan emosi secara terorganisir. 

Pemwasaiii ebaigi ..lait iiienggmti ymg tellafi 

ditimbulkan pada korban, Pembalasan sebagai suatu reaksi terhadap 

perasaan pembuat delik yang ingin melunasi/menebus perbuatannya 

tet.sebut Peiiibalsm e b a g ~  dat iiiim m.uskm dM 

atau publik. 

3) Prevensi Khusus 

Maksud prevensi khusu adalah mencegah terjadinya pengulimgitn 

oleh seseorang yang pemah dihukum. Prevensi khusus dilakukan oleh 

orang dengan berbagai cara, antara lain dengan membatasi 



kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan melakukan 

delik dengan jalan menakutkan, atau dengan mengubah tendensi- 

ymg Befi;sifat kriminal. 

2) Pengamanan 

Pengaman disebut sebagai membuat sesuatu menjadi tidak berbahaya. 

Damij my.a -& dil&s a&-y a pidas iiielwm dri 

sementara atau selama pelaksanaan pidana tersebut. 

3) Prevensi Umum 

Pi.evensi biasany& dirumuSk8n dengiui menbegah Adgriy8 

kejahatan-kejahatan pada delinkuen/pelaku yang mempunyai potensi 

untuk itu. Prevensi urnurn pada prinsipnya dapat terjadi dengan empat 

a.a. defigati jalm menakutkm slimg - slimg Ymg meItlPmYd potelisi 

untuk melakukan kejahatan, menormakan dan menyatakan bahwa 

suatu perbuatan tersebut adalah salah apabila dilakukan, dengan jalan 

ire* bdasm seca-l e*irii;is, iiirtuk i'irefic cg& admYa pefBiiaim m~ 

hakim sendii yang lebih bersifat kriminil, dengan jalan membuat tidak 

berbahaya, yaitu dengan jalan misalnya menahan pernirnpin-pemimpin 

6f.g ~ s & - i  tefie iim yYmg iii eiiib&ay&a apab ila fid-yri 

diketahui. 

4) Menemukan kenyataan atau kebewan 

Memidm mempakan bAgian kebil @ g k t i f i ~  dat 

perlengkapan hukum pidana, hal terpenting dari pidana adalah 

menemukan fakta sebenarnya dan mencari kebenaran. 



b. Tujuan Intrinsik 

Dalam pencapaian tujuan pidananya orang hasus memperhatikan nilai- 

irild msiiliis im dm et& dalm masy~akat Pidaa hukum 

acara pidana lahir untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dalam 

hal ini sengaja dapat menimpakan derita kepada warga negara yang 

c. Tujuan Organisasi 

Tujuan-tujuan instrumental dan tujuan intrinsik adalah tujuan-tujuan khas 

hukurii *idan& teb*i *erwujutannYg terjgd konteks 

meliputi: bahwa tujuan-tujuan organisasi itu diperjuangkan oleh manusia, 

dengan menggunakan sejumlah alat-alat pembantu yang bersifat materiil, 

efigm men6faPkm sejurnl& aturatl a M s t r a d f  dis*sikarl 
9 

r n a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Semua faktor tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan 

instrumental dan tujuan h ths ik .  Negara hdonesia menganut jeds teod 

pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada pembinaan masyarakat, karena 

merupakan bentuk urnurn dari perlindungan masyarakat dan merupakan salah 

Sam mSm. y.mg ~ d m e i i m  ddm iiiCiimggiilmgi kej &am. Wdaupiiii 

dilain pihak untuk jenis kejahatan yang diatur khusus juga memerlukan sanksi 

atau tindakan yang tegas, salah satunya adalah untuk kejahatan-kejahatan 

terorisme. 

Ibid. 



Hukum pidana mengenal pula tujuan pemidanaan berdasarkan Teori 

Absolut (Teori Pembalasan), Teori Relatif (Teori Tujuan) dan Teori 

Gabiiirgm pads sat iili teori relatif dasar 
9 

pemikirannya adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, oleh karena itu 

pidana mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pokok pidana adalah 

*e* pem&m ketefi ibm mm * eficap& mj.- .tefsebut 

dalam teori ini ada beberapa aliran antara lain: 

a. Aliran Prevensi Umum (General Peventie) 

Ddm diran irii bj- pokok pidana yang &an 

pencegahan yang ditujukan kepada kalayak ramai atau masyarakat agar 

supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. 

Untuk & tutujUm tersebut .m&a wjud gidaila f~ bepsifat 

menjerakan atau menakutkan dan pelaksanaannya di depan umum yang 

mengharapkan ada sugesti terhadap anggota masyarakat lainnya tidak 

*elakukm kej&am ti mays de..gm 

pidana yang berujud penjeraan dan pelaksanaannya dilakukan di depan 

umum dengan tujuan agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan 

am smgga kete ibm dipe--. 

b. Aliran Prevensi Khusus (Specials Preventie) 

Aliran ini mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat 

tid& menglangi kej&tan. J&di diran ini bjuan unrtuk 

mempertahankan ketertiban juga sebagai alat untuk menakuti masyarakat 



dan memperbaiki si pelaku dan untuk kejahatan-kejahatan tertentu tetap 

harm mem binasakan. 

c. Aliran Perbaikan Si Pelaku (Verhentaring Van Dader) 

Tujuan pemidanaan dalam aliran ini adalah untuyk memperbaiki si 

pelaku / si penjahat agar menjadi miuiusia yiuig 6 d c  dengiui reklasering. 

Jadi penjatuhan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. 

P e n d i d h  yang diberikan terutama adalah pendidikan kedisiplinan dan 

peiididikm ke@mPilm / Hal hakSiiW mtiik 

memberikan bekal kepada narapidana setelah selesai menjalani pidana. 

d. Aliran Pejahat Yang Sudah Tidak Bisa Diperhaiki (Onschadelijk maken 

-. .. .. . ..-.. van de mzsdedzgefl 

Aliran ini untuk penjahat-penjahat tertentu yang sudah tidak dapat 

diperbaiki lagi karena tidak mungkin menerima tujuan pidan yang 

dm. Dm ke iii* pid- y.5urg &...aman ddm 

ini adalah menyinglurkan dart masyarakat yaitu dengan menjatxhkan 

pidana seurnur hidup atau pidana mati. Pidana ini biasanya untuk para 

residivis. 

e. Aliran Memperbaiki Masyarakat Dari Kerugian Masa Lampau (Herstel 

van geleden maatchappelijk Nadeel) 

Tujii;ati pirkiik pidma dalm &j kfdaBkm kej&lm ymg 

menimbulkan kerugiaan ideel didalarn masyarakat, oleh karena itu pidana 

diadakan untuk memperbaiki kerugian yang terjadi pada masa l a l ~ . ~ ~  

59 Bambang Poernomo, op.cit., hal. 23-25. 



"Salah satu kesimpulan dari seminar kriminologi ke-3 1976 di 

Semarang antara lain, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah 

gatu ssma iiiltuk dBSg-je yaitu iiiituk peflifidungan masyarakat,,.60 

Dalam perspektif barat yang kehidupan bersamannya lebih didasarkan 

pada paham-paham seperti individualisme clan liberalisme. Konsep tentang 

t*j- &. d&-4ia liiilCim i5idma agmya endemg di i k  iiiim 

memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga 

negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Konsep 

dt:miki. Mma lh dit&lusuri meldui beib8g~ pt:&an basat 

khususnya yang terkait dengan gagasan tentang azas legalitas. 

Ada pula pemikiran yang menggabungkan secara sekaligus dua tujuan 

diaaya hukUfkl piha yajig tel& disebutkati diatas sehiiigga kcinsepfiYa 
9 

menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya adalah disamping untuk 

melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus 

( se=a-a impligitl jug-a *elkdmgi epefiwgm- epefi thgm ymg hers ifdt 

perseorangan.6' 

Hukum pidana dilihat sebagai ilmu kemasyarakatan tidak terlepas dari 

sebab-se-bib clad kejahatan. ~ ida lam ~tiology terdapat beberapa aliran 

(mazhab=sekolah) tentang sebab-sebab kejahatan antara lain: 

a. Aliran Biologi-Kriminal (mazhab Italia), penganjurnya adalah DR. C. 

LombroSSo menyim.ulkan b*w8 IliemBfig da or* jahat d~ 5kj* 

- - - 

60 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 2005, hal. 52. 

61 lbid 



lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang 

dari orang-orang biasa. 

b. Alirm Sos;idlagi-mliiil (m&ili pjimCis), i)Ciigmjmya A. Lacassagne, 

aliran ini menolak aliran diatas dengan mengelwkan pendapat bahwa 

seseorang pada dasarnya tidak jahat, ia akan berbuat jahat disebabkan 

k--..ei ia iisi iiim, c6rrs & iiislsY &.&a diiiiLa pefij&st im iid.iiij. 

c. Aliran Bio-Sosiologis, penganjurnya adalah E. Feri, aliran ini merupakan 

sintesa dari kedua aliran diatas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah 

h&il diui faktof-f&Of individual diui ~6SiB1.~~ 

Persoalan ini menimbulkan bermacam-macam teori hukurn pidana, 

pada akhirnya teori hukum pidana dibagi dalam 3 jenis, yaitu: 

Tead mM& (geiiibalasatl) penganuMYa Immtlel Kmt Hegel Herbm 
9 9 9 7 

Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan 

hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat 

Ir-aiii kaefia ia tel& b erbii at j&t Jadi h d m  itu meliilii iiiituk 

menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas pebuatan itu 

(pemabalasan). 

. Teoi;i felati.-e ( teofi mj-), ie6i;i iiii &$* b-wa 

pembalasan tetapi lebih kepada maksudf tujuan hukurnan, artinya tujuan 

ini mencari manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan 

yaitu dignmiuiya tuj- hukuman mencegah k&j&am bBik 

pencegahan umum (Algemene Crime) maupun pencegahan khusus 

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 
hal. 97-105. 



(Special Crime). Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan h b a n  

adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari 

pagaulan mayaakait, tiijiiziii d ~ p a d a  fiban terlet* 

pada tujuan h h a n .  Akan tetapi disamping teori relative ini ini masih 

dikenal lagi teori relative modern, penganutnya Frans Von Lizt, Van 

H6i;riiirel, D. Siiii6iis. iiii &*e iidapat hiilciilcfim agl& 

menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah Negara, dirnana 

negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang 

meI;lgiindung l-gan diui eharuSan yang bei'berituk k ~ w  norm8. 

c. Teori gabungan (1 dan 2), menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak 

pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi 

dimPhg im di&ya - Mjttan dai;ipaida hUkUillan Pengmut 

aliran ini diantaranya adalah  ind din^.^^ 

Dalam perspektif teori tentang aliran-aliran pernikiran hukum pidana 

tersebut, tiga konsep mengend tujuan diachkannya h u b  pidana &atas 

sebenarnya tercermin (termanifestasi) dalam tiga aliran pokok yang pernah 

berkembang dalam hukum pidana. Tiga aliran pokok tersebut ialah: 

a Alii;m Hiikiirjil Kla& Sffirpec.t) 

Secara garis besar, konsep pernikiran tentang hukum pidana yang beraliran 

klasik merniliki ciri sebagai berikut: 

*) Titik Sentrd peiligti. hukum pidm dan penegakiuinYa menurut al- 

ini adalah perbuatan pelaku kejahatan (Daad artinya perbuatan). Jadi 

63 M .  Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 
2002, hal. 20-2 1. 



yang terpenting adalah sepanjang faktal kenyataan ada orang yang 

telah berbuat tindak pidana (melanggar aturan hukurn pidana), maka 

tersebut hms Saiiksi pdana sebagaimana telah 

diancamkan dalam ketentuan hukum tanpa melihat motivasi yang 

mendorong si pel& berbuat pelangaran. 

&y.9 k6iisep Spbf.ch., ebeiim-ya s e c ~ a  *eo**ilC add& 

akibat dari pengaruh kuat paharn "indeterminisme", yaitu suatu paham 

yang memandang bahwa manusia dan perbuatan adalah otonoml 

mmdiri Mi ti& tk..ad karena ij enga a6t6r-f *6i; lain 

diluar dirinya) melainkan murni dari pilihannnya sendiri. Dalarn 

konfigurasi pemikiran yang demikian ini, maka konsep bahwa 

gei\bmm pidma - - genja*aii d s i  menjad admya 

Aliran ini dengan dikaitkan dengan salah satu konsep tujuan 

diadakanya hukum pidana maka bisa dikatakan bahwa aliran klasik 

tersebut sesmg mya add& cemifi mal& pefijab- d~ 

konsep mengenai tujuan diadakannya hukurn pidana yang pertama 

yaitu melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat luasl 

keiti.y.&am. rnefia .dalrn dii;m uaik iiii, bedm iie4adi suaf-u 

tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka derni untuk melindungi 

masyarakat, orang tersebut harm segera dijatuhi pidana tanpa 

mempefhatikan k6ndi.i (*6tiv.i/ lam diri..Ya beibugt 

tindak pidana. 



Aliran Hukurn Pidana Modern (Daader Strafiecht) 

Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran 

aaii dMdcii s;tiiafiecht iiri memiy*i cijri.cifi se2iagai berikut: 

1) Titik sentral perhatian hukurn pidana dan penegakannnya dalam aliran 

ini adalah pada diri si pelaku kejahatan (Daader artinya pelaku). Jadi, 

ket& a teAad tiiidstlc pidw8 iii&a seldh 6.f6i;ri8tiS 

pelakunya hams dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan 

ketentuan hukum. Karena dalam ini harus diselidikil dibulctikan 

terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang atau 

motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut. 

2) rmbuliryZi k6asep D* ad..ii St)ia pl!.c At diaim, seCaai teiidtik 

akibat adanya pengaruh kuat dari paham "Determinisme", yaitu paharn 

yang memandang bahwa manusia dan perbuatannya adalah sama 

sekdi ti& 6t6fi6i;ri* di pefigm ha-w ekTema dilm- 

dirinya. Dalam perkembangannya Determinisme ini pun kemudian 

sampai pada gagasan perlunya mengganti konsep pemberian sanksi 

(yiuig ceriae.g bersifat ir.shmw/ h.8n, merij8ili 

pengenakan tindakan (yang lebih bersifat treatment/ pembinaan). 

3) Apabila aliran pemikiran hukum pidana modem ini dikaitkan dengan 

ssil& S8itil msep teiimg tujiiail. di-ya h a  pidma, m&a 

bisa dikatakan bahwa aliran ini sesungguhnya adalah cermin atau 

malah penjabarm dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum 

ymg k&m (yaitu meliir.dmgi g-m-ke ymg 



bersifat perseorangan dari setiap individu warga negara). Hal ini 

terlihat dari konsep aliran modern ini yang menghendaki aspek 

koirdisiaiial dalm diiii pel* tuJmya id& aga iildividu 

kejahatan yang menjadi calon terpidana tersebut pun dapat tetap 

terjarnin perlindungan hak-haknya dari kemungkinan mengalami 

kesewefiag-wefi&gm pefig-m i. 

c. Aliran Hukum Pidana Neo Klasikf Neo Modern (Daad-Daader Stra@echt) 

Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran 

Neo Klaikl N66 Modeni (Daad-Daader Straj?echt) memiliki ciri-ciri 

pokok sebagai berikut: 

1) Titik setral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalarn aliran ini 

spek pe.bwtari piha dm pel& d& gerbtltm aecaiifi 

seimbang (Daad-Daader artinya perbuatan dan pelakunya). Jadi suatu 

pemidanaan adalah haruslah didasarkan atas pertimbangan- 

...imbm ggm secaai mamg dm itlbmg ailma fakta tel& 

terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi 

subyektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat. 

Gabiiiigm mm.a ked-y.a limd bisa iiielmkm ke-yw b.5?ia 

orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang 

terjadi dan untuk itu ia memang patut dicela, yang dalam hal ini ialah 

&figan cars dikenakan pidana tei h&d& $.ya. 

2) Apabila aliran ini dikaitkan dengan salah satu konsep tentang tujuan 

diadakannnya hukurn pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran ini 



sesunggguhnya adalah cennin atau malah penjabaran dari konsep 

mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang ketiga yaitu untuk 

meliirdiiiigi kCpeiitiilgsiir-keFeiitagsiir pag befsifat kemasyar&atan 

dan sekaligus juga kepentingan-kepentingan yang bersifat 

perseorangan. Hal ini menunjukkan bahwa keharusan perhatian 

iebdap f.ed im ieiimg iedsldifiya ijefbgmm pidm4 lAi;my a 

dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan 

terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat publik. Sedangkan 

keharuSgti perhatian tefh& k6fidisi Subjektif pe fbuatiin 

pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan (c.q 

hdividu tin& wagU rlegasa) 64 

Ketiga aliran tersebut diatas dikaitkan dengan konteks bangunan 

hukum pidana Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa KUHP Indonesia yang 

sek@-mg- *e*ceMm ha pmg meficemi & .  

sosok hukum pidana yang beraliran klasik. Kesirnpulan dernikian misalnya 

terlihat dari rumusan pasal-pasal KUHP yang selalu diawali dengan kata-kata: 

bbBmg siapa fielam iiiii iiieiiiimj.&- . . . . . . . . . . . ... dm seiefisnysi". 

arti bahwa siapa yang berbuat tindak pidana akan dikenai pidana tertentu 

(tanpa harus memperhatikan kondisi subyektif pelaku saat berbuat). Ini adalah 

ciri khas diran pemikir. hukum Adan& kl&ik yang mefiekankan 

aspek perbuatan daripada pelakunya. Namun, apabila dikaitkan dengan hukum 

64 Ibid, hal. 15-20. 



pidana Indonesia mendatang (RUU KUHP Indonesia), maka dapat dikatakan 

bahwa bangunan RUU KUHP adalah mencerminkan sosok hukurn pidana 

ymg befa13giii fl=a klasiW mddCm Btaii &ad-daader strafiecht. 

K L W  Buku Pertama Titel I11 menyebutkan adanya alasan-alasan 

yang dapat menghapuskan pidana. Alasan-alasan tersebut dibedakan menjadi 

y.aifii dasm peiiia dm geiiilieii&. 

a. Alasan Pemaaf 

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan 

terdakwa. Perbuiitati yang dilakukiui terdakw8 tehp bersifat melawini 

h u b ,  tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Adapun pasal- 

pasal yang merupakan alasan pemaaf dalam KUHP antara lain, Pasal44, 

49 ayat (2), d m  PaalS 1 ayat (2) KUHP. 

Pasal44 KUHP menegaskan bahwa, barang siapa melakukan suatu 

perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, 

maika ha dZi..ait meme*mm dia dimauMcm dalm Riiisz& 

Sakit Jiwa. Pasal49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan tidak seimbang 

(noohueerexes). Pembelaan yang tidak seimbang ini harus melampaui 

y.mg ebabkm keg6iiCmgm jiwa ymg hebat , kuem 

serangan atau ancaman serangan, sehingga karena adanya tekanan dari 

luar itu h g s i  bathinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana 

menyebabkiui datiya iiliisati pemMf. P a d  51 ayat (2) KUHP mengeriii 

melaksanakan perintah jabatan tanpa wenang. Perintah yang dikeluarkan 

oleh jabatan yang tidak wenang tidak dipidana, asal oleh pembuat yang 



melaksanakan perintah jabatan itu dipenuhi syarat: secara subyektif, yaitu 

dalam bathin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintahnya 

adalali s& baik d~ segi gPjabait ymg weBgelwkslii maupun , 3 

dari segi macamnya perintah. Secara obyektif adalah masuk akal, karena 

perintah jabatan yang tidak sah itu masih dalam lingkungan 

peke i;j3yi. 65 

b. Alasan Pembenar 

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan 

h-ya Suatu pe fb..m, Sehingga yang dilakukan teiaakwa 

lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pasal-pasal dalam KUHP 

yang dipandang sebagai alasan pembenar antara lain: Pasal 48, Pasal49 

ayat (I), P a d  50, d m  Pasal51 a p t  (1) KUHP. 

Pasal 48 KUHP tentang daya paksa, tidak dipidananya suatu 

perbuatan karena didorong oleh keadaan yang memaksa (overmacht). 

Maksud daiya di sM smti;l kekmm s i i a ~  paksm Baii'pm 
Y 

suatu tekanan yang tidak dapat dielakkan. Bentuk daya paksa ada 

bermacam-macam, antara lain daya paksa yang absolut, relatifdan daya 

p&sa Geiim ..d.ddfdeSfrinlE. Psal 49 ayat KUHP iiie iigefia peiiibelw 

terpaksa (noochueer). Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 

KUHP harus berupa pembelaan, artinya lebih dulu harus ada hal-hal 

65 Andi Hamzah, op.cit., hal. 143. 



memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi 

dinunuskan sebagai adanya serangan dan ancaman ~ e r a n ~ a n . ~ ~  

50 Km teiltaiSg mel&sail&m ketefituan undang - undang 

(wettelijkvoorchriji). Dasar alasan penghapusan pidana dari pasal ini 

adalah paling mudah jalan pemikirannya, karena sudah selayaknya barang 

siLpa Simg 61eh iiti&g-Iiiidan ymg dipeLwdibei;i kek.uSls- 

untuk menjalankannya tidak akan dipidana oleh undang-undang yang lain, 

sebab jika tidak demikian tidak akan ada orang yang berani menjalankan 

Perbuatannya tidak bersifat melawan hukurn, sehingga perbuatan itu 

dibenarkan, namun tidak berarti melaksanakan undang-undang tanpa 

perintah jabatan (ambtelijk bevel). Hubungan antara perintah jabatan 

dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang 

karena suatu pernyataan penguasa yang wenang. Ada pula syarat bahwa 

mengenai cara dan alat yang dipakai untuk melakukan perintah jabatan 

c. Alasan penghapusan penuntutan. 

Dalam KUHP ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai 

batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana; Pasal61- 

66 Ibid, hal. 152. 
67 Ibid. hal. 158. 



62 KUHP mengenai penuntutan penerbit dan pencetak, Pasal 72 KUHP 

mengenai delik aduan, Pasal 76 KUHP mengenai asas nebis in idem dan 

Psa l  77-78 KUHP meiigefiai hap~~iijra pe;fiufiwtaii karena terdakwa 

meninggal dan karena daluwarsa. 

"Pandangan hukurn sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua, 

mesG mi si stea befbaga te6fi ymg be* mmgm ae*Ea tid-.& 

selalu jelas dan juga tidak seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan 

bahwa teori hukum yang mereka kemukakan didalamnya terdapat suatu 

~i,jtemw 68 

3. Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak 

Istilah kebijakan dalam uraian ini diambil dari istilah policy atau 

pol*tigk m*a ke.ijakaa hh dapat p*a disebilt plitik hAm 3 

pidana atau lebih dikenal dengan penal policy atau Criminal Law Policy atau 

strafiechtspolitiek. Kebijakan hukum pidana atau politik hukurn pidana dilihat 

dsii;i isijlitik maiiPm plitik mal ddimm *Bag$ 

berikut: a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu ~ a a t . ~ ~  b) kebijakan dari negara melalui 

badsiii-bdm y.mg bemeiisiiig iiiia iiieiieB*m * efafiirm- *e i;9mm y ~ g  

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa 

Otje Salman, Anthon Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkun dan Membuka 
Kembatij, Bandung, RePh Aditama, 2004, hal. 83, Mengutip ~ o n a l d  Dwolain, taking fights 
Seriously, New Impression With Reply to Critics, Duckworth, London, 1977, hal. 86. 

69 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 198 1, hlm. 159. 



yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- 

~itakan.~' 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan 

sarana "penal" merupakan "penal policy" atau "penal law enforcement policy" 

yang t emjud  lewat seperangkat noniia-no- y i ~ @  b e r l h  di masyiirakat. 

Perangkat norma hukurn tersebut dapat diklasifikasikan menjadi norma-norma 

hukum yang sedang berlaku (hukum positiflius constitutum) dan norma-norma 

hh gmg dicita - citakail (iiis cilrfstit fit!.iZ ir.a-) Termt dengm c.a-Bi 

bagairnana merurnuskan hukurn pidana yang sebaiknya atau seharusnya untuk 

masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan atau 

pdlitik pidaira (Stiiaf?d chpiil itidWccrrimmi i ? . C r . l l  p-iilic.i/ -@.m.II P~ i,.liwr, 

Menurut Marc Ancel, Penal Policy merupakan salah satu komponen esensial 

dari "Modern Criminal Science" di samping "Criminology" dan "Criminal 

L M ~  71 

Di kemukakan pula bahwa "Penal policy" adalah suatu ilmu sekaligus 

seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan 

peraman h. positif buSkM lebih dan untuk ..embe* 

pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada 

pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para 

isewelemgara ataii pdaksma piitiism pengdlan.72 

70 Sudarto, Hukum Pidana dun Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum 
Pidana, 8inar Baru, Bandung, i983, hlm. 20. 

71 Marc Ancel, Social Defance, A Modern Approach to Criminal Problems, Routlarge & Kegan 
Paul, London, 1965, hlm. 4-5. 

'' Barda Nawawi Arief, Tanpa Tahun, hlm. 1. 



Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata- 

mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara 

ywidis noimative dan sistematik dogrnafi. Di samping pendekaM ywidis- 

normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, 

historis, dan komparatic bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif 

diiri herhagai diiiplin social lginnjh, seik pendaatiw integral dengan 

kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. 

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum yang lebih baik 

pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. 

Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik atau kebijakan 

kriminal (criminal policy). Sudarto mengungkapkan bahwa kebijakan kriminal 

dapat diuraikan ke dalarn tiga arti, yaitu: a. &lam arti semeit, adalah sebagai 

keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap 

pelanggaran hukum yang berupa pidana; b. dalarn arti luas, adalah 

keselunahan fimgsi dari aparatw penegak hokum, teiiimuk di dalamnya cam 

kerja dari pengadilan dan polisi; c. dalam arti paling luas, adalah keseluruhan 

kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang 

h & j w  unNr menegabn norma-nixma Senid dalam ma~~%&at. '~  

Kebijakan itu sendiri diartikan sebagai suatu keputusan yang 

menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai 

73 Sudarto, Kapita Selekta . ..op.cit., hlm. 1 13-1 14, 



suatu tujuan yang ditetapkan secara k ~ l e k t i f . ~ ~  Dalam UUD 1945 telah 

dirumuskan secara khusus perlindungan HAM terhadap anak sebagaimana 

diatur dalam Pasal 28 ayat (2) bahwa: "setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan di~kriminasi".~' 

Dalam Deklarasi Hak-Hak Anak ditegaskan pula, bahwa: Wherears 

the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special 

safe@ar& and. care, inct~ding.appropr;iate legal .protection, before as well as 

after birth.76 

Begitu pula dalam Konvensi Hak-Hak Anak 20 November 1989, 
~ - 

ditegaskan bahwa: Bearing in mind-that, as indicated-in the fiecl~ration of the 

Rights of the Child, "the child, by the reason of his physical and mental 

immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal 

profedion, bejeore as will as aBer birth?7 

Pengaturan secara khusus mengenai penanganan anak dalam sistem 

peradilan pidana, terutarna dalam memutuskan untuk mengambil tindakan, 

instrument Internasional tentang standar peradilan pidana an&, menegaskan 

sebagai berikut: 1. bahwa dalam penjatuhan sanksi bukan hanya 

memperhatikan keseirnbangan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, 

tetapi pada kondisi dm kebutuhankebutuhan si anak serta kehutuhan 

" Sutan Zani Arbi dan Wayan Ardhana. Rencana Penelitian Kebijakan Sosial, Pustekkom Dikbud 
clan CV. Radjawali, Jakarta, 1984. Dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam 
Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang, CV. Ananta, 1994, hlm. 63. 

7s Undang-Undang Dasar RI 1945, hail amandemen kedua. 
76 Deklarasi PBB 20 November 1958. 
77 Resolusi PBB Nomor. 44/25,20 November 1989. 



masyarakat; 2. melakukan pembatasan dan perampasan terhadap kebebasad 

kemerdekaan anak harus dipertimbangkan seselektif mungkin, yaitu apabila 

ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat; 3. mengedepankan faktor 

kesejahteraan bagi anak; 4. anak-anak jangan dikenakan pidana badan.78 

Dalani Re%GIu%i PBB 4511 13 tizi-tg "U. N.  Rules f i ~  the Protafion of 

Juveniles Deprived if their Liberty" antara lain diiyatakan: 1. pidana penjara 

harus digunakan sebagai upaya terakhir. 2. perampasan kemerdekaan anak 

diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

orang tuanya haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. 

Pasal 66 undang-undang tersebut menyatakan: "Penangkapan, penahanan, 

.. . .. .ppl daaa .pe.fil&a anak h~anya boleh lakuk.an SesI*i deenngan 66ukum .yang 

berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir". 

Dalam ayat selanjutnya ditegaskan pula, bahwa: "Setiap anak yang 

auam.*as keh ebasannannyB her6& . ~ & d : a * K ~  erIman manusi i.Gl dan 

dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan 

usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi 

kepentingannya".79 

78 Beijing Rule: Rule 17.- 
79 ~asal66.  ayat (4) dan (5;) WNo. 39.Tahun 199@.tentang HAM. 



Mengedepankan kepentingan anak dalam kondisi apapun hams 

diprioritaskan, dan dalam rangka menjaga perkembangan jiwa serta 

kepdbadiannya, scow atiak h a s  mendapat kebebasai dan perlindungan 

yang baik dari semua pihak, terutama dari negara dan pemerintah. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa 

negiirii dm p&in&i-tah hixkewajiban dim heiknggungjaw~b menghormdi dan 

menjamin hak asasi setiap anak. Negara dan pemerintah pun berkewajiban dan 

bertanggungjawab memberikan dukungan sarana clan prasarana dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak. 

4. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan 

Putusan 

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakirn merupakan 

asas yang sifatnya universal, yang terdapat dirnana saja dan kapan saja. "Asas 

ini berdi bahuUsl, &dim mel&s&a3ian peradilan, ha& itu pit& daiimya 

bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari 

campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudi~iil".~' 

Pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk 

menentukan sendiri cam-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada 

dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun 

pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan. 

Pasa121 dan 22 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlhdupgq Anak. 
81 .- . .~ Sudilcno - - .  ~ertokusumo, Relevansi. keneguhan Etika Profesi. bagi ~emandirian Kehasaan 

Kehakiman, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas 
Hukum UGM, 26 Agustus 1995. 



Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan 

hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara 

.-.- 

mrkro dibatasi oleh PIiiiiciisila, UUD, fieratliiaii j%iiiiidiillg-&di3igan, 

kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor 

yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan hakim itu 

k-SZ=t.uIll* v&-d, -te-h.N pd&ansyg meg-*-g negar8 

Di samping itu, secara makro kebebasan hakim juga dibatasi oleh 

sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Sebagai 

contoh dapatlah dikemukakan peradilan masa orde lama yang dijumpai dalam 

Pasal 23 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam 

Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang memungkinkan 

Presiden camfiur dan truun tangan dalarn Persidangan fieradilan. Di s*hi sistem 

pemerintahanlah yang membatasi kebebasan hakim.82 

Apabila diperhatikan di negara Indonesia, baik secara konstitusional 

maupun berd-kan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kekuasaan 

kehakiman mempunyai kedudukan yang cukup kuat dan mempunyai 

kemandirian dalam m e l h a k a n  tugas dan wewenangnya. Permasalahannya 

dd& 
k- - - - -- - - . - - - - - . . -. - - . - 

kb.hhc6maad perK~an panerundank- 

undangan yang menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam praktek 

dapat direalisasikan. 

kemanairi.. 
Membiciirakiin t e n k g  pelaksank kekuisiiiin 

kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri 

82 Ibid. 



atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman 

di sini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, 

kemandirian proses peradilaniiya daii kemanariaii halualuMya sendifi. Secara 

lebih jelas, dapat dilihat uraian tentang ketiga macam tipe kemandirian 

kekuasaan kehakiman di bawah ini. 

a. Kemandirian lembaganyalinstitusinya 

Kemandirian dalam ha1 ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan 

lembaga peradilannya itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya 

suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal: 

1) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan 

(saling mempengaruhi terhadap kemaiidiiaiuiya Mat3 

melaksanakan tugas) dengan lembaga lain ataukah tidak, misalnya 

dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan 

lembag&-lembiga 1ginn)a Kdau lembigit peraZliilSan l.km@& dipat 

dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain 

tersebut, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga 

peradilan tersebut tidak mandiri, atau setidak-tidaknya lembaga 

peradilan itu kurang mandiri. 

2) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan 

hierarkhis ke atas secara fofmal, di maaa lemhaga atasannya 

tersebut dapat campur tangan clan mempengaruhi kebebasan atau 

kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. 

Akan tetapi perlu diperhafikaii, sep-aiijaitg suclah diatur 



peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan 

kepada pengadilan di bawahnya, maka hubungan hierarkhis antara 

lembaga atasan dengan hawahan dapat dibenarkai secara hukurn 

dan tidak dipersoalkan di sini. Yang jadi masalah kalau sampai 

pengadilan atasan sampai melakukan campur tangan dalam proses 

peraajliin secara ti&& s8h di Ikiu hid-hid yang suaah diteritukin 

dalam peraturan perundang-undangan. 

b. Kemandirian proses peradilannya 

Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses 

pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang 

dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan 

ditatidai dengan. ada atau t i d ~ y a  c.@p~r. tan$jaij (inte:@asi), m, 

pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai 

upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung 

maupun ti& laiigsuiig. Keinudian adanya intervensi tersebut apakah 

dapat mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata 

berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. 

Sebaliknyi kalau ad- Ciuqiur -Wgan timebut t h y i t a  tid& 

berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri. 

c. Kemandirian hakimnya 

Kemdirian hakim di sini dibedakan tersendiri, karena hakim secara 

fbngsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam 

menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya 



hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan 

ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen 

k e M a s a  profesbya &lam iiienjalankan tugas dan wewenangnya dari 

adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau 

para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam 

m a j a l ~  -tug& dan wei$exang yudisiihya, betii% hakim texsebut 

h a n g  atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh 

dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis 

dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakirn yang 

memegang teguh kemandir ian~~~a.~~ 

Dari ketiga tipikal kemandirian kekuasaan kehakiman di atas, akan 

&pas lebih jauh bagaimana tentang kemandirian hakimnya, karena hakim 

inilah yang secara fungsional mernimpin dan menyelenggarakan proses 

persidangan di muka pengadilan serta memberikan putusan kepada para 

pencari keadilan. 

Mengenai sejauh mana kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas 

dan wewenang yudisialnya, para hakim hampir semuanya dapat bersikap 

mstndiri, tiddc terpengaruh %l&~r-l%t~r lain s& dapat menjaga 

obyektivitasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya dalam 

memeriksa dan mengadili berbagai perkara yang masuk. Memang ada upaya- 

upaya dari beberapa pihak yang hendak mempengaruhi atau carnpur tangan 

terhadap proses peradilan yang dijalankan, baik secara Iangsung maupun tidak 

- - 

83 Barnbang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan 
Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 53-54. 



langsung, tetapi ha1 itu tidak mempengaruhi kemandirian mereka dalam 

memutuskan perkara. Sebaliknya ada beberapa hakim belum pernah sama 

sekali m e n g a l a  adanya canipur tangan dari pihak-pihak lain dalarn proses 

peradilan, sehingga tidak ada masalah dalam mempertahankan 

kemandiriannya. 84 

Apabila fiernyKtaan pi115 hd&n di memang be& iidam, Bddah 

hal yang sangat paradoks dengan sorotan tajam masyarakat, yang mensinyalir 

bahwa kondisi peradilan Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan, kalau 

tidak boleh dikatakan parah, sehingga tidak mengherankan kalau sering 

didengar istilah-istilah peradilan kelabu, mafia peradilan, kolusi peradilan dan 

sebagainya yang menurunkan citra lembaga peradilan.85 

Memang h&an ha1 yang mudah untuk dapat mengungkap a@a yang 

terjadi dibalik peradilan dan membuktikannya untuk mendapatkan falcta yang 

sebenarnya, tetapi hams dengan penelitian yang mendalam melalui cross 

check den@ kbexafia elenien fieradilan yaiig tetkdt, seperti dengan para 

pengacara dan pencari keadilan sendiri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman 

cukup khmpl*. Hal 'mi dapd dilihat dari %&tor-fakt~r Yiing berpeng- 

baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Narnun 

pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan 

" Ibid., hal. 55.  
85 Sudikno ~ertokusumo. RevitaIisasi dun Funnsionalisasi Lembana Peradilan, diskusi "Usulan 

Rancangan GBHN 98'; di Fakultas Hukum UI~ ,  Yogyakarta, 15 ~Sli 1998. 



menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya 

akan diuraikan kedua faktor tersebut. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam 

diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal di sini adalah segala ha1 yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu 

mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, p-endidiian 

hakim dan kesejahteraan hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan 

kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim. 

b. Faktor Ekste- 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri 

h8kim, t g f i M  berkZtan dengin siskm perdi1it.n StBu sislkm peneggkim 

hukumnya. 



BAB n I  

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA 

A Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan 

Sanksi Pidana Yang Tepat Bagi Anak Pelaku Terorisme Serta Pendapat 

Para Ahli Hukum Pidana Dan Hakim Pengadilan Negeri 

Hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut 

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, fungsi hakim yaitu wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim 

harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, 

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.' 

Salah satu wujud dari proses penegakan hukurn adalah melalui badan 

peradilan. Hakirn sebagai salah satu aparat penegak hukurn yang mempunyai 

tugas dan peranan yang cukup besar sebagai instansi yang berwenang 

memeriksa, mengadili dan memeriksa suatu perkara di muka pengadilan. 

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan 

bahwa: 

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh MaN<amah Agung dan lain-lain 

badan kehakiman menurut undang-undang. 

(2) Susunan dan kekuasan badan kehakiman itu diatur dengan undang- 

undang. 

Tim Redaksi Fokusmedia, Lima Undang-Undang Penegak Hukum dun Keadilan, Bandung, 
Fokusmedia, 2004, hlm. 33. 
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Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggaranya Negara Hukurn Republik Indonesia 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandhg arti kekuasaan 

kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak penguasa negara dan bebas 

dari paksaan pihak manapun, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh 

undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang kehakiman 

tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah menegakkan hukurn 

dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasan melalui perkara- 

perkara yang diajukan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan rasa 

keadilan rakyat Indonesia. Hakim dituntut tepat dan benar dalam mengambil 

keputusan, dalam arti tidak dipengaruhi atau mendapat intervensi dari pihak 

Pidana dipandang sebagai suatau nestapa yang dikenakan kepada 

pembuat karena melakukan suatu delik, hal tersut bukan merupakan tujuan 

akhir dari hukum pidana melainkan tujuan ierdekat. Adapun tujuan akhir 

hukum pidana adalah memperbaiki pembuat. Jika pelaku tindak pidana adalah 

seorang anak maka ia dimasukan kedalam pendidikan paksa untuk 

memperbaiki tingkah lakunya yang buruk. Dalam literatur berbahasa Inggris, 

tujuan hukum pidan disingkat dengan tiga R dan satu D yaitu: Reformation; 

* Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 
101. 



Restraint; Restribution serta Deterrence, penjelasan dari masing-masing 

tersebut sebgai berikut: 

1. Reformation yaitu memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindak pidana 

agar ia menjadi baik dan berguna bagi masyarakat, dalam ha1 ini 

masyarakat tidak akan rugi karena pelaku tindak pidana tersebut berubah 

rnenjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. 

2. Restraint yaitu rnengasingkan pelanggar atau pelaku tindak pidana dari 

rnasyarakat. Dengan pengasingan tersebut maka masyarakat akan menjadi 

lebih aman. 

3. Retribution ialah pembalasan bagi pelaggar karena telah melakukan 

kejahatan. Sistern yang banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai 

dengan masyarakat yang beradab. 

4. Deterrence yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa atau 

orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk 

melakukan pelanggaran atau kejahatan3 

Pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana, dan dalam ha1 pelaku tindak pidana tersebut tidak mempunyai alasan 

penghapus pidana, maka pelaku tindak pidana tersebut dagat dikenakan sanksi 

pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan 

jenis-jenis pidana yang termuat dalam Pasal 10, didalamnya mengatur ada dua 

pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 

Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 28-29. 



Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut: 

a. Pidana pokok meliputi : 

1) Pidana mati; 

2) Pidana penjara; 

3) Pidana k m g a n ;  

4) Pidana denda. 

b. Pidana tambahan meliputi : 

1) Pencabutan beberapa hak tertentu; 

2) Perampasan barang-barang tertentu; 

3) Pengumman putusan hakim. 

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP merupakan acuan bagi 

jenis pidana yang termaktub dalam hukum pidana khusus, kecuali pidana 

tambahan. Berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang 

merupakan peraturan khusus, dalam Undang-undang tersebut mengatur 

tentang pidana terhadap anak nakal terdapat dalam Pasal23 ayat (1) dan ayat 

(2), adapun macam-macam pidana adalah: 

a. Pidana Pokok: 

1) Pidana Penjara; 

3) Pidana Denda; atau 

4) Pidana Pengawasan. 

b. Pidana Tambahan: 

1) Perampasan barang-barang tertentu, danlatau 



2) Pembayaran ganti rugi. 

c. Tindakan: 

1) Pengembalian kepada orang tua, wali atau orangtua asuh; 

2) Menyerahkan kepada negara untuk memngikuti pendidikan, 

pembinaan dan latihan kerja, atau 

3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial 

kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan 

latihan kerja. 

Berkaitan dengan anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka 

perlu menjadi pertirnbangan hakim mengenai kentuan dalam Pasal4 UU No. 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dirnana pasal tersebut memuat 

ketentuan yaitu batas minimal anak dapat diajukan dalam persidangan adalah 

anak yang berumur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan 

belai) tahun. 

Batas minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan (dalam arti 

dapat dikenai pidana atau tindakan), menurut Undang-undang Pengadilan 

Anak dibagi dalam dua kelompok, yaitu usia anak yang hanya dapat dikenai 

sanksi tindakan dan usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana atau 

tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana berusia 8 (delapan) tahun tetapi 

belum mencapai usia 12 (dua helas) tahun hanya dapat dijatubi tindakan. 

Adapun anak berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan 

belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Batas maksimal usia 



untuk pertanggungjawaban pidana anak, yaitu apabila anak telah mencapai 

urnur 18 (delapan belas) t a h ~ n . ~  

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

perkara AW antara lain: 

1. Umur Terdakwa 

AW yang dalam persidangan perkara nomor: 19/Pid.Sus/l l/PN.Klt 

berdasarkan fakta hukum dan identitas terdakwa menyatakan umur 

terdakwa AW adalah 17 tahun, sehingga menurut UU No. 3 Tahun 1997, 

AW dikatakan sebagai anak clan diajukan ke sidang anak. Dalam 

penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap AW, hakim 

mempertimbangkan kedudukan AW sebagai anak yang tercantum dalam 

pertimbangan hakim perkara nomor: 1 9/Pid.Sus/l l/PN.Klt yaitu; 

a. Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (1) 

Undang-Undang No. 3 fahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa 

Pidana penjara, yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak paling 

lama atau paling banyak adalah !4 (satu per dua) dari maksimum 

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; 

b. Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Majelis ketentuan dalam 

pasal26 ayat (1) tersebut diberlakukan pula dalam ha1 batas minimum 

khusus ancaman pidana bagi anak. Pemberlakuan !4 (satu per dua) dari 

batas minimum pidana orang dewasa bagi terdakwa anak, telah pula 

4 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di 
Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 20 1 1, hlm. 5 1. 



dipertegas oleh Mahkamah Agung, dalam putusannya tertanggal 22 

September 20 10 No. 1956 K/Pid.sus/20 10; 

c. Mefikibatig bahwa khusus Wtuk tindak pickuia Terorisme, pasal 19 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 

TBtTun 2002 Tentang Pemberimrnim Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang minimum khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal6, Pasal8, Pasal9, Pasal 10, Pasal 1 1, Pasal 12, Pasal 13, 

Pasal 15 dan Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia 

dibawah 18 (delapan telas) tahun; 

d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertirnbangan-pertimbangan tersebut 

diatas dan dengan mernperhatikan ketentuan Pasal26 ayat (1) dan ayat 

(2) UU No. 3 taliun 1997 ten&@ Pengad'ilan Atiak d"IfiubWgkan 

dengan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undimg No. 1 TBtTun 2002 Tentang Pemberantiisim Tiid& Pidwa 

Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka menurut hemat Hakim 

Majelis ancaman pidana terhadap terdakwa anak dalam perkara tindak 

pidima teroris paling lama add* 110 Wun penjpa dijn 

mengesampingkan ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum 

khusus. 



2. Dakwan Jaksa Penuntut Umum 

Dalam Perkara Nomor: 19/Pid.Sus/l l/PN.Klt dengan terdakwa 

AW, telah didakwa oleh Jaksa Penwitut Umuin denga menggunakan 

sistem dakwaan kombinasi alternatif-subsidiairitas. Berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum dan berda3iukiin T i - f a  hukum yimg diajukiin d a l b  

persidangan terdakwa AW, Hakim Majelis berpendapat bahwa dakwaan 

alternatif pertama yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa dan oleh 

karena itu pula rnaka hakim Majelis memilih untuk mempertimbangkan 

dakwaan alternatif pertama dan mengesampingkan dakwaan alternatif 

kedua. Dakwaan alternative pertarna Jaksa Penuntut Umum terhadap AW 

adalah bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Hdana 

menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasa Tidak Pidana 

Terorisme Menjadi Undang-Undang. 

3. Keterangan saksi 

Persidangan terdakwa AW telah merlghadirkm 36 orang saksi, 

yaitu 34 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan 2 

orang saksi yang diajukan oleh terdakwa dan atau Penasehat hukurnnya. 

Keterangan dari saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa telah terjadi 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh AW sesuai dengan dakwaan Jaksa 

Penuntut Umurn, antara lain melakukan pemufakatan jahat, membuat, 



mempunyai persediaan, mempergunakan suatu senjata api, amunisi, atau 

sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya untuk 

melakukan thidakan terorisme. 

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi 

dalam persidangan benar telah terjadi perbuatan pidana sesuai dengan 

dm- J&sa n.mm ~ pelm-ya ap&an AW. iizi 

mengartikan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bahan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no: 

lB/Pid.Sus/l l/PN.Klt. Diui berd&s&rkiin pertimbiui@ui liakim terhadap 

keterangan saksi-saksi dalam perkara no: 19/Pid.Sus/l l/PN.Klt, hakim 

berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perbuatan terorisme sesuai dengan 

dakwm J*.$a e.iiiiiiitut Umm .Ymg $llakukm terdakw.a AW 

4. Keterangan terdakwa 

Terdakwa yang dalam keterangannya dipersidangan telah 

mengakui e.fb u.amya meemm*-ud& e.fie. - - - . . . . . . . 

kebenaran clan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan sanksi 

pidana terdakwa. Namun dalam hal terdakwa tidak mengakui 

per b.\iam-ya menja& kes.\ili. bagi hm ddam mefie ~ 

kebenaran suatu perkara. Terdakwa AW dalam perkara 

no:19/Pid.Sus/l l/PN.Klt. telah memberi keterangan yang pada pokoknya 

ahlah: 

a. Terdakwa AW membenarkan telah terjadi perbuatan pidana yang 

dilakukannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 



b. Terdakwa AW telah menyadari perbuatannya dan mengakui bersalah 

telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut 

U-me .  

c. Terdakwa AW berjanji dan bersurnpah tidak akan mengulangi 

perbuatan tersebut. 

Kete fangan terd&.wB AW dglam perSidangan tel& menjidi 

pertirnbangan hakim dan menambah keyakinan hakim bahwa benar telah 

terjadi perbuatan pidana oleh AW sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum daliun perkiiia no:19/Pid.Sus/l l/PN.Klt ditambah dengin fakta- 

fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Kemudian dengan 

pengakuan terdakwa lewat keterangannya, hakirn mempertimbangkan hal 

te.f ebiit iiiituk gajakm ter*akwa AW ksiia telah me iii.f'ef'mud 
. . 

jalannya persidangan. Dan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap 

keterangan terdakwa AW dalam perkara no:19/Pid.Sus/l l/PN.Klt, hakim 

be.fkep. aki.*m b&.iy a be..ii. tel& tt:.ddi .f'e.fb uam e.f6.fis.fie sesuti de.figan 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa AW. 

Barang-barang bukti 

dangan terdm a AW ddilam 19/Pid.S.~S11 l/PN.KR 

telah menghadirkan 37 buah barang bukti, dimana barang bukti tersebut 

digunakan untuk membenarkan telah terjadinya perbuatan tindak pidana 

.terorisme yang dilakukan oleh -t erdgkwg AW. baran& bukti 

tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan terorisme yang didakwakan oleh 

Jaksa Penuntut Umum terhadap AW benar telah terjadi. Seperti penernuan 



3 (tiga) butir selongsong peluru dan 14 (empat belas) butir peluru caliber 

22 di rumah terdakwa membuktikan bahwa benar telah terjadi penggunaan 

senjata api oleh terdakwa AW sesuai dengan dakwm Jaksa Penuntut 

Umum. Barang bukti lainnya adalah penemuan 1 (satu) ember plastic 

berisi satu buah plastic serbuk halus warna hitam yang merupakan serbuk 

iirimg /C&-bon (kode a); 1 (satu) bu& plstic serbuk kii3ar wima coklat 

yang merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat (Kc103); 

BeleranglSulfbr (S) dan unsure Carbon (C) (kode b); 1 (satu) buah plastic 

serbuk kasar warna hitam yang merupakan serbuk aranglunsure Carbon 

(kode c)10 yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat bom. 

Penemuan-penemuan barang bukti dalarn perkara AW telah dijadikan 

hakhn bahan pertimbangan untuk membMkan Ben* atau tidaknya 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta menjadi bahan pertimbangan untuk 

memutus perkara AW .5 

6. Alat Bukti Surat 

Alat bukti surat dalam persidangan terdakwa AW pada umumnya 

berupa laporan keterangan dari laboratorium yang membenarkan adanya 

kudungw zat-zat kimia yiing &pat digunaktm sebagai bahiin pembuiitin 

bom atau sejenisnya dari barang-barang bukti yang ditemukan di rumah 

terdakwa AW. Hal ini menjadi bahan pertimbangan hakim untuk 

membuktikan terpenuhi atau tidak unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum terhadap terdakwa AW. Dan berdasarkan pertimbangan 

Barang Bukti &lam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pekara no: 19/Pid.Sus/l l/PN.Kt. 



hakim terhadap alat bukti swat dalam perkara no:19/Pid.Sus/l l/PN.Klt, 

hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perbuatan terorisme sesuai 

deng* dakwaan Jaksa Penuntut U m m  yaiig dilakukan oleli terdakwa 

AW. 

7. Pasal-pasal lain yang dijadikan bahan pertirnbangan hakim dalam 

menjatuhkiin putui%n perkara no: 19/Pid.Sus/ll /PN.Klt 

a. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menj adi Undang-Undang 

Penjatuhan putusan terhadap perkara anak yang melakukan 

tindak pidana terorisme, ha* dalam pertimbangannya hams 

mengacu kepada rumusan Pasal 19 Undang-undang No. 15 Tahun 

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

widaiig No. 1 Thun 2002 Tentang Pemberaiitasati Timdak Pidana 

Terorisme Menjadi Undang-undang. Terdakwa AW dalam perkara 

no:19/Pid.Sus/ll/PN.Klt masih berumur 17 tahun. Dengan kata lain, 

t e r d h a  AW m e f u p W  pel& yang diddcwa melakukh t i n a  

pidana terorisme yang masih berumur dibawah 18 tahun. Ketentuan 

dalam pasal 19 Undang-undang Terorisme menjadi bahan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara 

no:19/Pid.Sus/ll/PN.Klt. Dalam pertimbangannya hakim 

menyebutkan: 



1) Menimbang bahwa khusus untuk tindak pidana Terorisme, pasal 

19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 

Te.nmg Pe.ne m.pan Pe.raman * Pe ngga ti ufidang- 
. . , :  

Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa ketentuan 

meiigem pefijatiihan pidm miiiim.m fi.us.us ebagi 

dimaksud dalam pasal6, pasal8, pasal9, pasal 10. Pasal 11, pasal 

12, pasal 13,pasal 15 dan pasal 16 dan ketentuan mengenai 

pe mati atau piaana penJ.ara seumur hidup, 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku 

tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18(delapan belas) 

tahm; . . .  

2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal26 ayat 

d..- . an ayat (2) UU No. 3 Tatiiiii 1997 tenmg Pengadilfi m a k  . , . . .  

dihubungkan dengan pasal19 Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

enggMt undang - Ufidang No T & - ~  20.02 T- - -  - - -  .. entang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- 

Undang, maka menurut hemat Hakim Majelis ancaman pidana 

terhk dap teid8kwa griak dalam peikara pidana tkio 

lama adalah 10 tahun penjara dan mengesampingkan ketentuan 

mengenai penjatuhan pidana minimum khusus. 



Hakim memutus perkara AW dengan pidana penjara selarna 2 

tahun. Putusan ini dibawah ketentuan pidana minimum dalam Pasal 9 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Men. adi Undimg-Undimg 

b. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak 

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya, menuntut terdakwa 

AW dengan pidana penjara selama 4 tahun. Dalam penjatuhan sanksi 

pidana terhadap anak pelaku pidana harus memperhatikan ketentuan- 

ketentuan yang berlaku bagi anak sepefii Undang-undang No. 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku 

bagi W. Hal 'hii ditujuka guna melindungi anak dari sanksi pidana 

yang tidak tepat dan melindungi masa depan anak yang masih panjang. 

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak, hakim harus 

terlebih dfihulu mempeftimbangkan ketentuan dd- Pasal26 Unikng- 

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 26 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Ketentuan pasal 26 tersebut diatas berlaku bagi terdakwa AW yang 

masih berumur 17 tahun, sehingga hakim dalam pertirnbangannya 

untuk menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap AW harus 



mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 26 tersebut. 

Pertimbangan hakim dalam perkara AW menyebutkan: 

e.mbang b*iiva Selmjunya Peem FmFMg Ke.M aSyarak&m 

menyimpulkan bahwa apabila dalam persidangan AW terbukti 

bersalah, maka agar dituntut dan dijatuhi pidana penjara dengan 

memP efh&t ikm hd-m ymg mefingw krpe d6man 

pada Pasal26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, agar secepatnya AW 

kembali kepada orang tua, melanjutkan pendidikan demi masa 

depim dirhya dan kel-ga ser'ta Negiuii 

2) Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

bahwa Pidm8 Peiijaa, ymg aP.at &jam.aii kepad.a tefdakwa 

anak paling lama atau paling banyak adalah ?4 (satu per dua) dari 

maksimum ancarnan pidana penjara bagi orang dewasa; 

3) e.ili.mbmg, b*iiva he.mat Ha Maje.s keteenm 

dalam Pasal26 ayat (1) tersebut diberlakukan pula dalam hal batas 

minimum khusus ancarnan pidana bagi anak. Pemberlakuan %(satu 

am) de bauS iiiiiiim~* pid- Sg bagi 

anak, telah pula dipertegas oleh Mahkamah Agung, dalam 

putusannya tertanggal 22 September 2010 No. 1956 

K/Pid.s~~i/20 10; 

4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal26 ayat 



(1) dan ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

dihubungkan dengan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 15 Taliui 2003 Tentang Penetapaii Peraturaii Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- 

Undang, maka menurut hmat Hakim Majelis 2mc- pia2ma 

terhadap terdakwa anak dalam perkara tindak pidana teroris paling 

lama adalah 10 tahun penjara dan mengesampingkan ketentuan 

mengenai penjatuhan pidana minimum khusus. 

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa apabila terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka 

pidana penjara yang dijatuhkan adalah % daii tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum yaitu 1/2 dari 4 tahun pidana penjara, yaitu pidana penjara selarna 2 

tahun. Hal ini lah kemudian yang diterapkan hakim dalam putusannya 

yang memutus perkara AW dengaii p i b a  penjara selarna 2 tafiun. 

Pertimbangan-pertimbangan non yuridis hakirn dalam perkara No: 

19/Pid.Sus/ll/PN.Klt. antara lain; Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan 

tent8ng terd&wa AW Laporim Penelitiim Kemit3yiidcatan Wiim perk& 

no: 19/Pid.Sus/ll/PN.Klt. terhadap AW antara lain; 

a. Terdakwa masih memiliki usia muda, sehingga masih ada kesempatan 

untuk memperbaiki diri, selain itu terdakwa adalah anak yang pintar dan 

diharapkan bisa menjadi salah satu asset bangsa; 



b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak &an 

mengulangi lagi; 

c. Selma .p.r6ses hd be.8alan, te.rdakwa be.fsi kA.p baik dan jiiSur; 

d. Terdakwa sebagai anak tertua dalam keluarga dan kehadirannya sangat 

dibutuhkan orang tua dan adikadiknya; 

e. Peiit iiigngny a penJ.aman S&Si yang tepat kepefith sari yang tefb4k 

bagi anak 

Berdasarkan Laporan penelitian masyarakat diatas, hakim dalam 

peI't~bangannYa kemudih menyebU.*an: 
Meiiinb-, bahwa dengh 

pemikiran yang dernikian ini, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 

menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 

mefimt hemat H&m Majelis masih be.it bagi d'ii.i e.fdakw a yang 

masih anak-anak dan oleh karena itu pula harus ditxmuhn, sehingga tujuan 

dari pernidanaan itu sendiri, fiwusnya terhadap diri terdakwa &an lebih tepat 

& b.m&aa t, semg ga, La.po.fm e.fielim Keemasyarkam me.fijd1 al& 

satu bahan pertimbangan non Yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap AW. 

TGgs hm w-ya memp fieban& an ke iiigan h.*.um Skja 

dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa 

keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukurn. Putusan hakirn 

inemhe tetap di .tun.tu. oleh m&ykkat un.tuk bef18ku dil, namun 

manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua 

pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan 



yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang 

didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai 

dencan hati .fiuraiii 
. , .  

Hakim atau Jaksa harus mengungkap terlebih dahulu status anak, 

apakah sebagai korban atau melakukan tindak pidana terorisme atas inisiatif 

Send'*. Ddm perSi dang--y a dibed&an dengan 

dewasa. Terkait pidana penjara terhadap anak, bukan menajdi masalah karena 

sebagai pembelajaran bagi anak ter~ebut.~ 

sement8t..a Bapak Arif Setiawan berpendapa-t bahwa dari 

penyidikan hinga persidangan harus memperhatikan hak anak sesuai undang- 

undang peradilan anak. Penyidik harus mempunyai kompetensi menyidik anak 

adany.a .sea*if*.&i uuSiis pe;iiangmm mak). Hms .* Fek6-iii .iidai daT.i c - -  - 
BAPAS yang menyangkut kondisi social atau ekonomi si anak demi 

kepentingan si anak.' 

e.fih-pat dike.mukakm baapak * bdii aiiliq b.aEi. teta.p tidak 

benar apabila hakirn memutus perkara terorisme anak tanpa 

memeprtimbangkan hasil penelitian BAPAS di dalam menentukan berat 

~ gannanny a p-ui;tii sa. gla.up.m hm mem' p.>uny8i kebebasan 

memutus perkara. Anak yang terlibat kasus pidana hams dipandang berbeda 

didalam proses peradilannya. Hakirn harus menggali latar belakang yang 

lengkap si anak terlibat .tek6risme yang nan-tin.i 

6 Hasil wawancara dengan Dr. Mudzakir SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta. 

' Hasil wawancara dengan Arif Setiawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta. 



pertimbangan non-ywidis dalam putusan dan menentukan pidana yang tepat 

bagi tersangka anak demi keadilan dan masa depan anak.' 

Putusan li* adalali merupakan liasil (oufput) dari keweimgan 

mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan 

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan 

diiW liukwn yiing jela, termasuk d i d d w a  berat ringimnya penerapiin 

pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukurn 

pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KLMP yaitu 

Hukurn Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan 

haruslah berdasarkan Undang-Undang. 

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang 

hakim disesuaikan dengm apa yang menjadi motivasi dan &bat perbuatan si 

pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal 

Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal 

ierteniu ieniang pemidaaaii dengan acai i~an m i h a l  seperti diatur dalafn 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme. 

Pada prinsipnya besaradberat ringannya pemidanaan sangat 

tergantung kepada penilaian hakim atas keseluruhan delik, meliputi 

toialiias teniang sifat jahainya perbuatan yang dilakukan terdakwa, 

akibat perbuatan tersebut, kondisi terdakwa itu, dan faktor yang 

mendukung terjadinya delik (baik dari korban, masyarakat dan lain-lain), 

8 Hasil wawancara dengan Abdul Kholiq, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Y ogyakarta. 



sehingga tidak mudah menilai penjara 2 tahun itu adil atau tidak adil. 

Jika hakirn lebih terpengaruh dengan kualitas perbuatan pidana dan akibat 

.pe.Ebuam ya hukumm ce.ndeemg be.fat. Jika hm teerpeengw 
. . .  

kondisi terdakwa (anak-anak), sehingga cenderung pimidanaannya lebih 

ringan dan seterusnya. W tentang Peradilan Anak pada hakekatnya 

MirieM*erhatim an& iriebagg sedanm .u.u ftg perlind.~gan an& 

pada hakekatnya memberikan ancaman hukuman bagi orang yang merugikan 

anak. Jika di dalam putusan itu tidak dipertimbangkan tentang Undang- 

Undang Perliridungan bukan b e r ~ i  terdakWg itu tidak 

dilindungi, karena terdakwa anak itu sesungguhnya juga dilindungi oleh 

Undang-Undang Peradilan Anak. Biasanya hakim hanya mempertimbangkan 

dal* dakwm g - 

Disinilah hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dirnana ada yang 

betul-betul menerapkan aturan hukurn sebagaimana adanya dengan alasan 

.fidmg- U.fidmg & jugs se bagia hm ymg / 

menafsirkan Undang-Undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan 

pidana (Strap Macht) lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan 

dirieG kiriea$dan Ma-y ~ & . t  

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi 

wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang 

ber18ku yang pgdg akhirnya .t6rmu8t dalam pubsan a*gbila 

terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, maka putusan 

Hasil wawancara dengan M. Buchary Kurniata Tampubolon, SH, MH., hakim pada Pengadilan 
Negeri Malang. 



hakim dapat berupa pemidanaan jenis pidana penjara dan pidana denda. 

Dalam Undang-Undang tertentu pada pokoknya telah mengatur secara 

Nomatif tentaiig ai~cafimi pidaiia m i a a l  dan pidana denda &n*Zial dimana 

pasal-pasal tersebut dapat ditemukan dalarn Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Am dsisar psisd-piisal tersebut di a m  menggimbiwkin b&wa seoring 

hakim terikat dengan Undang-Undang yang secara normatif mengatur 

ancaman pidana minimal baik pidana penjara, pidana denda, maupun 

rehabilitasi walaupun dalam praktek ada juga hakim yang menerobos batas 

minimal ancaman yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan rasa keadilan 

dan hati nurani. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui 

apa yang menjadi "azas penghukuman dalarn penerapan hukum pidana di 

Indonesia", sehingga dengan azas tersebut dapat menjadi pegangan bagi 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku. 

Pemberian l iuk~fnai~ atau s&si daiI proses liukufn yang berlangsuig 

dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus 

pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian 

liukumiin oleli neg8t.8 ddfh b&-wa setiap -wfirga negarinya add& m W u k  

yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala 

perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belurn dapat 

secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam 

proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya 



hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukurn), anak hams 

mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang d e ~ a s a . ' ~  

Pads hakeka@.ya, segala be.fituk enan ganan t&hAd.ap .yang 

melanggar hukum hams dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan 

terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil Hakim (apabila 

kas.* dit persi*g-) harug adil dan prop orsiond, Sefia tid& 

semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukurn, tapi juga 

mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi Iingkungan sekitar, 

anak, dan keadaan keluarga. Hd-hal * dijamin diatur 

dalam UU Pengadilan Anak. Misalnya adalah pada saat polisi melakukan 

penangkapan dan pemeriksaan, ia wajib untuk menghubungi dan 

eiiiim ehgas Bapas (Bal .~  e.riias y~*ataii, vlasa jugs 

disebut PK atau Petugas Kemasyarakatan). Petugas Bapas berfungsi hampir 

sama seperti probation oscer. Polisi wajib menyertakan hasil Litmas 

(P e.fieli;tian Ke.mays yag dib*t ijleh a.pas dalm 

Acara Pemeriksaannya. Tanpa Litmas, Jaksa hams menolak BAP dan 

merninta kelengkapannya kembali. Litmas ini berisi tentang latar belakang 

-& Secara kesel .man, sepelZi dm $., kel.mga, SekolBh, aan liiigkungw 

sekitar, sampai dengan latar belakang kasus, seperti kronologi kejadian, motif, 

gambaran mengenai seriusitas kasus, kondisi tersangka, dan lain-lain. Litmas 

berisi kes~pu lan  e.tugas Bapas . t e f i ~ g  kasus yang dan 

rekomendasi mengenai disposisi (untuk kasus dewasa disebut vonis) apa yang 

lo Hasil wawancara dengan Joko Dwi Atmoko,SH.MH, hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo. 



terbaik bagi anak. Rekomendasi yang bisa diberikan mulai dari kembali ke 

orang tua, pidana bersyarat, pidana dengan keringanan hukuman, pidana 

seSG perbiiatm, ailak .fiegara, dm m* Siipil. 1 1 

Belwn adanya peraturan yang menyeluruh tentang sistem peradilan 

anak sebagaimana disebutkan pada bagian awal membawa implikasi pada 

bel.m gw-y a poliSi m.us.us an& & j&Sg m.iSiiS an&. Yang Ada barulah 

hakim anak, sidang anak, dan lembaga pemasyarakatan anak. Keterbatasan 

sistem hukum kita memandang masalah tindak pidana oleh anak hanya pada 

urusan pengadilan anak, menyebabkan pertiinbangan aigunakan oleh 

petugas yang terlibat mash merupakan pertimbangan hukurn semta.l2 

Kenyataan yang memprihatinkan bahwa sebagian besar kasus 

pelanggaran hukurn 01eh anak yang &tangad poiid, &tens-kan ke dalam 

proses pidana selanjutnya, dan sebagian besar dari kasus yang diproses 

tersebut berakhir dengan keputusan pemenjaraan, dimana seharusnya kedua 

hd ters ebut .mefijd alt e.mi u.pa. y.a yang ptsl.ng term. '3 

Pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukurn lebih 

mengedepankan penjatuhan pidana penjara daripada sanksi yang dapat 

iiiempefbm mofd ~ Pengea.- apMt peneg& h.m fi.us. ~s n-ya 

di Indonesia tentang penanganan kasus anak memang masih kurang. Atuan 

yang diterapkan juga hampir sama perlakuannya dengan penerapan aturan 

bagi .terpiaana Peitimbangan pSikologis ilan anak 

" Hasil wawancara dengan Putu Gde Novyartha,SH.MH, hakim pada Pengadilan Negeri 
Ponorogo. 

lZ Hasil wawancara dengan Marliyus, Ms, SH, HM, hakim pada Pengadilan Negeri Sleman. 
13 Hasil wawancara dengan Tinuk Kushartati, S.H., Hakirn Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta 



menjadi nomor dua. Padahal untuk penangan kasus anak seharusnya sangat 

berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana dewasa. Aturan-man yang 

... mendase . tt:.tI,eefimya e.trw dmsan I,agi se.mesti.fiya &*uasai 
. .  . 

dan dipahami dengan baik, sehingga dalam penerapan sanksi bagi anak lebih 

mengedepankan sanksi yang dapat berifat lebih edukatif.14 

B. Sanksi Yang Tepat Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku 

Terorisme 

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan 

penegakan hM. DismPPwg itii kareiia tuj-ya iiiituk ficapal. 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum 

itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang 

rasional .Mm iiiencap& k*Sejzlhtei;- --yar*t. '5 

Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan 

criminal yaitu: Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai 

tujuan &in.inkan; Penye&. be rbag8i iriput urituk memungkinkan 

pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. l6 

1. Dalarn arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar 

dar(reaksi terhadap pelzinggaran hukum yang berupa pidana; 

- 

l4 Hasil wawancara dengan Hj. Suryawati, S.H. hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. 
l5 ~ i l a d i  dan ~ a r d a  ~ a w a w i  ~ S e f ,  1998,  eon-teon dan i(ebiakan ~idana, Alumni, Bandung, 

hlm. 148. 
l6 Ali Masyhar, Gaya Indonesia Menghadang Terorkme Sebuah Kritik atas Kebijahn Hukum 

Pidma Terkadap Tindak Pidana Teriuisme di Indonesiaj Mandar Majq Bandungj 2009-, hlm, 
19. 



2. Dalam atti luas adalah keseluruhan fhgsi dari aparatur penegak hukum, 

termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 

Dalam pali.fig luaS .(.Yang &lamF1l Jo.r ge.fi Je.@ Se.fi) adalah 

keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan 

badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma 

sen*d dari n'lasyar&g t.'7 

Menurut Sudarto, kebijakan krirninal merupakan "suatu usaha yang 

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Kebijakan atau 

upaya penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan bagian integd 

dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan dari politik criminal adalah 

bbge*lLdmgm iiiasy.w . t ~  a . p ~  kes;ejahterm Dalam 

upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan 

kebijakan dalam atti, ada keterpaduan (intergralitas) anatara politik criminal 

polit, * SiiCial, a.a . @  e.fw anma . . -- .~ - . ~. 

UPaYa 

penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non penal". 

Pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius 

ndum). Namamun, kebij&w hhm iden*& pefid reroorm 

dalam atti sempit, karena sebagai suatu system hukurn pidana terdiri dari 

budaya (cultural), stuktur (structur), dan substansia (substansive) hukum. 

Karena undang -undang merup*an 
bagian 

d~ subs.tansi h*um, 

l7 Barda Nawawi Arief, Kebijahn Hukurn Pidana Perkembangan Penyususnan Konsep KUHP 
~ a r u ,  Kencana, ~akarta, 2008, hlm. 1. 



pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan 

juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilrnu hukum pidana. 

* e.fim M.iic ficel, e.M. **a iku Sek$lguS .Se.fi 

yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan 

secara lebih baik. Peraturan hukum positif diartikan sebagai peraturan 

* erundM ;mdangan h h ~ . m  US&a dm kebij.an membbuat perBt.uran 

hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan 

penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana bagian 

d~ poli.. cw. Dengan ki-h lain, dari Sudu.t polit.& crimind, poli.ik 

hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan 

dengan hukum piha. ' '  Ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih 

lw MP* * ee:li ib.*m h- *idajn.a KeFljak.ri hw 

dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionali 

hukum pidana yang terdiri dari: 

Tafiap C,.mulsi .yaim * e.fie gw ha >fi abSfiacto oleh badan 

pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan 

legislative. 

*. T&a* a*lmi .y&lx *& *an h.&. *idan% a*arat *eneg' 

hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut 

dengan tahap kebijakan yudikatif. 

l8 Ibid. 



3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh 

aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan 

eksekutif atau acbG&trative. 

Apabila dilihat dari k e s e l d a n  proses tahap penegakan hukum 

pidana, tahap kebijakan legislative merupakan tahap yang paling penting atau 

a a p  pding strategis dari keseluruhim kebijiikim untuk 

mengoperasionalisasikan sanksi pidana. 

Mengenai pentingnya landasan legislative bagi suatu kebijakan 

pemidanaan, menurut G.P. Hoehagels mengemukakan: "I agree with the view 

that eflectiveness is prerequisite for lawfulness and even an element to be 

taken into account in sentencing, eflectiveness alone is no guarantee of 

Justice. Punishment in criminal law is limited not only by eflectiveness and 

purposefulnees, but above all by legality".1g Secara garis besar, kebijakan 

legislative (formulatif) dalarn penanggulangan kejahatan meliputi: 

1. ~erencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa 

yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau 

merugikan; 

2. Perencan- auu kebijdcan tentang sanksi apa yimg dapat dikenikan 

terhadap pelaku perbuatan terlarang (baik berupa pidana atau tindakan) 

dan system penerapannya; 

Ibid 



3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system 

peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana?O 

Dalm rm&a me r,dung dan me.ficiiptakm kesejafiteefaan m.~.yiii.akAt, 
. . .  

hukurn pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan konflik 

(kejahatan) yang terjadi. Masyarakat Indonesia yang heterogen, baik 

ho*zonBl .($. ~ . u ,  agama, raS) vefiicd .@erbedaan kkka-yaan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi), pada hakikatnya dapat menjadi faktor 

krirninogen, terutama jika terjadi ketidakadilan dan diskrirninasi dalam 

menangsuii m8sy t. Dengh demikian, hukum menjidi p&*ing 

perannya, sekarang dan di masa mendatang, bagi masyarakat sebagai control 

social untuk mencegah timbulnya disorder, khususnya sebagai pengendali 

ej&. Uiituk meneg.& aii h- i'ii&a Barus .* etew  dim 

dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponen 

hukurn pidana, baik komponen structural, substansial, dan dukungan social. 

Pda eed .siibsmsial .ymg be.fii fat .fi66mati.ve dm .seh arus.fi ya 

berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kernanfaatan, dan 

selanjutnyapijakan terakhir adalah kepastian hukum. 

Menufut Muldi, pembithiuWm hukum pi- bagi penegakan hukum 

masa mendatang hams mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut: 

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan 

dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. 

20 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakun Penegakun dun Pengembangan Hukum 
~idana,  PT. ~ i t r a  ~ d i t ~ a  ~akti ,  Bandung, 2008, hlm. 24-23. 



2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan 

kecenderungankecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan 

.. ~ .... ~. 

masyarakat beradab. 

3. Hukurn pidana hams mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal 

ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara 

s.uda umb-man w.ut melagar 

hukum pidana. 

4. Hukurn pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu 

enge.tahuan .tehologi un.tuk menirigktitkan efeIdiifitas *gsiriya 

didalam masyarakat.21 

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menempuh pendekatan 

kebcakan tersebut mengandung arti adanya keterpaduatl antara polit-ik 

criminal dm politik social dan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan 

sarana penal dan non penal. Sebagaimana ditegaskan Hoehagels bahwa 

cviriirfial poficy a;S scieiic& *@- p*ncu i;S *@- a the Idw 
. . 

enforcement policy. Jadi, kebijakan criminal bukanlah sebuah kebijakan yang 

berdiri sendiri, terlepas dengan kebijakn-kebijakan lain, tetapi ia harus dilihat 

iiiila ddm hhu b.ungannanny a dengan keselaaan kebij.an Socid, ebab SebagBi 

suatu kebijakan penegakan hukurn, upaya ini termasuk didalam bidang 

- - 

21 Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12- 
i i .  



kebijakan social. Maka dari itu, kebijakan criminal adalah bagian dari 

kebijakan penegakan hukum dan kebijakan s0sia1.~~ 

a&m. ya, keF1j hw .pidan8 .@&endl poficy, karimihal Idw 
, . 

policy atau strafiechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana 

secara senyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan 

-.- yang .. 

berhhu b.iga denga M-hd SebagSii beat: Apabila .M&an 

sarana penal/hukum pidana saja, maka ada keterbatasan didalarnnya ditinjau 

dari sudut terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfhgsi/bekerjanya 

hukum itu senairi. 

Menurut Barda Nawawi Arief, sarana penal mempunyai keterbatasan 

dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negative), anatara lain: 

hukum pidana; 

2. Bagaimana menunuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi 

.-- . . . . . . . . 
masyarakat ; 

3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan 

hukum pidana; 

dalam rangka mencapai tujuan lebih b e ~ a r . ~ ~  

Secara dogmatislidealis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang 

paling tajam atau keras disebut sebagai ultimurn remedium. Secara 

" Ali - - Masyhar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 26- 
27. 

23  bid. 



fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana 

pendukung yang lebih bervariasi, anatara lain: berbagai undang-undang 

organic, lembaga atau aparat pelaksana dan leblh menuntut biaya tinggi. 

Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat 

kontradiktif atau paradoksal dan memandang unsurlatau efek samping yang 

negalive. Pengguniiiin hukum p idM d d W  menanggulhgi kej-tiin h w a  

merupakan kurieren am symptom (menanggulangi/menyembuhkan gejala). 

Jadi, hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan sirnptomatik 

dan bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan yang demikian 

kompleks diluar jangkauan hukum pidana. Hukum atau sanksi hukum pidana 

hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana control social yang 

ti& mungkh mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan 

dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, 

sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya). Sistem 

peff&Waan bersifat fiagiiientair dan individual atau personal, tidak bersifat 

structural atau fungsional. Keefektifan pidana masih bergantung kepada 

banyak factor, karena itu masih sering dipermasalahkan. Kejahatan merupakan 

peril* menyimpiing )79ng &an senantisa ad8 d h  melekat p d a  tiap bentuk 

masyarakat. Sebagai masalah social, kejahatan merupakan suatu fenomena 

kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan 

enomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. 

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat 

tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran 



utarnanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 

kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social 

yMg secara langswig atau iidak langsung dapat menimbulkan atau menwiibuh 

suburkan kejahaku1.2~ 

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat 

ditempuh dengan: 

1. Penerapan hukurn pidana (criminal law application); 

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pernidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punishment/mass rnedi~)?~ 

Selah criminal law application (kebijakan penal) mas& ada dan 

dirnungkinkan prevention without punishment (nonpenal). Untuk itu, perlu 

memperhatikan alternative-altematif kebijakan lain yaitu pendekatan 

nonpenal. Pendekatan nonpeiml d i a k s u d k a  sebagai upaya untuk 

menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukurn 

pidana (nonpenal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

pendekam nonpend diorent%ikim pada upaya-upaya untuk menangani 

factor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan?6 Dalam meminjam 

terminology yang berlaku du dunia medis, Muladi membedakan berbagai 

24 Ibid:, hlm. 168-169. 
25 ~arda  ~ a w a w i  Arief, loc.c~it.  

Ali Masyhar, op. city hlm. 17 1 .  



tipologi tindakan pencegahan (prevention without punishment). Tipologi- 

tipologi tersebut antara lain sebagai berikut: 

e.fic eg&an .ii.i.meer .,i'ia*.@ pre.q entiiiii) .yang diarahkan b& p&da 

masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku 

kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. 

2. Penceg&an Se k.und er ~(j(Second*v preve iitiofi efkd a -&figan yang 

pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada 

kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial 

tertentu. 

3. Pencegahan tersier (tertiary prevention). Dalam ha1 ini pencegahan 

diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak 

pidat18 tef ejtiw, iiiiSalnya red$lvist o-feiidef m.a iPiiii fecidi victim.27 

Factor-faktor kondusif antara lain berpuat pada masalah-masalah atau 

kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

.m kej*%m, Sefiu bmgm e.figm faktoor o.fidiisi .yag 

menimbulkan kejahatan tersebut, Kongres PBB ke-8 dalam dokurnen 

AICONF. 144h.3 mengidentifikasikannya sebagai berikut : 

Ke& s&M, pengang g.-, kebbu 
(kebodohiui), 

ketiadaadkekurangan pemahan yang layak dan sistem pendidikan serta 

latihan yang tidak cocok atau serasi; 

27 Ibid. 



2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mampunyai prospek (harapan) 

karena proses integrasi social, juga karena membwuknya 

ketimpanganketimpangan sosial; 

3. Mengendornya ikatan social dan keluarga; 

4. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang 

beerirnigrui ke kola-koZi atau ke negiira-negarii lain; 

5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan 

adanya rasisme dan diskrirninasi menyebabkan kerugian atau kelemahan 

di bidang social, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan; 

6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang 

mendorong peningkatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat 

fasilitas fi~lgkungan atau bertetangga; 

7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam rnasyarakat modem untuk 

berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, 

dllibigkwigan keluarga atau fiifnilinya, tempat pekerjaannya atau 

dilingkungan sekolahnya; 

8. Penyalahgunaan alcohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga 

diperlua h e n a  fa&or-fakor yang disebut diam; 

9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan 

obat bius dan penadahan barang-barang curian; 



10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan 

sikapsikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) 

atau sik a.DS SIka.p tldak t61e.m cmtoleransi).28 

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk 

menjadikan masyarakat sebagai lingkungan social dan lingkungan hidup yang 

sehgt (Secara mgtedd -lejEid) d& T&of-f&tor li;riminogen 

faktor yang mendorong tirnbulnya tindak pidana-pen). Berdasarkan faktor- 

faktor penyebab kejahatan secara umm dan motif-motif dilakukannya 

terorisme, d i ~ b i l  kebijakan ionpenal guns meianggulangi -titindak 

pidana terorisme. Kebijakan nonpenal tersebut terutama diarahkan pada:29 

1. Pengentasan kerniskinan dm pengangguran terutama ditujukan pada 

pengangguran terpeiajar; 

2. Meningkatkan kemakrnuran dalam keadilan; 

3. Menekan laju peledakan penduduk; 

4. e.fiwangi ~ g k & t  itbG$;l kek6 ~-kotaatiuiNe gara.negara lG; 
. . 

5. Memulihkan rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli; 

6. Pemotongan sel-sel dalam organisasi terorisme; 

7. Pendet:teksian w-yg ide-ide dan Sgg*-s*g* yang mefig& paaa 

teror dan paham-paham fanatisme baru; 

8. Peningkatan kewaspadaan masyarakatan atas tindakan teror; 

9. engakomo dasian dan pengembangan sikap * prinsip 
. . 

yang berbeda; 

28 Mahmud Mulyadi, op. cit, hlm. 57. 
29 Ali Masyhar, loc. cit. 



10. Penghormatan dan menjamin kebebasan menjalankan keyakinan (agama)- 

nya. 

T*d*an-Afid*m .fie .,unyi kedudukan S~ategis, are.fi a 

ia menggarap masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang menyebabkan 

tirnbulnya kejahatan. Masalah strategis ini sangat mendapat perhatian dari 

k6*greS PBB kee- m.un 1980 * enge nai Pi.eveiiti. of ci.iiii the 

Treatment of Ofleenders. Hal ini terlihat dari resolusi yang berhubungan 

dengan masalah Crime trends and crime prevention strategis. Beberapa 

edinibangan yang dikemukakim ddam resolusi, imtara 

Pendekatan non penal menurut Hoehagels adalah pendekatan 

pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pernidanaan (prevention 

without puni$hiiient): 

1. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas 

hidup yang pantas bagi semua orang (the crime problem impedes progress 

a.r& the afidTvi.riie.vit 07a.vi a7wef o~r a llpeople ); 

2. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan 

sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan (crime prevention 

Should be based upon the elimi.ation of taus and tonalltions 

giving rise to crime); 

3. Bahwa penyebab utarna dari kejahatan di banyak negara ialah 

ketimp-im socid, diskriminiii rasial dim niiioniil, stand& hidup yang 

rendah, pengangguran dan kebutahumfim (kebodohan) diantara golongan 

besar penduduk (the main causes of crime in many countries are social 



inequality; racial and national discrimination, low standard of living, 

unemployment and illiteracy among broad sections of the population)?0 

Untuk memayungi 'mstMent-instrunien negara yang involve dalarn 

penanganan terorisme, pemerintah telah menetapkan sejumlah perangkat 

hukum. Dinataranya, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerinm Pengganti UU Nomor 1 T&un 2002 tentang Pemberiint&?,im 

Tindak Pidana Terorisme. Kemudian diikuti dengan dua Inpres yakni Inpres 

No. 4 dan 5 Tahun 2002. Inpres No. 4 Tahun 2002 menugaskan 

Menkopolkarn untuk merumuskan kebijakan terpadu pemberantasan 

terorisme, serta menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi 

penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian clan 

segala tindakan hukum. Sedangkan Inpres No. 5 Tahun 2002, menugaskan 

Kepala BIN untuk melakukan pengkoordinasian pelaksanaan operasional 

kegiatan intelijen seluruh instansi lainnya sehingga terwujud satu kesatuan 

masyrakat intelijen yang mafiipu bekerja secara efektif dan efesien?l 

Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 1937: 

1. Mengambil tindakan efektif bagi pencegalm dan penghukuman terorisme 

yang mempunyai kiuaEaer internasionid; 

2. Prinsip hukum internasional bahwa setiap Negara hams menahan diri dari 

setiap tindakan yang mendorong terjadinya terorisme terhadap Negara 

lain; 

30 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana 
~enjara, ~ e n t a  hblishing, kogyakarta, 2010, hlm. 35. 

31 Moch. ~a isa l  Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 140- 
141. 



3. "Acts of terrorism" adalah tindakan penjahat yang diarahkan kepada suatu 

Negara yang diperhitungkan untuk membuat keadaan teror (a state of 

tg.f.f oi;) ' P P ~ a n  t,t,img-o.~g te.fi eenh, kel o.fi.p ok .pub 

umumnya; 

4. Tindakan terorisme adalah: 1. Setiap tindakan sengaja yang 

mengakibatkan kematian atau membahayakan fisik atau hilangnya 

kebebasan pada: Kepala Negara, suami atau istrinya, pejabat publik; 2. 

Perusakan sengaja ternpa tttefiipaw Publik, 3. teiii Pat- 

tempat penting: gudang senjata atau bahan berbahaya. 

Non penal lebih menitik beratkan pada pencegahan dan penangkalan 

atau upaya preveentif yaitui32 

1. Semua Negara diminta untuk mencegah dan menghukurn pelaku kejahatan 

terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk 

pejabat diplomatic. 

2. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api. 

3. Peningkatan pengamanan terhadap system transportasi. 

4. Peningkatan pengamanan sarang 
. . 

5. 5 Peningkatan pengamanan terhadap system komunikasi. 

6. Peningkatan pengamanan terhadap VIP. 

7. Pe~gkatai i  peiigm- terhadap f*ilitas oiii atic dan kepe-ritiiigan 

asing. 

8. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris. 

32 Ali Masyhar, op. cit, hlm. 29. 



9. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional. 

10. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat 

dirakit menjadi bom. 

1 1. Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu ke luar masuk. 

12. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya). 

13. HiumonisSi kebijakan visa dengim Negiira teetangga. 

14. Penertiban pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi 

kependudukan. 

15. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror. 

1 6. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa. 

17. Kampanye anti terorisme melalui media massa meliputi: a. Peningkatan 

kewaspadaan masyarakat terhadap aksi terofis. b. Sosialisasi bahaya 

terorisme dan kerugian akibat tindakan teror. c. Penggunaan public figures 

terkenal untuk mengutuk aksi teroris. d. Pemanfaatan eks pelaku teroris 

yang telah sadar dalaiii kaihpaye a t i  terorisme. e. Penggunaan wanted 

poster dan dipublikasikan. f. Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme 

untuk menggubah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit 

melaw& terorisme. 

18. Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme. 

19. Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris. 

20. Pelarangan publikasi naskah-naskah dan pernyataan-pernyataan para 

teroris. 



Berpedoman pada kebijaksanaan tersebut di atas dan untuk 

mewujudkan kemampuan segenap komponen bangsa dalam deteksi dini, 

penangkalan dini, dan pencegahan dini serta tindakan dini terhadap segala 

bentuk ancaman aksi terorisme. 

Para pelaku teroris yang telah dicuci otaknya dengan ideologi ekstrim 

atau radikal, sehingga eksfrim pelaku dapat diresosialisasikan dan 

direintegrasikan ke dalam cara-cara berpikir normal kehidupan 

kemasyarakatan. Perbaikan sarana prasarana serta fasilitas publik yang rusak, 

dan normalisasi pelayanan publik dan kegiatan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Pemidanaan terhadap para pelaku terorisme merupakan kajian penting 

dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari. Hal ini menjadikan 

lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat rnemiliki peranan dalam 

melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi 

perbuatannya. Pola pembinaan narapidana teroris tentu berbeda dengan 

narapidana lain, di mana dalam masa pembinaan mental, narapidana teroris 

tidak diperkenankan memberikan dakwah. 

Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan 

mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat 

pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-undang Nornor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari 

33 Faisal Salam, op.cit., hlm. 167-1 68. 



pembalasan menuju pembinaan.34 Dalam kerangka pembinaan terhadap 

narapidana, lembaga pemasyarakatan merniliki dua peranan penting yakni 

sebagai tempat clan sarana atas reedukasi dan resosialisasi. 

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan berturnpu pada konsep 

rehabilitasi dan reintegrasi ~ o s i a l . ~ ~  Rehabilitasi wajib dilakukan di lembaga 

pemasyarakatan sedangkan reintegrasi dapat dilakukan di dalain lembaga 

pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Irnplementasi 

konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial hingga saat ini belum menunjukkan 

hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana 

teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali 

perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan 

meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. 

Penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan 

cerrninan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini 

dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem 

pernasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana disebut dengan 

istilah warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan 

merufrakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi 

kembali perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan. Melalui 

program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali 

diterirna oleh lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan pengejawantahan dari 

34 Ad& Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I ,  Stelsel Pidana, Tin& Pidana, Teori-teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, RajaGratindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38 

35 Serial Online 2010, (Cited 2011 Jan. 2), available fiom: URL: 
http://adln.lib.unair.ac.id~~es/disk1/225/gdlhub-gdl-s3-2010-praptonoor-11238-th4209-k.pdf 



prinsip keadilan, yang juga diamanatkan oleh sila ke-2 Pancasila yakni 

"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." 

Paradigma pernikirafi mengenai narapidaiui sebagai subjek @em€jiiaan 

menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi manusia.4 Pembinaan narapidana 

di lembaga pemasyarakatan memerlukan berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut 

meliputi fasilitas pembinaan fisik dan fasilitas non fisik awu mental. Fasilitas 

pembinaan fisik berupa penyediaan fasilitas olah raga, kesenian, keterarnpilan, 

perpustakaan dengan buku-buku yang memadai, rumah ibadah dan sarana 

ibadah dan sebagainya. Pembinaan narapidana juga didukung dengan 

penyediaan fasilitas non fisik seperti fasilitas kesehatan kesehatan, birnbingan 

rohani dan psikolog. Di lembaga pemasyarakatan, terdapat dokter urnum dan 

dokter gigi. 

Meru..uk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan 

di lembaga pemasyarakatan merupakan penegakan hak asasi manusia dari 

setiap narapidana yang ada. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak 

pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan 

sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan r e i n t e g r ~ i . ~ ~  Rdialjilitasi 

dapat dilakukan melalui pembinaan narapidana terorisme meliputi fasilitas 

olahraga. Fasilitas pembinaan mental dilakukan melalui siraman rohani oleh 

petugas lembaga pemasyarakatan setiap 2-3 kali seminggu. Pembinaan non 

36 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjma di Indonesia, PT. Refika Aditama, 
Bandung, 2006, hlm 103. 



fisik juga berupa pelaksanaan hak dari narapidana yakni hak mengunjungi 

kelwga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. 

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi nagi teroris bertujuan 

untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang 

dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga ketika kembali ke 

masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya 

dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan 

dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang 

ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-ha1 sebagai 

berikut: 

1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri. 

2. Membuat orang menjadi jera melakukatl kejahatan-kejahatan. 

3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang 

dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki ke~nbali.~' 

Pembinaan bagi narapidana terorisme bertujuan untuk menghilangkan 

unsur-unsur radikal dari ajaran yang dianut oleh teroris. Ajaran tersebut 

memang tertanam kuat dalam diri pelaku karena mereka direkrut dan dibina di 

beberapa tempat. Mereka juga ikut berjuang dalam perang. 

37 Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukurn Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 3 1 .  

161 



Perlu kerjasama dengan pesantren maupun lembaga-lembaga 

keagamaan agar anak-anak lebih menyadari arti pentingnya menjaga 

kehidupan dalam rangka rahmatan lil ala.~nin.~* 

Pembinaan narapidana terorisme belum dapat dikatakan berhasil. Hal 

tersebut dapat dilihat dari adanya residivis dan belum mampunyai pembina 

lembaga pemasyarakatan yang mampu menghapus ideologi radikal dari 

narapidana terorisme. Bahkan narapidana teroris yang justru membangun 

jaringan dan merekrut anggota baru di lembaga pemasyarakatan. Upaya untuk 

menegakkan supremasi hukurn dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukwn nasional yang 

hams dibangun dan ditertibkan, narnun juga aparat negara terutama aparat 

penegak h~kum.~'  

Sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai 

pelaku tindak pidana tidaklah dengan diberikannya sanksi pidana dengan 

memasukkan anak ke penjara. Saksi tersebut bukanlah merupakm tujiizh 

utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan ultimum 

remidium. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi 

pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan 

anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang 

individu yang harus mendapat birnbingan baik secara moral rnaupun 

intelektual, pIjoritlk pesiiritren liagi yiing beragimia i s l h  atau balai latihan 

38 Hasil wawancara dengan M. Buchary Kumiata Tampubolon, SH, MH., hakim pada Pengadilan 
Negeri Malang. 

39 Leden Marpaung, Asas Teori P r a m  Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1-2. 



kerja bagi anak-anak yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah 

selesai menjalani pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label s e b a g ~  pelaku tindak 

pidana!O 

Salah seorang narapidana teroris (Muchlas) yang menjalani hukurnan 

di Lembaga Pemasyarakatan ~eroboan pernah beberapa kali memberikan 

ceramah dalam pengajian teleconference dari dalam lapas kepada audiens 

diluar Lapas. Kadang jamaah pengajian yang mendengarkan ceramahnya 

berada di suatu masjid di Solo, Jawa Tengah, terkadang niirapid- teroris dari 

yang ditahan di lapas lain di Jawa. Peristiwa itu tidak hanya terjadi sekali-dua 

kali, namun beberapa kali. Setelah ada petugas yang tahu pengajian 

teleconference tersebut, akhirnya akses komunikasi untuk narapidana teroris 

dihapuskan pada tahun 2005 .~~  Tindakan Mukhlas ini menunjukkan bahwa 

pembinaan belum &pat mencapai tujuan dalam menanggulangi kejahatan 

terorisme. Pelaku tindak pidana terorisme juga beberapa kali merupakan 

mantan narapidana terorisme yang sudah kembali ke masyarakat." 

Belum optimalnya pembinaan terhadap narapidana terorisme 

disebabkan h e m  faktor struktur hukum yakni petugas lembaga 

pemasyarakatan. Ketidakberhasilan pembinaan bagi narapidana terorisme juga 

disebabkan karena budaya hukum masyarakat yang menolak adanya 

40 Hasil wawancara dengan Kun Triharyanto Wibowo hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. 
41 Taufik Andrie, Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia, 

Institute for International Peace Building (IIPB), Jakarta, 201 1, hlm. 6. 
42 Satu dari tiga orang terduga teroris ymg berhasil diringkus oleh Tim Detasemen Khusus 

(Densus) 88 Polri di wilayah Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan 
mantan narapidana dengan kasus yang sama. 



pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat 

mengharapkan agar setiap orang yang tergabung dengan jaringan terorisme 

divonis dengan hukum rnati. Dalam hal ini rehabilitasi tidak akm berlangsung 

baik. Di dalam lembaga pemasyaratan sendiri, keberadaan narapidana teroris 

tidak diharapkan. Saat menjalani reiintegrasi sosial melalui program asimilasi, 

narapidana terorisme juga kurang dikehendaki oleh masyariikat. 

Narapidana terorisme memiliki ajaran yang sangat kuat mengenai 

tindakan yang dilakukannya. Mereka berpegang pada dalil "perangi orang 

yang memerangimu." Bagi mereka musuh umat Islam adalah Arnerika, 

Australia dan sekutunya. Dengan dalil tersebut maka sekalipun mereka dibina, 

mereka tetap tidak mau memperbaiki kesalahannya. Aksi terorisme dianggap 

sebagai aksi kepahlawanan. Oleh sebab itu program-program deradikalisasi 

ditolak oleh narapidana terorisme. 

Proses reintegrasi sosial bagi narapidana teroris juga mengalami 

kendala. Masyarakat telah melabelisasi mantan narapidana teroris sebagai 

teroris. Masyarakat merasa terancam dengan kembalinya teroris ke 

masyarakat. Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam 

ketenangan linglcungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan 

stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyirnpang 

tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya 

merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan 

yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. 



Pada awalnya, pemerintah mengandalkan strategi penindakan dengan 

pendekatan kekerasan atau hard approach. Strategi ini telah dijalankan oleh 

Densus 88 dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di 

tanah air. Namun, strategi ini ternyata tidak cukup. Perlu strategi yang lain, 

soft approachmelalui deradikali sasi dan anti radikalisasi. 

Secara sederhana, deradikalisasi dapat diartikan sebagai upaya 

penanganan terhadap kelompok radikal agar menjadi tidak radikal. Usaha ini 

ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme, organisasi 

radikal, maupun masyarakat umurn agar tidak tertular virus radikalisme dan 

terorisme. 

Program deradikalisasi ditujukan sebagai usaha "harm reduction9'yang 

ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan tergabung secara 

aktif (kelompok inti dan militan) dalam melakukan aksi terorisme baik secara 

individu maupun kelompok clan mengatasnamakan agama. Pelaksanaan 

program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka dan 

merubah cakrawala berpikir yang semula fanatis sempit menjadi elegan dan 

bemawasan luas serta dapat menerima perbedaan.Deradikalisasi dilakukan 

karena didasari pemahaman bahwasalah satu akar atau sebab terorisme adalah 

faham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang 

memaksakan kehendak. 

Sejatinya, program deradikalisasi bukanlah ha1 baru bagi Indonesia. 

Sebelum berbagai aksi terorisme marak dan membuat geger masyarakat 

Indonesia, kita telah merniliki pengalaman dalam melakukan deradikalisasi 



terhadap kelompok Komando Jihad. Kini, setelah reformasi, Indonesia 

kembali menghadapi permasalahan radikalisme dari kelompok garis keras 

yang melakukan serangkaian aksi terorisme. 

Untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme, pemerintah 

melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan 

deradikalisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian dan 

lembaga, Polri, TNI, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil seperti ormas 

dan LSM. Desain Deradikalisasi memiliki empat komponen yaitu reedukasi, 

rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. 

Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan 

kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran 

berkembangnya paharn tersebut. Bagi para terpidana kasus terorisme, 

reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin- 

doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar 

bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang 

diidentikkan dengan aksi terorisme. 

Rehabilitasi memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan 

pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina 

para mantan napi mempersiapkan keterarnpilan dan keahlian, gunanya adalah 

agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah 

memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan 

pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog 

kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki 



pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda 

dengan mereka. Namun hal ini sangatlah berat dilakukan, membutuhkan 

banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya. 

Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai 

pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, 

Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan 

memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah k e l w  dari 

lembaga pemasyarakatan. 

Kemudian, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana 

teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga membimbing 

mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat 

(resosialisasi dan reintegrasi). Tentu saja, ha1 ini tidak mudah dilakukan 

karena para teroris pada umumnya h a n g  berbaur dengan masyarakat. Di sisi 

lain, masyarakat terkadang juga masih sulit menerima kembali para mantan 

teroris di tengah-tengah mereka. 

Deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan 

melibatkan perguruan tinggi. BNPT menggandeng sejumlah kampus seperti 

UIN Jakarta, Universitas Indonesia, UIN Malang, USU Medan, dan sejumlah 

kampus lainnya. Karnpus dipilih sebagai salah satu pusat deradikalisasi karena 

beberapa pelaku terorisme adalah mahasiswa atau alumni perguruan tinggi. 

Melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya, 

mahasiswa diajak untuk be$& kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga 

tidak mudah menerima doktrin yang destruktif. 



Kontra-radikalisasi, di sisi lain, dilakukan untuk memproteksi 

masyarakat urnurn yang belum terjangkiti radikalisme dengan melibatkan 

tokoh masyarakat, ormas, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. 

Upaya tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Training for Trainer 

yang diikuti para pembina, pengasuh, dan pengajar pesantren. Tidak hanya itu, 

dengan menggandeng ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Persis, LDII, dan 

lainnya, BNPT juga memberikan pembekalan bagi para dailustadz agar turut 

menyosialisasikan ajaran Islam yang Rahrnatan Lil 'Alamin. 

Sebagai negara yang majemuk yang berpijak pada empat pilar 

kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, 

Indonesia memberikan kebebasan bagi semua warganya untuk berserikat dan 

berekspresi sesuai dengan agama dan keyakinannya, tetapi tetap dalarn 

kerangka dan batas empat pilar kebangsaan tersebut. Semua aliran berhak 

tumbuh dan berkembang sejauh tidak melabrak empat pilar. Program 

deradikalisasi di Indonesia, karenanya, dilakukan dengan semangat untuk 

menegakkan empat pilar kebangsaan yang dapat menurnbuhkan semangat 

nasionalisme serta tetap mempertahankan NKRI sebagai hal yang tidak bisa 

ditawar lagi. 

Pada praktiknya, program deradikalisasi tidaklah berjalan mulus. 

Tidak semudah membalik telapak tangan, kata orang-orang. Banyak 

pernasalahan yang dihadapi. Seringkali, masing-masing pihak tetap pada 

pendiriannya. Dalam sejumlah diskusi, kelompok-kelompok radikal tetap tak 

bisa menerima argumentasi pemerintah. Kompromi akhirnya menjadi hal yang 



niscaya. Pada satu sisi, memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak 

untuk memperjuangkan agendanya masing-masing, tapi dengan tanpa 

rnenggunakan kekerasan dan tetap dalam kerangka hukum yang ada, pada sisi 

yang lain. 

Selain penanganan aksi terorisme yang hams diselesaikan, program 

deradikalisasi juga menghadapi tantangan internal dan eksternal. Secara 

internal kekurangan sumber daya manusia yang sangat terbatas, pemahaman 

yang beragam terhadap makna strategi dan sasaran yang akan dideradikalisasi, 

kernandirian pengelolaan program deradikalisasi masih belum rnaksimal, 

dasar hukum yang menjadi pijakan masih menggunakan peraturan Presiden, 

k&a struktur yang dimiliki belurn sesuai dengan standar seperti fasilitas yang 

dimiliki Badan Negara lainnya. 

Tantangan secara ekstemal adalah sosialisasi akan bahaya yang 

ditimbulkan aksi terorisme dm penanggulangannya masih sangat minim 

sehingga sebahagian masyarakat bahkan sebahagian kementerian dan lembaga 

menganggap bahwa hanya TNI Polri serta BNPT yang bertanggung jawab 

menanggulanginya, sementara semua lapisan masyarakat menyadari bahwa 

aksi terorisme merupakan bahaya kemanusiaan. Tantangan eksternal lainnya 

adalah banyak kecurigaan yang dialamatkan kepada pelaksanaan program 

deradikalisasi di antaranya deradikalisasi dianggap sebagai upaya adu domba. 

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, 

didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana. Delikuensi anak 

telah menjadi pemikiran sejumlah Negara besar di dunia sejak lama. Adanya 



Beijing Rules yang merupakan tujuan dan semangat sistem peradilan anak di 

seluruh dunia, menjadi dasar bagi prinsip-prinsip umwn yang ingin dicapai 

dalam melaksanakan peradilan anak. Apa yang tertera dan tertulis didalamnya 

merupakan kondisi minimum yang dianggap layak oleh PBB dalam 

menangani pelaku tindak pidana di sistem manapun. 

Apabila dilihat Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh 

PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules) dan disahkan 

melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 1 33 tanggal 29 November 1985, 

mempunyai prinsip-prinsip umurn mengenai: 

1. Usia pertanggungjawaban kriminal adalah tidak terlalu rendah, 

mempertirnbangkan kedewasaan emosional, mental dan intelektual 

2. Tujuan-tujuan peradilan bagi anak adalah proposionalitas antara 

pelanggaran hukumnya dengan pelanggar hukumnya. 

3. Ruang lingkup diskresi diperbolehkan di seluruh tahap peradilan. 

4. Hak-aak anak antara laian praduga tak bersalah, hak untuk diberitahu akan 

dituntut terhadapnya, hak untuk tetap dim, hak akan pengacara, hak akan 

kehadiran orangtua atau wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa 

silang saksi-saksi, dan hak untuk naik banding. 

5. Perlindungan Privasi, tidak ada publikasi yang tidak pantas dan tidak ada 

proses stigrnasi. 

Pada (Rule 14-1 8); United Nation Standard Minimum Rules For The 

Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) disebutkan bahwa 

penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan 



sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek. Penahanan anak 

semata-mata karena alasan penundaan sidang dihindarkan. (Rule 2 1-23); Anak 

setelah melalui proses ajudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di lembaga 

atau munglun di luar lembaga untuk dibina. Pelaksanaan pembinaan anak di 

luar lembaga dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga 

yang independen, rnisalnya Parole, Probation, Lembaga-lembaga 

Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan 

fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak. 

Pemerintah sudah seharusnya mulai mengembangkan konsep 

Restorative justice, karena konsep ini merupakan salah satu altematif bagi 

konsep peradilan anak di Indonesia yang mengedepankan kepada pendekatan 

kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Sasaran dari konsep restoratgjustice 

adalah berkurangnya jwnlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis 

penjara. Cap atau pelabelan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak melekat 

dan mengembalikan mengembalikan anak menjadi manusia normal ke dalam 

masyarakat. Anakpun diharapkan dapat menjadi manusia dewasa yang lebih 

baik dan berguna dalam m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Penahanan anak bukan merupakan jalan utarna dalam rangka 

perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya 

memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Suatu Mausula yang 

paling relevan disini ialah tentang pidana perampasan kemerdekaan 

institutionalization, yang menurut Beijing Rules sebaiknya diterapkan setelah 

- -- - 

43 Hasil wawancara dengan Fx. Soegiharto, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri 
Yogyakarta 



mempertimbangkan dua hal pokok: (a). sebagai the last resort; atau sebagai 

upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan 

tindakan yang dilakukan seorang anak); dm; (b). for the minimum necessary 

period, atau dalam waktu yang sesingkat mungkin. 

Sudah saatnya pemerintah juga mulai membuat program-program yang 

bersifat edukatif sebagai ganti dari penjatuhan sanksi pidana penjara dengan 

dibangun lebih banyak tempat-tempat pendidikan bagi anak yang bermasalah 

dengan hukum, seperti sekolah, pesantren atau tempat keagarnaan yang 

sejenisnya, balai latihan kerja dan memberikan pengetahuan serta 

keterampilan khusus dalam menangani anak kepada para aparat penegak 

hukurn. Pemerintah hams menyiapkan aparat penegak hukum yang benar- 

benar khusus untuk menangani rnasalah anak dan concerned terhadap masalah 

anak, sehingga terpisah dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan adanya 

pembedaan perlakuan dalam ha1 menangani kasus anak sebagai pelaku tindak 

pidana dengan kasus pelaku tindak pidana d e ~ a s a . ~ ~  

Pemerintah perlu membangun sekolah khusus bagi anak-anak yang 

terlibat tindak pidana, menambah jumlah pesantren atau sekolah keagamaan 

dan balai latihan kerja ditiap kabupaten / kota di Indonesia, menambah jumlah 

lembaga pemasyarakatan anak clan rumah tahanan anak sesuai jumlah 

kabupaten / kota di Indone~ia.~~ 

Hail wawancara dengan Eka Ratna Widyastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pada Pengadilan Negeri 
Bantu1 

45 Hasil wawancara dengan Indrayanti, S.H. Hakim Pada Pengadilan Negeri Sleman 



Agar pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim pun bukan hanya 

semata-mata pemidanaan, namun hukurnan tersebut juga memperhatikan 

kepentingan anak. Agar anak tersebut tidak hanya jera namun juga 

mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan anak kelak yang bersifat 

edukatif. Seperti yang tertera dalam perurnusan rancangan KUHP nasional 

tentang tujuan pemidanaan. Pasal50 Rancangan KUHP Nasional, menentukan 

bahwa tujuan pemidanaan adalah: (1) untuk mencegah dilakukannya tindak 

pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang 

ditirnbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, clan 

mendatangkan rasa darnai dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah 

pada terpidana. 

Pemidanaan terhadap anak hendaknya mulai diperhatikan dan 

dipertimbangkan oleh para aparat penegak hukum. Seperti yang tercantum di 

dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang 

menyatakan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: 

1. pengembalian kepada orang W a l i ;  

2. penyerahan kepada seseorang; 

3. perawatan di rumah sakit jiwa; 

4. perawatan di LPKS; 

5. kewajiban mengikuti pendidikan formal clanlatau pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah atau badan swasta; 



6. pencabutan swat izin mengemudi; danlatau 

7. perbaikan akibat tindak pidana. 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 disebutkan 

beberapa faktor penyebab anak benuusan dengan aparat hukum antara lain 

faktor pergaulan I lingkungan, perkembangan pembangunan yang cepat, arus 

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa 

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 

berpengaruh terhadap nil& dan perilaku anak. Pengembalian kepada orangtua, 

wali ataupun orang tua asuh belum dapat menjadi jaminan bahwa anak 

tersebut dapat berubah menjadi lebih baik. Bukan juga hanya diserahkan 

kepada Negara, Departemen sosial atau organisasi sosial tanpa adanya 

program yang jelas dan terencana. 

Pola-pola pembinaan tersebut hendaknya dirancang dengan baik. Pola 

pembinaan tersebut harus dapat menjadikan anak lebih tertata moral dan 

akhlaknya, kreatif, produktif dan bukannya counter-productive karena 

mendidik seorang anak itu membutuhkan banyak kesabaran. 

Untuk perlindungan privasi seperti yang tertera dalam prinsip umum 

Beijing Rules, juga harus diperhatikan oleh aparat penegak hukurn khususnya 

hakim. Persidangan terbuka tentu saja akan merugikan anak, karena dengan 

terpubikasinya kasus tersebut akan membuat anak menjadi semakin merasa 

terpojokkan. Belum lagi stigma yang akan diberikan oleh masyarakat terhadap 

si anak sebagai pelaku kejahatan dapat mempengaruhi perkembangan 



mentalnya. Seperti yang terjadi pada kasus Raju pada tahun 2006, kasus 

tersebut sangat gencar dipublikasikan di media massa semua koran bahkan 

televisipun berturut-turut memberitakan kasus tersebut. Darnpak dari 

pemberitaan dan tereksposnya sosok Raju ke media massa semakin 

memberikan beban psikologis yang berat kepada anak yang berumur 8 tahun 

tersebut, rasa malu, tertekan dan perasaan tersudutkan terus dialami oleh 

seorang anak yang saat dia melakukan tindak kejahatannya tersebut belum 

dapat memahami jika tindakannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum 

dan merugikan orang lain. Terlebih saat itu hakim akan mengenakan pidana 

penjara kepada Raju. 

Berdasarkan b u s  tersebut, belum sepenuhnya memperhatikan 

kepentingan anak, melainkan lebih kepada pembalasan. Hak anak sering 

menjadi terabaikan, para aparat penegak hukum kurang menggali dari sisi 

psikologis anak untuk mencari penyebab mengapa anak bisa sampai 

melakukan pelanggaran pidana tersebut. Hukum hams menitik beratkan pada 

hak anak pada umumnya, dan dalarn proses peradilan pidana pada khususnya 

akan disoroti sebagai social study dari anak- anak yang melakukan tindak 

pidana (delikuensi anak), sehingga dapat dikaji secara individual latar 

belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya. 

Keputusan hakirn menjatuhkan pidana penjara dan memasukkan anak 

dalarn lembaga pemasyarakatan anak memang seharus menjadi pilihan 

terakhir dengan mempertimbangkan benar-benar bahwa itu adalah jalan 

terakhir yang terbaik dalam merehabilitasi an&. Penjatuhan pidana penjara 



juga harus memperhatikan aspek-aspek yang terbaik bagi kepentingan anak. 

Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak karena anak 

yang menjalani pidana terutama di lembaga pemasyarakatan akan mengalami 

perubahan lingkungan yaitu ruang lingkup bergerak yang terbatas, rasa 

tertekan serta kurangnya kasih sayang orang tua mengakibatkan situasi yang 

dapat mempengaruhi jiwa si anak, sehingga dalam lembaga pemasyarakatan 

anakpun perlu diperhatikan agar kepentingan anak tidak terganggu. 

Beberapa ha1 yang patut diperhatikan dalam pemasyarakatan anak 

sebagaimana dicantmkan dalam Pasal26 Beijing Rules adalah bahwa: 

1. Tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah untuk 

memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan, 

dalarn usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif 

dan produktif dalam rnasyarakat kelak; 

2. Anak-anak dalam lembaga harus dipisahkan dari terpidana dewasa 

(sedapat munglun dalam bangunan yang terpisah); 

3. Orang tua atau wali seorang anak, demi kesejahteraan dan kepentingan 

anak, harus memiliki akses dalam lembaga; 

4. kerjasama antar departemen dan antar lembaga perlu digalang untuk dapat 

memberikan latihan keterampilan dan pendidikan bagi anak, dengan 

maksud agar mereka yang berada di dalam lembaga tidak dirugikan 

pendidikannya. 

Pada perkembangannya sekarang tidak semua kasus harus diselesaikan 

lewat jalur hukurn, tetapi dapat dilakukan Diversi (pengalihan). Diversi adalah 



pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak 

pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada 

perkara yang sifatnya ringan dan dilakukm dengan melibatkan orang tua I 

wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial. Hal ini 

merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 1 

Tahun 2012, diversi tidak hanya pada tingkat penyidikan, tetapi juga sampai 

pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan. 

Diversi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan 

penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional seperti 

dinyatakan dalam Commentary Rule 11 Resolusi PBB 40133, UN Standard 

Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice. Dilakukannya 

Diversi sendiri adalah bertujuan untuk: 

1. Menghindari penahanan, Dengan adanya Diversi, anak-anak diharapkan 

dapat terhindar dari penahanan dan kasusnya dapat diselesaikan dengan 

tidak mengorbankan kepentingm anak. 

2. Menghindari cap I label atau stigmatisasi, sehingga tidak mempengaruhi 

perkembangan mental anak. 

3. Meningkatkan keterarnpilan hidup bagi pelaku, karena dengan adanya 

Diversi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat dalam 

proses. 

4. Pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya. 

5. Mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana. 



6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku 

tanpa hams melalui proses formal. 

7. Dengan adanya program Diversi akan menghindarkan anak dari proses 

sistem peradilan. 

8. Diversi akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan 

implikasi negatif dari proses peradilan tersebut. 

Menurut standard Internasional Diversi dapat dilakukan pada setiap 

tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakirn. Setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 20 1 2 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, pelaksanaan diversi di Indonesia dimungkinkan dari tingkat 

penyidikan sampai di lembaga lain seperti Kejaksaan, Kehakiman, atau 

Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan diversi ini sangat diperlukan, sebab 

melalui diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan criminal track - record 

anakpun serta stigrnatisasi anak tidak terjadi. 

Tujuan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA) berkarakter non-represive, yaitu hanya 

sernata-mata mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi Anak. Mex-u.uk 

pada karakter dan mekanisme proses SPPA tampak nyata terdapat suatu 

"contradictio in terminis" di dalam pengaturan proses peradilan Anak 

tersebut karena di satu sisi perlakuan terhadap Anak yang menghadapi SPPA 

harus diutamakan Keadilan Restoratif (KR) dan sejauh mungkin derni dan 

untuk kesejahteraan Anak (bersifat "non-repressive"); akan tetapi di sisi lain 



UU SPPA meletakkan kewajiban kepada unsur-unsur SPPA (Penegak 

Hukurn) disertai ancaman sanksi pidana yang justru bersifat "represive ", yang 

tidak perlu dan berlebihan. Pertanyaannya adalah bagairnanakah seorang 

Penegak Hukum sebagai unsur penentu dalam KR dapat melaksanakan 

kewajibannya dengan bebas (imparsial) tanpa khawatir dan ketakutan dan 

selalu dibayang-bayangi ancarnan sanksi yang bersifat represif; sedangkan 

rneru.Uk pada ketentuan Pasal-Pasal 8 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 9 

dan Pasal 10 ayat (2) UU SPPA jelas bahwa keberhasilan proses diversi tidak 

semata-rnata karena unsur penegak hukum saja, melainkan melibatkan unsur- 

unsur lain, seperti, hasil penelitian Bapas, dukungan lingkungan keluarga dan 

masyarakat, pelaku dan korban-nya. Selain unsur-unsur penentu tersebut, juga 

sangat menentukan, faktor-faktor kategori tindak pidana, dan faktor recidive 

(Pasal7 ayat (2) dan Pasal9 ayat (1) h ~ r u f a ) . ~ ~  

Narnun dalam Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 masih muncul 

upaya paksa berupa penahanan terhadap anak dan sanksi pidana penjara dalarn 

UU SPPA. Disamping bertentangan dengan prinsip bahwa anak harus 

dihindarkan dari perampasan kemerdekaan, secara psikologis, proses 

penahanan dan penjara &an membuat an& tertekan dan membawa dampak 

buruk bagi perkembangan kejiwaan anak. Apalagi bila kondisi riel saat ini 

46 Lilik Mulyadi, "Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU Nomor 11  Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak: Normat$ Praktik dun Permasalahannyd', disampaikan dalam Seminar 
Hukum Nasional dengan tema, "Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema clan Solusinya ", pada Hari: Selasa, 26 Maret 20 13 di 
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 3 4 .  



terkait dengan keterbatasan kapasitas SDM penegak hukum dan fasilitas 

Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak sangat 

berbeda perlakuannya terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Terjadinya suatu 

tindak pidana merupakan pelanggaran ketertiban di dalam masyarakat. 

Keadilan restoratif pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat 

menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya. 

Dilihat dengan kacamata keadilan yang restoratif, tindak pidana adalah 

suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana 

menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih 

baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi 

untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati. 

Berdasarkan dari hal tersebut, penanganan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang 

mwni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekataan intervensi hukum. 

Model penghukuman yang bersifat retoratif'atau disebut retorative justice saat 

ini lebih layak diterapkan dalarn menangani pelaku tindak pidana anak. 

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang 

terlibat dalarn suatu tindak pidana tertentu bersarna-sama memecahkan 

masalah bagairnana menangani akibat di masa yang akan datang. Restorative 

Justice berlandaskan pada prinsip due process, yang merupakan eksplorasi 

47 Al. Wisnubroto, "Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Anak", disampaikan dalam 
Seminar Hukum Nasional dengan tema, "Menyongsong berlakunya UU Nomor I I Tahun 201 2 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dun Solusinya", pada Hari: Selasa, 26 Maret 
20 13 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12-1 3.. 



dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, 

yang sangat menghormati hakhak hukurn tersangka dan sangat memperhatikan 

kepentingziii korban. Sasaran peradilan restorative adalah mengharapkan 

berkurangnya jurnlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta 

menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi 

manusia yang normal, sehingga dapat berguna dikemudian hari. 

C. Analisis Putusan 

Guna mengkaji masalah pertimbangan hakh  dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, maka di bawah 

ini akan disajikan satu putusan hakim tentang perkara terorisme anak. 

1. Tentang Surat Dakwaan 

Dakwaan dalam perkara ini yang oleh Jaksa Penuntut Umum disusun 

secara gabungan alternatif (dakwaan bersifat alternatif), yang artinya dakwaan 

ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan, yaitu 

terdiri dari dakwaan primair dan subsidair. 

Mengenai surat dakwaan (Surat Tuduhan Jaksa Penuntut Umum) ini, 

diatur dalam Pasal 143 KUHAP yang memuat syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Syarat formil, yang berkaitan dengan identitas terdakwa, meliputi Nama 

lengkap, tempat lahir, urnur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 

tempat tinggal, iigi%i~a dan pekerjaan tersangka. Mengenai syarat formil 

dalam dakwaan ini pada prinsipnya dapat dikatakan telah dipenuhi dengan 

baik sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini: 



Nama lengkap : AW; 

Tempat lahir : Klaten; 

Umur atau tangga lahir : 17 Tahun; 

Jenis kelamin : Laki-laki; 

Kebangsaan : Indonesia; 

Tempat tinggal : Klaten 

A g a m a  : Islam; 

Pekerjaan : Pelajar; 

Pendidikan : SMK, 

b. Syarat Materiil, yang berkaitan dengan uraian-uraian yang lengkap dan 

jelas, cermat, dengan menyebut waktu, tempat, dan perbuatan pidana, juga 

telah terpenuhi dengan cukup baik sebagaimana dalam kutipan ini. 

1) Locus Delicti, bertempat di Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh 

Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten, di depan Pintu Kapel Santa 

Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanhar joy Kab. 

Klaten, di Pos Jaga Polantas C03 Dukuh Sukorame Desa Karang 

Kecamatan Delanggu Kab. Klaten, di Pos Polisi Sirnpang Empat RSI 

J1. Raya Solo- Yogyakarta Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan 

Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, di serarnbi kiri masjid Ata'awun 

Pancasila Dk. Kaliwingko Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, 

di Gereja Katolik Kristus Raja di J1. Pramuka No. 2 Gatak, Sukoharjo, 

di Trotoar J1. Alun-Alun Utara No. 10 Pasa. Kliwon, di luar pagar 

depan Polsek Pasar Kliwon, Surakarta, di komplek Makam K.A. 



Gribig Kampung Jatinom Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom Kab. 

Klaten, dan di rurnah Dukuh Buntalan Desa Bunta Ian Rt. 001 Rw.09 

Kel. Bunta lan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidak-tidaknya 

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Klaten. 

2) Tempus Delicti, pada hari pada bulan Januari 2010 sampai dengan 

bulan Januari 201 1, atau setidak-tidaknya dalam waktu pada tahun 

201 0 sampai dengan tahun 201 1. 

3) Delicti, setiap orang Setiap orang yang secara melawan hukurn 

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba 

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 

rniliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan, atau mengeluarkan ke danlatau dari Indonesia 

sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan- 

bahan lainriya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan 

tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun. Setiap orang yang rkielakukan 

permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan 

tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 

7, Pasal8, Pasal9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan 

pidana yang sarna sebagai pelaku tindak pidananya 



Bahwa terdakwa AW, bersama-sama dengan antara lain YUDA 

ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, 

NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, ROKI 

APRISDIANTO alias ATOK (masing-masing dalam berkas perkara 

terpisah) pada bulan Januari 201 0 sampai dengan bulan Januari 201 1, 

atau setidak-tidaknya dalam waktu pada tahun 2010 sampai dengan 

tahun 201 1, bertempat di Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban 

Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten, di depan Pintu Kapel Santa Ancilla 

Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, di Pos 

Jaga Polantas C03 Dukuh Sukorame Desa Karang Kecarnatan 

Delanggu Kab. Klaten, di Pos Polisi Sirnpang Empat RSI J1. Raya 

Solo-Yogyakarta Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten 

Utara Kab. Klaten, di serambi kiri masjid Ata'awun Pancasila Dk. 

Kaliwingko Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, di Gereja 

Katolik Kristus Raja di J1. P m u k a  No. 2 Gatak, Sukoharjo, di Trotoar 

J1. Alun-Alun UtaraNo. 10 Pasar Kliwon, di luar pagar depan Polsek 

Pasar Kl iwon, Surakarta, di komplek Makam K.A. Gribig Karnpung 

Jatinom Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom Kab. Klaten, dan di nunah 

Dukuh Bunta lan Desa Buntalan Rt. 001 Rw.09 Kel. Buntalan Kec. 

Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, 

dan dengan mendasarkan pada keten turn Pasal 84 ayat (2) KUHAP, 

Pengadilan NegeriKlaten berwenang untuk mengadili, melakukan 



permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan 

hukurn memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, 

mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dad atau 

dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak 

dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk 

melakukan tindak pidana terorisme. 

c. Menurut Moeljatno, dalam teori maupun praktek peradilan di Belanda 

(Neterland) clan di sini sampai keluarnya Undang-Undang pokok 

Kejaksaaan, masih menjadi kebulatan pendapat bahwa dalam merumuskan 

tuduhan itu, dua syarat harus dipenuhi yaitu: 

1) "Harus mengandung dari lukisan apa yang senyatanya terjadi 

2) Dalam lukisan itu hams ternyata pula adanya unsur yuridis dari 

kejahatan yang ditud~hkan".~~ 

Apa yang dikemukankan Moeljatno di atas, sesuai dengan cara yang 

digunakan di negara-negara Anglo Saxon. Dakwaan dibagi menjadi 2 

bagian, yakni Statement of Oflence dan Particulars of Oflence. Statement 

of OHence artinya adalah, "Dalam surat dakwaan harus mencantumkan 

perahin ying dilinggir oleh terdakwii, sedingkan Particulars of Oflence 

~ - - - - - 

48 Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981, hlm. 39. 



artinya adalah swat dakwaan yang dibuat hams mencantumkan uraian 

fakta-fakta dan tindak pidana yang dilakukan terdak~a"?~ 

Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan membuat swat tuduhan 

yang terang dan mudah dimengerti oleh setiap orang. Berdasarkan 

penjelasan tersebut dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sudah 

mencerminkan keduannya, karena dalam dakwaan telah diuraikan. 

Statement Of Oflence, yaitu telah mencantumkan aturan yang dilanggar 

oleh terdakwa yang disusun secara subsider antara lain: 

Kesatu 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 

Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang- Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang. 

Kedua 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 

Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Men. adi Undang-Undang; 

Particulars of Ofence, yaitu telah mencantumkan secara lengkap uraian- 

uraian fakta-fakta dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa melalui 



surat dakwaan secara alternatif: Kesatu atau Kedua. Adapun fakta tersebut 

sebagai berikut: 

Kesatu Primer, bahwa terdakwa AW, bersama- sama dengan antara lain 

YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, 

NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, ROKI 

APRISDIANTO alias ATOK (masing-masing dalam berkas perkara 

terpisah) pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 201 1, atau 

seti dak - t i daknya dalam waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 

201 1, ber tempat di Gereja Kr i s ten Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon 

Kec. Ngawen Kab. Klaten, di depan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh 

Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, di Pos Jaga 

Polantas C03 Dukuh Sukorame Desa Karang Kecamatan Delanggu Kab. 

Klaten, di Pos Polisi Simpang Empat RSI J1. Raya Solo-Yogyakarta 

Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, di 

serambi kiri masjid Ata'awun Pancasila Dk. Kal iwingko Desa Banaran 

Kec. Delanggu Kab. Klaten, di Gereja Katolik Kristus Raja di J1. Pramuka 

No. 2 Gatak, Sukoharjo, di Trotoar Jl. Alun-Alun Utara No. 10 Pasar Kl 

iwon, di luar pagar depan Polsek Pasar Kliwon, Surakarta, di komplek 

Makam K.A. Gribig Kampung Jatinom Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom 

Kab. Klaten, dan di rumah Dukuh Buntalan Desa Bunta lan Rt. 001 Rw.09 

Kel. Buntalan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada 

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Klaten, dan dengan mendasarkan pada keten tuan Pasal84 ayat (2) 



KUHAP, Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili, 

melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara 

melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, 

memperoleh, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 

mempunyai dalam rniliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu 

senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya 

yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, 

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 

- Pada sekitar Desember 2008 ketika itu terdakwa AW masih duduk di 

kelas 11 SMK Negeri 2 Klaten , ikut Organisasi ROHIS (Rohani 

Islam) yang dipirnpin oleh AJI PRAMONO dengan jumlah peserta 

sekitar 30 (tiga puluh) orang kesemuanya merupakan siswa SMK 

Negeri 2 Klaten, kegiatan yang dilakukan adalah Dakwah 

dilingkungan Sekolah tentang Islam. Pada sekitar bulan Agustus 2009, 

terdakwa diajak oleh lWUNCAR WAHYU yang sama-sama sebagai 

peserta ROHIS untuk mengikuti pengajian intensif di rurnah Ustad 

MUS'AB di Gergunung Klaten dengan materi pengajian tentang kajian 

Jihad, maka sejak bulan Agustus 2009 terdakwa bersama-sama YUDA 

ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, 

NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, SIGIT 

PURNOMO, MUNCAR WAHYU dan ROSID ARIFIN mengikuti 



pengajian di rumah Ustad MUS'AB yang di isi oleh Ustad MUS'AB 

sendiri yang mengkaji masalah jihad. Di tempat pengajian tersebut 

terdakwa dan teman- temannya bertemu dan meiiged ROKI 

APRISDIANTO alias ATOK dan IRFAN yang juga mengikuti kajian 

tentang jihad yang disampaikan oleh Ustad MUS'AB. Jihad yang 

diajarkan oleh Ustad MUS'AB adalah tentang perang melawan orang 

kafir, dan yang dimaksud kafir sesuai yang dia jarkan oleh Ustad 

MUS'AB yang diambil dari Buku Akidah Islam Al-Qaeda adalah 

Togut yaitu sesembahan selain Allah, dan yang membuat aturan yang 

tidak mengacu pada aturan Allah, termasuk jajaran Pemerintahan 

Indonesia, Amerika dan Negara pendukungnya, ini semuanya adalah 

Togut yang hams diperangi, perang yang dia jarkan adalah dengan 

cara melakukan pembunuhan, untuk melalcukan pembunuhan maka 

dilakukan dengan cara menggunakan senjata yaitu bisa menggunakan 

senjata api , bom, racun dan juga senjata taj am. 

Pa& sekitar J a n e  2010 bertempat di Masjid Madinatun Nabawiyah 

dekat rumah ROKI APRISDIANTO alias ATOK yang berdamat di 

Kelurahan Gatak Sukoharjo terdakwa bersama dengan YUDA 

ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, 

NUGROHO BUD1 SANTOSO, TRI BUD1 SANTOSO, MUNCAR 

WAHYU, ROSID ARIFIN, SARJIANTO, SRIYONO, IRFAN dan 

EKO dikumpulkan oleh ROKI APRISDIANTO alias ATOK dia jak 

mengarnalkan ilrnu yang didapat dari Kajian bersama Ustad MUS'AB 



yaitu tentang Jihad, saat itu ROIU APRISDIANTO al ias ATOK 

mengatakan bahwa tim tersebut dibentuk untuk dijadikan tim 

"Ightiyalat" (artinya Jihad membunuh dengan sembunyi-sembunyi) 

untuk wilayah Klaten, sebagai Pimpinan tertinggi dalam Organisasi ini 

adalah ROKI APRISDIANTO alias ATOK, sedangkan terdakwa dan 

teman-teman lainnya yang ikut hadir dalam pembentukan Organisasi 

tersebut adalah sebagai Anggota. 

- Tujuan dibentuknya Organisasi tersebut adalah untuk melaksanakan 

pembunuhan secara diam-diam terhadap orang kafir sesuai yang 

diajarkan oleh Ustad MUS'AB yang mengacu pada buku terbitan Al- 

Qaeda diantaranya Buku Akidah Islam Al-Qaeda. Dalam Organisasi 

tersebut yang telah d i l a k d a n  adalah Latihan menembak dengan 

menggunakan senapan angin yang di laksanakan di Sekolah SMK 

Negeri 2 Klaten pada setiap hari Minggu yang dipimpin / di latih oleh 

IRFAN, disamping itu juga diadakan lati han Silat di rum& Mas 

DAROJI di Krapyak Klaten , Silat yang dipelajari adalah teknik untuk 

membunuh. 

- Pada pertengahan Mei 2010, ROKI APRISDIANTO alias ATOK 

menyuruh IRFAN untuk belajar ilmu Bom pada NERI Alias SHOGIR 

yang sudah dikenal oleh kelompok terdakwa, karena diketahui bahwa 

NERI Alias SHOGIR memiliki keahlian membuat Bom, selanjutnya 

pada akhir Mei 2010, IRFAN yang telah mendapatkan ilrnu membuat 



bom yang diperoleh dari NERI alias SHOGIR sedikit demi sedikit 

mengajari kelompok terdakwa ten tang cara membuat BOM. 

- Awalnya yang ikut dilatih membuat bom sesuai pililian IRFAN adalah 

ROKI APRISDIANTO alias ATOK, selanjutnya ROKI 

APRISDIANTO a1 ias ATOK yang telah mendapat ilmu merakit BOM 

dari IRFAN mengajari semua anggota kelompok Ightiyalat Klaten 

termasuk terdakwa, Terdakwa diajari cara membuat rangkaian 

elektronik pemicu BOM dengan cara menyarnbung kabel dengan alat 

elektronik yang lainnya. Terdakwa mengikuti pelajaran pembuatan 

rangkaian pemicu BOM yang diajari oleh ROKI APRISDIANTO alias 

ATOK sebanyak tiga kali pertemuan. 

- Pada sekitar awal Juli 2010, terdakwa bersama NUGROHO BUDI 

SANTOSO, YUDA ANGGORO, AGLNG JATI cia. EKO ber tempat 

di Gunung Tumpang Klaten belajar membuat Black Powder (bahan 

peledak low explosive), bahan-bahan yang di bawa waktu itu adalah 

KN03 berbentuk pupuk sebanyak 1 (satu ) plastik berat kurang lebih 1 

Kg, Arang halus sebanyak 1 (satu) plastik, Belerang sebanyak 1 (satu) 

Bongkahan kecil, yang mengajari waktu itu adalah EKO dan 

NUGROHO BUDI SANTOSO, dan cara pembuatannya mudah sekali 

yaitu semua bahan diha luskan terlebih dulu dengan cara di ulek 

(dihaluskan) selanjutnya bahan dicampur menjadi satu dengan 

perbanclingan 1 : 1 : 1 , selanjutnya campuran tersebut menjadi Black 



Powder (bahan peledak low explosive), latihan dilakukan hanya satu 

kali. 

- Pada sekitar September 2010, Terdakwa bersama dengan AGIJNG 

JATI SANTOSO, TRIBUDI SANTOSO, EKO, NUGROHO BUD1 

SANTOSO, XrDA ANGGORO dan JOKO LELONO, bertempat di 

samping Gunung Turnpang Klaten belajar membuat Granat tangan, 

bahanbahan yang dibawa adalah Selongsong batu baterai besar 

sebanyak 5 (lima) buah, bahan untuk black powder dan petasan kecil / 

petasan korek sebanyak 2 (dua) plastik kecil (sekitar 20 biji) dan Lem 

Alteco cair 1 (satu) buah serta semen putih 1 (satu) Kg, pembuatannya 

dilakukm sendiri-sendiri tidak ada yang mengajari karena semuanya 

sudah mendapatkan cara pembuatannya melalui internet, adapun cara 

terdakwa membuatnya adalah terlebih dahulu membuat Black powder, 

kemudian black powder dimasukan ke dalam selongsong batu baterai, 

selanjutnya tutupnya di lubangi dan diberi petasan korek dm 

dilekatkan menggunakan Semen putih yang dicampur dengan Lem, 

maka jadilah Granat tangan rakitan, narnun hasilnya setelah petasan 

disulut tidak meledak, sehingga latihan ini tidak berhasil, narnun 

karena bahan Black powder masih ada dan ternyata AGUNG JATI 

SANTOSO membawa Potasium, maka terdakwa dan teman-temannya 

tersebut mencampur Potasium dengan black powder dan ternyata 

setelah dicampur langsung menimbulkan api dengan cepat; 



Pada awal Desember 2010, terdakwa bersama NUGROHO, AGUNG 

JATI SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat 5 

(lima) bom molotov dipasang timer berisi bahan bakar bensin di 

pinggir sungai daerah Desa Buntalan Kecamatan Klaten Tengah, 1 

(satu) dian tara bom molotov tersebut diletakkan oleh terdakwa di Pos 

Polisi Delanggu pada sekitar jam 00.30 Wib dengan menggunakan 

sepeda motor Honda Grand w m a  hitam milik terdakwa. Terdakwa 

memecahkan kaca nako jende la pos Lantas dan memasukkan born dari 

sela-sela kaca yang pecah. Sebelumnya yang mengatur waktu timer 

bom untuk meledak pada jam 01.20 Wib adalah NUGROHO. Empat 

born lainnya diletakkan oleh masing-masing NUGROHO bersama 

TRIBUDI meletakkan 1 buah bom di Goa Maria daerah Prambanan 

perbatasan Klaten - Yogyakarta dan 1 buah bom di Pos Polisi RSI 

Klaten, sedangkan 2 buah bom diletakkan oleh AGUNG JATI 

SANTOSO bersarna YUDA ANGGORO di Gereja Jawa Manjung dan 

Gereja Polanharjo Klaten. Yang mendorong terdakwa dan teman- 

temannya untuk meletakkan bom di Pos Polisi adalah untuk balas 

dendam atau qisosh terhadap polisi yang selama ini telah menangkap 

para mujahidin dan mengganggap sebagai teroris. Bom yang 

diletakkan di gereja adalah untuk meneror orang-orang kafir supaya 

takut beribadah di Gereja. Selain itu juga sebagai pembalasan atas 

kristenisasi yang dilakukan orang- orang Nasrani selama ini di wilayah 

Jawa Tengah dan juga di tempat lain. Bom yang diletakkan terdakwa 



di Pos Polisi Delanggu tidak meledak, sedangkan bom diletakkan oleh 

AGUNG JATI SANTOSO bersama YUDA ANGGORO di Gereja 

Jawa Manjung Klaten meledak , namun t idak menimbulkan 

kebakaran; 

- Pada tangga 1 1 Suro (tangga 17 Desember 2010) terdakwa bersama 

HOGAN meletakkan bom dan surat titipan ATOK diatas Trotoar 

Alun-Alun Utara Surakarta depan Polsek Pasar Kliwon atas suruhan 

ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, tujuannya adalah untuk 

mengacaukan acara Kirab Kerbau Ki Slamet yang dipercaya oleh 

masyarakat Solo merupakan jelmaan orang sakti bernama KI 

SLAMET untuk mengambil kotoran kerbau yang diyakini warga Solo 

dapat mendatangkan berkah. Karena menurut terdakwa dan 

kelompoknya bahwa ha1 tersebut merupakan kemusrikan yang 

menyembah sesuatu sela in ALLAH, itulah sebabnya lokasi acara (Kra 

ton Solo) yang berdekatan dengan Polsek Pasar Kliwon menjadi target 

pengeboman oleh terdakwa dan kelompoknya agar warga 

menghentikan budaya musyrik tersebut. Pada hari yang sama ATOK 

juga memerintahkan NANANG GENDUT sendirian untuk meletakkan 

bom di Alun Alun Selatan yang berada di lokasi Kraton Solo untuk 

mengacaukan Acara Kirab Kerbau. ATOK juga memerintahkan 

AGLJNG bersama EKO SURYANTO meledakkiin bom di sebuah 

Gereja di Wilayah Gatak Sukoharjo dengan maksud untuk meneror 

orang-orang kafii (Nasrani) supaya takut beribadah di Gereja. Selain 



itu juga sebagai pembalasan atas kristenisasi yang di lakukan orang- 

orang Nasrani selama ini di wilayah Jawa Tengah dan juga di tempat 

lain. 

- Bahwa bom yang di letakkan terdakwa di trotoar depan Polsek Pasar 

Kliwon tidak meledak, sedangkan bom yang diletakkan oleh 

NANANG GENDUT di Alun Alun Selam yimg berada di lokasi 

Kraton Solo serta bom yang diletakkan AGUNG dan EKO 

SURYANTO di sebuah Gereja di Wilayah Gatak Sukoharjo meledak, 

namun tidak menimbulkan kebakaran; 

- Pada sekitar akhir Desember 2010, terdakwa bersama AGUNG JATI 

SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat born palsu 

berisi kotoran sapi dipasang timer dan detonator palsu, sebanyak 3 

(tiga ) buah bom, terdakwa juga membuat bom molotov sebanyak 2 

(dua) buah menggunakan botol sirup berisi bahan bakar bensin, pada 

bagian atas botol dipasang sumbuh kain sebagai tempat pembakaran. 

Setelah itu 2 (dm) buah bom palsu berisi kotoran sapi diletakkan oleh 

AGUNG dan YUDA ANGGORO di masjid Pancasila At-ta 'awun 

Klaten, dan 1 (satu) buah bom palsu oleh JOKO LELONO diletakkan 

di masjid Pancasila Ba'itul Makrnur, sedangkan 2 (dm) buah bom 

Molotov di lemparkan oleh terdakwa di masjid Pancasila Asy- syifa 

dekat RSI Klaten bersarna TRI BUD1 dengan menggunakan sepeda 

motor Honda Grand wama hi tam milik terdakwa Maksud dan Tujuan 

terdakwa melemparkan bom molotov berisi bahan bakar bensin yang 



telah disulut api adalah untuk membakar masjid yang merupakan 

masjid dhiror atau masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik 

pada rezim Soeharto, untuk meneror jamaah / orang-orang dirnasjid 

tersebut karena terdakwa menganggap mereka pro pemerintah. Selain 

itu terdakwa ingin menciptakan permusuhan atau konflik dengan cam 

adu domba agar jamaah di masjid tersebut mencurigai bahwa yang 

membakar masjid tersebut adalah orang- orang Nasrani. Pada saat 

konflik terjadi, terdakwa dm kelompoknya akan melakukan jihad yang 

sesungguhnya yaitu memerangi orang-orang kafir, nasrani / salibis, 

thogut dan pelaku kemusrikan seperti pemerintah yang tidak 

menggunakan hokum ALLAH dengan menggunakan senjata api, bom 

dan pedang. Bom Molotov yang dilemparkan terdakwa ke masjid 

Pancasila Asy-Syifa dekat RSI Klaten menimbulkan kobaran api, 

namun tidak merembet dan langsung padam; 

- Pada awal Januari 201 1 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa bersama 

NUGROHO menggunakan sepeda motor Honda hnpresa milik 

NUGROHO mencari target orang-orang Nasrani yang ada di gereja- 

gereja wilayah Kota Klaten, dan juga mencari target Polisi yang ada di 

Pos-Pos Polantas di wilayah Klaten untuk di tembak, terdakwa dan 

NUGROHO bergantian mengendarai sepeda motor dan juga 

bergantian memegang senjata api jenis PENGUN organik / buatan 

pabrik buatan Amerika berbentuk seperti pulpen. Namun setelah 

berkeliling mencari target di beberapa lokasi tidak ada orang- orang 



Nasrani yang ber ibadah dan juga tidak ada polisi di Pos- Pos Polantas, 

selanjutnya terdakwa dan NUGROHO menemukan sebuah nunah di 

daerah Brarnen Klaten yang sedang ada acara pernikahan, saat itu 

terdakwa yang dibonceng oleh NUGROHO melepaskan satu kali 

tembakan ke arah kerumunan orang-orang yang akan meninggalkan 

acara tersebut, setelah itu terdakwa bersama NUGROHO 

meninggalkan tempat tersebut. 

- Pada tanggal 20 Januari 2011 terdakwa bersama NUGROHO, 

TRIBUDI dan AGUNG JATI SANTOSO membuat bom di m a h  

AGUNG JATI SANTOSO di daerah Krapyak Merbung Klaten Selatan 

Kab. Klaten, sebanyak 2 (dua) buah bom yang dipersiapkan untuk 

diledakkan di lokasi Sebar Apem di komplek Makam Ki Ageng Gribig 

Jatinom Kab. Klaten karena lokasi tersebut sering dipergunakan untuk 

ritual kemusrikan. Setelah selesai membuat bom keesokan harhya, 1 

(satu) buah bom di letakkan oleh terdakwa bersama JOKO LELONO 

di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand 

warna hitam milik JOKO LELONO pada sek itar jam 09.00 Wib, 

terdakwa dan JOKO LELONO menggunakan baju pramuka agar tidak 

dicurigai warga. Terdakwa meletakkan bom tersebut dibawa kolong 

panggung yang ada di lapangan sebar apem, sedangkan satu bom 

lainnya diletakkan oleh NUGROHO di lokasi yang sama. NUGROHO 

menulis surat berisi ancaman yang intinya bahwa apabila tidak 

menghentikan budaya sebar apem akan ada bom yang lebih besar. 



Tujuan sehingga meletakkan bom di lokasi tersebut adalah untuk 

menghentikan acara sebar apem yang merupakan kemusrrikan. 

- Bahwa bom yang diletakkan terdakwa di komplek Makam Ki Ageng 

Gribig Jatinom tidak meledak. Selain itu terdakwa juga mendapatkan 

senjata PENGUN organik buatan Amerika tersebut dari ROKI 

APRISDIANTO Alias ATOK ketika terdakwa berada di rumah ATOK 

di Waru Baki Sukohqo, sesuai perintah ATOK kepada terdakwa 

untuk dipergunakan melakukan arnaliyah penembakan terhadap orang 

orang Nasrani dan Polisi. Saat penyerahan senjata PENGUN tersebut 

ATOK juga menyerahkan peluru sebanyak 16 (enam belas) butir serta 

1 (satu) selongsong peluru. Setelah itu senjata PENGUN berikut 16 

butir peluru aktif dan satu selongsong dis h p a n  di m a h  terdakwa, 

malam itu terdakwa mencoba belajar meletuskan senjata api PENGUN 

di pinggir jalan raya J1. Pemuda Klaten dan menembak satu butir 

peluru, setelah itu melakukan penembakan satu butir peluru di lokasi 

acara pernikahan tersebut diatas, kemudian keesokan harinya senjata 

api dikembalikan oleh terdakwa kepada ATOK di rumah ATOK, 

sedangkan sisa peluru 14 (empat belas) butir beserta 3 (tiga) buah 

selongsong peluru dishpan di rumah terdakwa. Peluru tersebutlah 

yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan rumah terdakwa 

beberapa saat sete lah terdakwa di tangkap. 

- Bahwa sebagian dana yang digunakan dalam kegiatan kelompok 

Ightiyalat berasal dari Iuran anggota kelompok Ightiyalat yang 



diberikan menurut keih lasan dengan waktu yang tidak ditentukan 

tergantung kebutuhan dan kemampuaa masing-masing, terdakwa 

memberikan sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah) beberapa kali yang dhmpulkan dari uang saku 

pemberian orang tua (Bapak dan Ibu terdakwa), begitu juga anggota 

lainnya untuk keperluan pembuatan bom dan kegiatan lain, 

sepengetahuaa terdakwa bahwa ada juga ban- dana dari Tim 

Hisbah Solo yang diserahkan melalui ROKI APIUSDIANTO Alias 

ATOK namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan 

dari Tim Hisbah Solo pimpinan SIGIT QORDOWI. 

Perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan dengan YUDA 

ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, 

NUGROHO BUDI SANTOSO, TRT BUDI SANTOSO, MUNCAR 

WAHYU, ROSID ARIFIN, IRFAN ,ROKI APIUSDIANTO alias 

ATOK untuk membuat Jmerakit bom low explosive dan 

menempatkannya dibeberapa tempat umum akan sangat 

membahayakan keselamatan jiwa orang-orang yang ada disekitarnya, 

akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, termasuk kerusakan 

harta benda disekelilingnya, karena tempat-tempat penempatan bom 

tersebut merupakan tempat mum, antara lain bom yang diletakkan 

oleh terdakwa sendiri di Pos Polisi Lalu lintas yang ada diperempatan 

jalan raya, bom di Trotoar jalan Alun Alun Utara depan Polsek Pasar 

Kliwon, dan bom di lokasi sebar apem Makam Ki Ageng Gribig Jati 



nom yang banyak dikunjungi warga masyarakat, serta perbuatan 

terdakwa yang meletuskan senjata api PENGUN di pinggir jalan raya 

JI . Pemuda Klaten. Selain itu Terdakwa juga menyimpan sisa-sisa 

bahan-bahan pembuatan bom serta amunisi peluru senjata api PEN 

GUN di rumah terdakwa dan telah disita; 

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorios 

Kriminalistik barang bukti bahan peledak No.Lab.109 IBHFI I I 201 1 

tanggal 07 Pebruari 201 1 disimpulkan barang bukti yang ditemukan di 

nunah terdakwa. 

Dari uraian tersebut jelas bahwa JPU menuntut terdakwa dengan 

menggunakan Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang- Undang Republik Indonesia 

No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme Menj adi Undang-Undang. 

Kedua, bahwa terdakwa AW, bersarna- sama dengan antara lain YUDA 

ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO 

BLDI SANTOSO, TRI BLDI SANTOSO, ROKI APRISDIANTO alias 

ATOK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 

20 10 sampai dengan bulan Januari 20 1 1, atau setidak-tidaknya dalarn 

waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 201 1, bertempat di Gereja 

Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten, di 

depan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. 

Polanharjo, Kab. Klaten, di Pos Jaga Polantas C03 Dukuh Sukorame Desa 



Karang Kecamatan Delanggu Kab. Klaten, di Pos Polisi Simpang Empat 

RSI J1. Raya Solo- Yogyakarta Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan 

Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, di serambi kiri masjid Ata'awun Pancasila 

Dk. Kaliwingko Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, di Gereja 

Katolik Kristus Raja di Jl. Pramuka No. 2 Gatak, Sukoharjo, di Trotoar J1. 

Alun-Alun Utara No. 10 Pasar Kl iwon, di l w  pagar depan Polsek Pasar 

Kliwon, Surakarta, di komplek Makam K.A. Gribig Kampung Jatinom 

Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom Kab. Klaten, dan di rumah Dukuh 

Buntalan Desa Buntalan Rt. 001 Rw.09 Kel. Bunta Ian Kec. Klaten 

Tengah Kab. Klaten atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih 

termasuk dalam daerah hukurn Pengadilan Negeri Klaten, dan dengan 

mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan 

Negeri Klaten berwenang untuk mengadili, melakukan permufakatan 

jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan hukurn memasukan ke 

Indonesia, membuat, menerima, memperoleh ,mencoba memperoleh, 

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 

menyirnpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau 

mengelwkan ke dad atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, 

atau sesuatu bahan peledak clan bahan-bahan lainnya yang berbahaya 

dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan 

tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai bedat :  



Pada sekitar Desember 2008 ketika itu terdakwa AW mash duduk di 

kelas 1 1 SMK Negeri 2 Klaten, ikut Organisasi ROHIS (Rohani Islam) 

yang dipimpin oleh AJI PRAMONO dengan jumlah peserta sekitar 30 

(tiga puluh) orang kesemuanya merupakan siswa SMK Negeri 2 

Klaten, kegiatan yang dilakukan adalah Dakwah dilingkungan Sekolah 

tentang Islam. Pada sekitar bulan Agustus 2009, terdakwa diajak oleh 

MCTNCAR WAHYU yang sama-sarna sebagai peserta ROHIS untuk 

mengikuti pengajian intensif di rumah Ustad MUS'AB di Gergunung 

Klaten dengan materi pengajian tentang kajian Jihad, maka sejak bulan 

Agustus 2009 terdakwa bersama-sama YUDA ANGGORO, JOKO 

LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI 

SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, SIGIT PURNOMO, MUNCAR 

WAHYU dan ROSID ARIFIN mengikuti pengajian di rumah Ustad 

MUS'AB yang diisi oleh Ustad MUS'AB sendiri yang mengkaji 

rnasalah jihad. Di tempat pengajian tersebut terdakwa dan teman- 

temannya bertemu dan mengenal ROKI APRISDLANTO a1 ias ATOK 

dan IRFAN yiuig juga mengikuti kajiiin tentang jihad yang 

disampaikan oleh Ustad MUS'AB. Jihad yang diajarkan oleh Ustad 

MUS'AB adalah tentang perang melawan orang kafir, dan yang 

dimaksud kafir sesuai yang diajarkan oleh Ustad MUS'AB yang 

diarnbil dari Buku Akidah Islam Al-Qaeda adalah Togut yaitu 

sesembahan selain Allah, dan yang membuat aturan yang tidak 

mengacu pada aturan Allah , termasuk jajaran Pemerintahan Indonesia, 



Arnerika dan Negara pendukungnya, ini semuanya adalah Togut yang 

harus diperangi, perang yang dia jarkan adalah dengan cara melakukan 

pembunuhan, untuk melakukan pembunuhan maka dilakukan dengan 

cara menggunakan senjata yaitu bisa menggunakan senjata api, bom, 

racun dan juga senjata tajam. 

- Pada sekitar Januar i 2010 bertempat di Masjid Madinatun Nabawiyah 

dekat rumah ROKI APFUSDIANTO alias ATOK yang beralamat di 

Kelurahan Gatak Sukoharjo terdakwa bersama dengan YCTDA 

ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, 

NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, MUNCAR 

WAHYU, ROSID ARIFIN, SARJIANTO, SFUYONO, IRFAN dan 

EKO dikumpulkan oleh ROKI APFUSDIANTO alias ATOK diajak 

mengamalkan ilmu yang didapat dari Kajian bersama Ustad MUS'AB 

yaitu tentang Jihad, saat itu ROKI APFUSDIANTO alias ATOK 

mengatakan bahwa tim tersebut dibentuk untuk dijadikan tim 

"Ightiyalat" (artinya Jihad membunuh dengan sembunyi-sembunyi ) 

untuk wilayah Klaten , sebagai Pimpinan ter tinggi dalam Organisasi 

in i adalah ROKI APRISDIANTO alias ATOK, sedangkan terdakwa 

dan teman-teman lainnya yang ikut hadir dalam pembentukan 

Organisasi tersebut adalah sebagai Anggota. 

- Tujuan dibentuknya Organisasi tersebut adalah untuk melaksanakan 

pembunuhan secara diarn-diam terhadap orang kafiir sesuai yang 

diajarkan oleh Ustad MUS'AB yang mengacu pada buku terb itan A1 - 



Qaeda dianta ranya Buku Akidah Islam A1 - Qaeda. Dalam Organisasi 

tersebut yang telah dilaksanakan adalah Latihan menembak dengan 

menggunakan senapan angin yang di laksanakan di Sekolah SMK 

Negeri 2 Klaten pada setiap hari Minggu yang dipimpin / dilatih oleh 

IRFAN, disamping itu juga diadakan latihan Silat di rumah Mas 

DAROJI di Krapyak Klaten , Silat yang dipelajari adalah teknik untuk 

membunuh. 

- Pada pertengahan Mei 2010, ROKI APRISDIANTO alias ATOK 

menyuruh W A N  untuk belajari lmu Bom pada NERI Al ias SHOGIR 

yang sudah dikena 1 oleh kelompok terdakwa, karena diketahui bahwa 

NERI Alias SHOGIR memiliki keahlian membuat Bom, selanjutnya 

pada akhir Mei 201 0, IRFAN yang telah mendapatkan ilmu membuat 

bom yang diperoleh dari NEIU alias SHOGIR sedikit demi sedikit 

mengajari kelompok terdakwa tentang cara membuat BOM. 

- Awalnya yang ikut dilatih membuat bom sesuai pilihan IRFAN adalah 

ROKI APRISDIANTO alias ATOK, selanjutnya ROKI 

APRISDIANTO alias ATOK yang telah mendapat ilmu merakit BOM 

dari IRFAN mengajari semua anggota kelompok Ightiyalat Klaten 

termasuk terdakwa, Terdakwa diajari cara membuat rangka ian 

elektronik pemicu BOM dengan cara menyambung kabel dengan alat 

elektronik yang lainnya. Terdakwa mengikuti pelajaran pembuatan 

rangkaian pemicu BOM yang diajari oleh ROKI APRISDIANTO alias 

ATOK sebanyak tiga kali pertemuan. 



- Pada sekitar awal Juli 2010, terdakwa bersama NUGROHO BUDI 

SANTOSO, YUDA ANGGORO, AGUNG JATI dan EKO ber ternpat 

di Gunung Tumpang Klaten belajar membuat Black Powder (bahan 

peledak low explosive), bahan-bahan yang dibawa waktu itu adalah 

KN03 berbentuk pupuk sebanyak 1 (satu) plastik berat kurang lebih 1 

Kg, Arang halus sebanyak 1 (satu) plastik , Belerang sebanyak 1 (satu) 

Bongkahan kecil, yang mengajari waktu itu adalah EKO dan 

NUGROHO BUDI SANTOSO, dan cara pembuatannya mudah sekali 

yaitu semua bahan dihaluskan terlebih dulu dengan cara diulek 

(dihaluskan) selanjutnya bahan dicampur menjadi satu dengan 

perbandingan 1 : 1 : 1 , selanjutnya campuran tersebut menjadi Black 

Powder (bahan peledak low explosive), latihan di lakukan hanya satu 

kali . 
- Pada sekitar September 2010, Terdakwa bersama dengan AGUNG 

JATI SANTOSO, TRIBUDI SANTOSO, EKO, NUGROHO BUDI 

SANTOSO, YUDA ANGGORO dan JOKO LELONO, bertempat di 

samping Gunung Turnpang Klaten belajar membuat Granat tangan, 

bahanbahan yang dibawa adalah Selongsong batu batera I besar 

sebanyak 5 ( 1 irna) buah, bahan untuk black powder dan petasan kecil 

1 petasan korek sebanyak 2 (dua) plastik kecil (sekitar 20 biji) dan Lem 

Alteco cair 1 (satu) buah serta semen putih 1 (satu) Kg, pembuatannya 

dilakukan sendiri-sendiri tidak ada yang mengajari karena semuanya 

sudah mendapatkan cara pembuatannya melalui internet, adapun cara 



terdakwa membuatnya adalah terlebih dahulu membuat Black powder, 

kemudian black powder dimasukan ke dalam selongsong batu baterai, 

selanjutnya tutupnya dilubangi dan diberi petasan korek dan dilekatkan 

menggunakan Semen putih yang dicampur dengan Lem, maka jadilah 

Granat tangan rakitan, narnun hasilnya setelah petasan disulut tidak 

meledak, sehingga latihan ini tidak berhasil, namun karena bahan 

Black powder masih ada dan ternyata AGUNG JATI SANTOSO 

membawa Potasium, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut 

mencampur Potasium dengan black powder dan temyata setelah 

dicampur langsung menimbulkan api dengan cepat ; 

- Pada awal Desember 2010, terdakwa bersama NUGROHO, AGUNG 

JATI SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat 5 

(lima) bom molotov dipasang timer berisi bahan bakar bensin di 

pinggir sungai daerah Desa Bunta lan Kecamatan Klaten Tengah, 1 

(satu) diantara bom molotov tersebut di letakkan oleh terdakwa di Pos 

Polisi Delanggu pada sekitar jam 00.30 Wib dengan menggunakan 

sepeda motor Honda Grand warna hitam milk terdakwa. Terdakwa 

memecahkan kaca nako jendela pos Lantas dan memasukkan born dari 

sela-sela kaca yang pecah. Sebelumnya yang mengatur waktu timer 

bom untuk meledak pada jam 01.20 Wib adalah NUGROHO. Empat 

born lainnya di letakkan oleh masing-masing NUGROHO bersama 

TRIBUDI meletakkan 1 buah bom di Goa Maria daerah Prambanan 

perbatasan Klaten - Yogyakarta dan 1 buah born di Pos Polisi RSI 



Klaten, sedangkan 2 buah born diletakkan oleh AGUNG JATI 

SANTOSO bersama YUDA ANGGORO di Gereja Jawa Manjung dan 

Gereja Polanhar jo Klaten. Yang mendorong terdakwa dan teman- 

temannya untuk meletakkan born di Pos Polisi adalah untuk balas 

dendam atau qisosh terhadap polisi yang selama ini telah menangkap 

para mujahidin dan mengganggap sebagai teroris. Bom yang 

diletakkan di gereja adalah untuk meneror orang-orang kafir supaya 

takut beribadah di Gereja. Selain itu juga sebagai pernbalasan atas 

kristenisasi yang dilakukan orang-orang Nasrani selama ini di wilayah 

Jawa Tengah dan juga di tempat lain. Born yang diletakkan terdakwa 

di Pos Polisi Delanggu tidak rneledak, sedangkan born di letak kan 

oleh AGUNG JATI SANTOSO bersama YUDA ANGGORO di 

Gereja Jawa Manjung Klaten meledak, namun tidak menimbulkan 

kebakaran; 

- Pada tanggal 1 Suro (tanggal 7 Desember 2010) terdakwa bersama 

HOGAN meletakkan bom dan swat titipan ATOK diatas Trotoar 

Alun-Alun Utara Surakarta depan Polsek Pasar Kliwon atas suruhan 

ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, tujuannya adalah untuk 

rnengacaukan acara Kirab Kerbau Ki Slamet yang dipercaya oleh 

masyarakat Solo merupakan jelmaan orang sakti bernama KI 

SLAMET untuk mengambil kotoran kerbau yang diyakini warga Solo 

dapat rnendatangkan berkah. Karena menurut terdakwa dan 

kelompoknya bahwa hal tersebut merupakan kemusrikan yang 



menyembah sesuatu selain ALLAH, itulah sebabnya lokasi acara 

(Kraton Solo) yang berdekatan dengan Polsek Pasar Kliwon menjadi 

target pengeboman oleh terdakwa dan kelompoknya agar warga 

menghentikan budaya musyrik tersebut. Pada hari yang sama ATOK 

juga memerintahkan NANANG GENDUT sendirian untuk meletakkan 

bom di AIm Alun Selatan yang berada di lokasi Kraton Solo untuk 

mengacaukan Acara Kirab Kerbau. ATOK juga memerintahkan 

AGLJNG bersama EKO SURYANTO meledakkan born di sebuah 

Gereja di Wilayah Gatak Sukoharjo dengan maksud untuk meneror 

orang-orang kafir (Nasrani) supaya takut beribadah di Gereja. Selain 

itu juga sebagai pembalasan atas kristenisasi yang dilakukan orang- 

orang Nasrani selama ini diwilayah Jawa Tengah clan juga di tempat 

lain. 

- Bahwa bom yang di letakkan terdakwa di trotoar depan Polsek Pasar 

Kliwon tidak meledak, sedangkan born yang diletakkan oleh 

NANAIVG GENDUT di Alun Alun Selatan yang berada di lokasi 

Kraton Solo serta bom yang diletakkan AGLTNG dan EKO 

SURYANTO di sebuah Gereja di Wilayah Gatak Sukohar jo meledak, 

namun tidak menimbulkan kebakaran; 

- Pada sekitar akhir Desember 2010, terdakwa bersama AGLTNG JATI 

SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat bom palsu 

berisi kotoran sapi dipasang timer clan detonator palsu, sebanyak 3 

(tiga) buah bom, terdakwa juga membuat bom molotov sebanyak 2 



(dua) buah menggunakan botol sirup berisi bahan bakar bensin, pada 

bagian atas botol dipasang sumbuh kain sebagai tempat pembakaran. 

Setelah itu 2 (dua) buah bom palsu berisi kotoran sapi diletakkan oleh 

AGUNG dan YUDA ANGGORO di masj id Pancasila At-ta'awun 

Klaten, dan 1 (satu) buah bom palsu oleh JOKO LELONO diletakkan 

di masjid Pancasila Ba'itul Makrnur, sedangkan 2 (dua) buah bom 

Molotov di lemparkan oleh terdakwa di masjid Pancasila Asy- sy ifa 

dekat RSI Klaten bersama TRI BUD1 dengan menggunakan sepeda 

motor Honda Grand warna hitarn milik terdakwa. Maksud dan Tujuan 

terdakwa melemparkan bom molotov berisi bahan bakar bensin yang 

telah disulut api adalah untuk membakar masjid yang merupakan 

masjid dhiror atau masjid yang dibangun oleh orang- orang munafik 

pada rezim Soeharto, untuk meneror jamaah 1 orang- orang dimasjid 

tersebut karena terdakwa menganggap mereka pro pemerintah. Selain 

itu terdakwa ingin menciptakan permusuhan atau konflik dengan cara 

adu domba agar jamaah di masjid tersebut mencurigai bahwa yang 

membakar masjid tersebut adalah orang- orang Nasrani. Pada saat 

konflik terjadi, terdakwa dan kelompoknya akan melakukan jihad yang 

sesungguhnya yaitu memerangi orang-orang kafir, nasrani 1 salibis, 

thogut dan pelaku kemusrikan seperti pemerintah yang tidak 

menggunakan hokum ALLAH dengan menggunakan senjata api, bom 

dan pedang. Bom Molotov yang dilemparkan terdakwa ke masjid 



Pancasila Asy- syifa dekat RSI Klaten menimbulkan kobaran api, 

namun tidak merembet dan langsung padam; 

Pada awal Januari 201 1 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa bersama 

NUGROHO menggunakan sepeda motor Honda Impresa rnilik 

NUGROHO mencari target orang-orang Nasrani yang ada di gereja- 

gereja wilayah Kota Klaten , dan juga mencari target Polisi yang ada di 

Pos-Pos Polantas di wilayah Klaten untuk ditembak, terdakwa dan 

NUGROHO bergantian mengendarai sepeda motor dan juga 

bergantian memegang senjata api jenis PEN GUN organik / buatan 

pabrik buatan Amerika berbentuk seperti pulpen. Narnun setelah 

berkeliling mencari target di beberapa lokasi tidak ada orang-orang 

Nasrani yang beribadah dan juga tidak ada polisi di Pos- Pos Polantas, 

selanjutnya terdakwa dan NUGROHO menemukan sebuah rumah di 

daerah Bramen Klaten yang sedang ada acara pernikahan, saat itu 

terdakwa yang dibonceng oleh NUGROHO melepaskan satu kali 

tembakan ke arah kerumunan orang-orang yang akan meninggalkan 

acara tersebut, setelah itu terdakwa bersama NUGROHO 

meninggalkan ternpat tersebut . 
Pada tanggal 20 Januari 2011 terdakwa bersama NUGROHO, 

TRIBUDI dan AGUNG JATI SANTOSO membuat bom di rumah 

AGUNG JATI SANTOSO di daerah Krapyak Merbung Klaten Sela 

tan Kab. Klaten, sebanyak 2 (dua) buah bom yang dipersiapkan untuk 

diledakkan dilokasi Sebar Apem di komplek Makam Ki Ageng Gribig 



Jatinom Kab. Klaten karena lokasi tersebut sering dipergunakan untuk 

ritual kemusrikan. Setelah selesai membuat bom keesokan harinya, 1 

(satu) buah bom di let& kan oleh terdakwa bersama JOKO LELONO 

di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand 

warm hitam mil& JOKO LELONO pada sekita r jam 09.00 Wib, 

terdakwa dan JOKO LELONO menggunakan baju pramuka agar tidak 

dicurigai warga. Terdakwa meletakkan bom tersebut dibawa kolong 

panggung yang ada di lapangan sebar apem, sedangkan satu bom 

lainnya diletakkan oleh NUGROHO di lokasi yang sama. NUGROHO 

menulis surat berisi ancaman yang intinya bahwa apabila tidak 

menghentikan budaya sebar apem akan ada bom yang lebih besar. 

Tujuan sehingga meletakkan born di lokasi tersebut adalah untuk 

menghenti kan acara sebar apem yang merupakan kemusrrikan. 

- Bahwa bom yang diletakkan terdakwa di komplek Makam Ki Ageng 

Gribig Jatinom tidak meledak. Selain itu terdakwa juga mendapatkan 

senjata PENGUN organik buatan Arnerika tersebut dari ROKI 

APRISDIANTO Alias ATOK ketika terdakwa berada di rumah ATOK 

di Waru Baki Sukoharjo, sesuai perintah ATOK kepada terdakwa 

untuk dipergunakan melakukan amaliyah penembakan terhadap 

orangorang Nasrani dan Polisi. Saat penyerahan senjata PEN GUN 

tersebut ATOK juga menyerahkan peluru sebanyak 16 (enam belas) 

butir serta 1 (satu) selongsong peluru. Setelah itu senjata PENGUN 

berikut 16 butir peluru aktif dan satu selongsong disimpan di rumah 



terdakwa, malam itu terdakwa mencoba belajar meletuskan senja tapi 

PENGUN di pinggir jalanraya J1. Pemuda Klaten dan menembak satu 

butir peluru, setelah itu melakukan penembakan satu butir peluru di 

lokasi acara pernikahan tersebut diatas, kemudian keesokan harinya 

senja tapi dikembalikan oleh terdakwa kepada ATOK di rumah 

ATOK, sedangkan sisa peluru 14 (empat belas) butir beserta 3 (tiga) 

buah selongsong peluru dishpan di rumah terdakwa. Peluru 

tersebutlah yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan rumah 

terdakwa beberapa saat setelah terdakwa di tangkap. 

- Bahwa sebagian dana yang digunakan dalam kegia tan kelompok 

Ightiyalat berasal dari iuran anggota kelompok Ightiyalat yang 

diberikan menurut keihlasan dengan waktu yang tidak ditentukan 

tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing, terdakwa 

memberikan sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah) beberapa kali yang dikumpulkan dari uang saku 

pemberian orang tua (Bapak dan Ibu terdakwa), begitu juga anggota 

lainnya untuk keperluan pembuatan bom dan kegiatan lain, 

sepengetahuan terdakwa bahwa ada juga bantuan dana dari Tim 

Hisbah Solo yang diserahkan melalui ROKI APRISDIANTO Alias 

ATOK namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan 

dari Tim Hisbah Solo pimpinan SIGIT QORDOWI. 

- Perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan dengan YLTDA 

ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, 



NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, MUNCAR 

WAHYU, ROSID ARIFIN, IRFAN ,ROKI APRISDIANTO alias 

ATOK untuk membuat /merakit bom low explosive dan 

menempatkannya dibeberapa tempat umum akan sangat 

membahayakan keselamatan jiwa orang- orang yang ada disekitarnya, 

akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, termasuk kerusakan 

harta benda disekelilingnya, karena tempat-tempat penempatan bom 

tersebut mempakan tempat umurn, antara lain bom yang di letakkan 

oleh terdakwa sendiri di Pos Polisi Lalu lintas yang ada diperempatan 

jalan raya, bom di Trotoar jalan Alun Alun Utara depan Polsek Pasar 

Kliwon, dan born di lokasi sebar apem Makam Ki Ageng Gribig 

Jatinom yang banyak dikunjungi warga masyarakat, serta perbuatan 

terdakwa yang meletuskan senjata tapi PENGLIN di pinggir jalan raya 

J1 . Pemuda Klaten. Selain itu Terdakwa juga menyirnpan sisa-sisa 

bahan-bahan pembuatan bom serta amunisi peluru senjata tapi 

penghunii di rumah terdakwa dan telah disita ; 

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorios 

Krkninalistik barang bukti bahan peledak No.Lab.109 /BHF/ I / 201 1 

tanggal 07 Pebruari 201 1 disirnpulkan barang bukti yang ditemukan di 

rumah terdakwa. 

Dari waian tersebut jelas bahwa JPU menuntut terdakwa dengan 

menggunakan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 



Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; 

Tentang Putusan Hakim 

Untuk melihat ketetapan sebuah putusan terutarna yang berupa 

pemidanaan yang dibuat hakim perlu memperhatikan syarat formal yang 

diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Adapun isi swat putusan 

pemidanaan memuat: 

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi; "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". 

b. Nama lengkap, tempat lahir, umw atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. 

c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam swat dakwaan. 

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam swat tuntutan. 

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 

tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan t erdakwa. 

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara 

diperiksa oleh hakim tunggal. 



h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 

dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan 

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 

jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. 

j. Keterangan bahwa seluruh swat ternyata palsu atau keterangan dimana 

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat swat otentik dianggap palsu. 

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam t a h m  atau 

dibebaskan. 

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umurn, nama hakim yang 

rnemutus dana nama panitera. 

Selanjutnya Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan: tidak 

terpenuhinya ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan 1 pasal ini 

mengakibatkan batal demi hukum. Dalam putusan ini sudah tepat karena telah 

memenuhi ketentuan dari unsur-unsur yang tekandung dalam Pasal 197 ayat 

(1) KUHAP dan syarat-syarat materiilnya yang diatur dalam ayat (1) d dan 

ayat (1) h telah terpenuhi, seperti berikut: 

- Menyatakan Terdakwa Anak AW, sebagaimana tersebut diatas, telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

kejahatan TERORISME; 

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa anak tersebut, 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak 

tersebut, dilanangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan 

kepadanya; 

- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

- Menetapkan Barang Bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum 

untuk dipergunakan dalam perkara lain; 

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.5.000, - (lima ribu rupiah); 

Hakim dalam membuat keputusannya hendaknya disamping hams 

memenuhi ketentuan yuridis formal, sebagairnana yang dipersyaratkan oleh 

dua ketentuan pasal tersebut di atas. Sebaiknya hakim juga harus mengadakan 

motivering yaitu pemyataan secara singkat tentang alasan-alasan yang dipakai 

untuk mengadakan putusan. Menurut Moeljatno, ada empat macam 

motivering, yaitu: 

a. Motivering hal-ha1 yang dianggap terbukti 

Alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan 

pidana dalam hal-ha1 yang dianggap terbukti tentang perbuatan terdakwa. 

Dalarn hal ini menurut majelis Hakirn terdakwa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur 

Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang. Beriktu ini motivering yang dipertimbangkan 



majelis Hakim dalam putusan ini. Mengenai motivering tentang hal-hal 

yang dianggap terbukti dalam putusan ini pada prinsipnya dapat dikatakan 

telah terpenuhi dengan baik sebagaimana dalam kutipan ini: 

- Unsur Setiap Orang, bahwa yang dimaksud dengan orang atau 

penydah guna disini addah orang sebagai Subyek Hukum yang sehat 

jasmani dan Rohani dan mampu untuk bertanggung jawab dan 

mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, yang atas perbuatan 

mana dapat dipidana, baik perorangan maupun badan hukurn 

- Unsur Melakukan Permufakatan Jahat, bahwa dalam Pasal 88 KUHP 

(wetboek van strafiecht) dikatakan , ada permufakatan jahat apabila 

dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. 

- Unsur Secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, 

membuat,menerirna,mencoba memperoleh, menyerahkan atau 

mencoba menyerahkan, menguasai ,membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyirnpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dadatau 

dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan 

peledak dan bahan- bahan lainnya yang berbahaya. 

- Unsur Dengan Maksud Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme, 

bahwa pengertian, dengan maksud adalah suatu sikap batin untuk 

mewujudkan suiitu tujuiin yimg dikehendaki . 

b. Motivering kual i fh i ,  dalam putusan ini juga telah terpenuhi oleh Majelis 

Hakim dengan baik sebagaimana dalam kutipan berikut ini: 



Motivering ini adalah berupa penegasan mengenai perbuatan pidana apa 

yang dilakukan terdakwa dan untuk mengetahuinya tergantung terbukti 

tidaknya perbuatan piana yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam 

perkara ini kualifikasi pidana atau delik pidananya adalah perbuatan. 

Putusan ini dikualifikasikan melanggar Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Karena telah terbukti 

unsur-unsur delik tersebut. K a n a  semua unsur-unsur dalam pasal 

tersebut terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terbukti secara sah dan 

meyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan pertama Pasall5 Jo. Pasal 0 Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; 

c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa 

Menurut Moeljatno, untuk dapat dipidana hams ada unsur yang harus 

dipenuhi yaitu: 

- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) 

- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan. 

- Tidak ada alasan pemaaf.sO 



Dalam putusan ini ajelis Hakim telah mempertimbangkan motivering 

tentang dapat dipidananya terdakwa yang juga telah terpenuhi dengan 

baik oleh majelis Hakim sebagaimana dari kutipan berikut ini: 

- Menirnbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, saksi - 

saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang 

diajukan dirnuka pers idangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak 

disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona bahwa 

Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah 

melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum ; 

- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa 

terdakwalah orang yang dimaksud dengan setiap orang dalam dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang 

didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian 

unsur - unsur selanjutannya; 

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis 

Hakim berpendapat bahwa yang dirnaksudkan dengan "Setiap Orang" 

dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah 

Terdakwa AW alias AHMAD bin PARTONO; 

- Menimbang, bahwa dalam pasal 88 K L W  (wetboek van strafiecht), 

"dikatakan, ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah 

sepakat akan melakukan kejahatan". 



- Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, dikaitkan 

dengan fakta-fakta yang diperoleh di dalam pers idangan telah ternyata 

bahwa, diawali dengan pemahaman yang keliru tentang jihat dari 

Ustad MUS'AB dalam setiap pengajian yang di ikuti oleh terdakwa 

dengan teman- teman lainya antara lain saksi NUGROHO BUDI 

SANTOSO, saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi JOKO LELONO, 

saksi YUDA ANGGORO, WAHYU, DAROJI , EKO, MUNCAR, 

kemudian terdakwa mendiskusikan pemahaman tentang jihat tersebut 

di serambi masjid dalam setiap kesempatan setelah mereka usai 

mengikuti pengajian 

- Menimbang, bahwa pemahaman ten tang Jihad yang terserab dalam 

pikiran terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah tentang jihad 

untuk memerangi orang-orang kafir. Adapun yang dimaksud dengan 

orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak menjalankan hukum 

Islam seperti Pemerintah yang membuat undang-undang yang bukan 

berasal dari ALLAH SWT termasuk Polisi yang selama ini menangkap 

para mujahidin, orang-orang NASRANI, orang-orang YAHUDI, 

Amerika dan sekutunya; 

- Menimbang bahwa keadaan ini kemudian dirnanfatkan oleh saksi 

ROKI APRISDIANTO Alias ATOK merangkul anak- anak muda yang 

berfikiran kritis dan memunyai semangat tinggi, seperti halnya dengan: 

Terdakwa (AW), AGUNG JATI SANTOSO, saksi TRI BUDI 

SANTOSO, saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, saksi JOKO 



LELONO, IRFAN dan saksi YUDA ANGGORO dan yang lainnya 

guna membentuk kelompok untuk melakukd mewujudkan arnal 

iayah jihad yang disebut sebagai "Ightiyaalatbb yang artinya melakukan 

pembunuhan sembunyi-sembunyi. 

- Menimbang, bahwa istilah ightiyalat ini digunakan oleh saksi ROKI 

APRISDIANTO Alias ATOK, setelah terin spirasi dari pengajian- 

pengajian yang disampaikan oleh Ustad MUS'AB di Masjid Jarnik 

Krapyak Klaten maupun di Masjid Danguran Klaten Selatan, clan di 

rumah Ustad MUS'AB di Gergunung Klaten. 

- Menimbang, bahwa telah ternyata saksi ROKI APRISDIANTO Alias 

ATOK adalah mantan anggota NII, yang telah keluar pada tahun 2008, 

dimana didalarn pikiran dan jiwanya, seldu berkembang adanya 

keinginan merekrut jamaah / orang- orang yang dianggap sepaham dan 

bersemangat tinggi guna mewujudkan keinginannya melakukan 

arnaliyah jihad memerangi orang kafir ; 

- Menimbang bahwa kemudian saksi ROKI APRISDIANTO Al ias 

ATOK berhasil mengumpulkan anak-anak muda, antara lain 

Terdakwa, Tribudi, Joko Lelono, Agung Jati, Yuda, Muncar, Rosid, 

Eko Saryanto di Masjid Madinatun Nabawiyah Di Desa Cangakan, 

Kecamatan Gatak , Kab. Sukoharjo ; 

- Menimbang, team atau kelonipok bentukan dari saksi-saksi ROKI 

APRISDIANTO Alias ATOK tersebut sesungguhnya tanpa narna 

pasti, narnun kegiatan yang di rencanakan adalah untuk melaksanakan 



amaliyah jihad dengan cara Ightiyalat artinya pembunuhan misterius 

atau sembunyi-sembunyi. Suatu istilah I kata dalam bahasa arab yang 

sering muncul atau digunakan didalam pengajian Ustad MUS'AB 

ketika mengkaji perrnasalahan jihad ; 

- Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap di dalam persidangan persiapan persiapan yang dilakukan 

oleh kelompok saksi ROKI APRISDIANTO alias Atok, bersarna- 

sama dengan Terdakwa (AW) , AGUNG JATI SANTOSO, saksi TRI 

BUDI SANTOSO, saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, saksi JOKO 

LELONO, IRFAN dan saksi YUDA ANGGORO dan yang lainnya 

adalah menyusun team dengan susunan organi sasi. 

- Menimbang, bahwa persiapan-persiapan awal untuk mewujudkan 

tujuan kelompok tersebut, mereka kemudian mulai belajar menembak 

dan berenang dan dan kegiatan fisik lainnya antara lain, set up dan pus 

up, dm kegiatan mengikuti pengaj ian-pengaj ian di berbagai tempat 

untuk memantapkan pemikiran 1 paham tentang jihad ; 

- Menirnbang, bahwa kemudian saksi ROKI APRISDIANTO alias 

ATOK menyuruh IRFAN untuk belajar ilmu merakit bom kepada 

NERIL Alias SHOGIR yang telah dikenal saksi ATOK sebelumnya di 

Yayasan penerbit "Kafayeh" Klaten. 

- Menirnbang, bahwa pilihan saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, 

menyuruh IRFAN belajar merakit born kepada NERIL Alias SHOGIR, 



karena saksi tahu bahwa NERIL memiliki kemampuan merakit bom 

yang didapatkan dari DR.AZAHART ; 

- Menimbang, bahwa persiapan berikutnya, setelah mereka dapat 

memahami cara atau teknik membuat bom, kemudian atas perintah 

saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, masing- masing, terrnasuk 

Terdakwa berbagi tugas belajar membuat rangkaian bom dan 

menempatkan diberbagai tempat. 

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut 

diatas, maka terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama 

dengan teman-temannya tersebut diatas telah melakukan permufakatan 

jahat melakukan teror 

- kepada masyarakat pada wnumnya dengan dalih melaksanakan 

arnaliyah jihad untuk memerangi orang-orang kafir, memerangi 

kemusyirkan serta melakukan balas dendam. 

- Menimbang bahwa dalam perkembangannya, ajaran melawan hukurn 

ternyata telah diperluas menjadi ajaran melawan hukum yang tidak 

hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis saja, akan tetapi juga 

bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tidak tertulis atau 

bertentangan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat ; 

- Menimbang bahwa, Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya telah 

memberikan pengertian ajaran melawan hukum yang bersifat luas. 

Sebagairnana tersebut dalam berbagai putusannya, No. 42 K/Kr I1965 

tangga 1 8 Januar i 1966, putusan N0.81 K/Kr I1973 tangga 1 9 Maret 



1977, putusan MA No. 275 W i d  11983 tanggal 15 Desember 1983 

dan Putusan MA No. 24 W i d  I1 984 tangga 1 6 Juni 1985, yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti 

luas, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan 

yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis) dan 

perbuatan-perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan 

h h  yang tidak tertulis, yaitu tindakan-tindakan yang bersifat 

tercela, atau ti& sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalarn 

kehidupan masyarakat 

- Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pengertian-pengertian atau 

arti dari, "secara melawan hulcum". (wedewechtlijk) sebagaimana 

tersebut di atas, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan unsur 

ke 3 surat dakwaan alternati pertama primair, 

- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah 

temgkap tersebut diatas maka telah ternyata pada awal Desember 

2010, sekitar jam 05.00 - 06.00 WIB di beberapa tempat di wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Klaten telah ditemukan 5 (lima) rangka ian 

Bom dalam waktu yang hampir bersamaan. 

- Menimbang, bahwa salah satu born yang terletak di di depan Gereja 

Kristen Jawa Manjung, telah meledak sedangkan empat bom lainnya 

tidak meledak, 

- Menimbang, bahwa telah temyata ke 5 (lima) rangkain bom jenis Bom 

Molotov tersebut dibuat oleh Terdakwa secara bersarna sarna dengan, 



AGUNG JATI SANTOSO, Saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, 

Saksi TRI BUDI SANTOSO, clan saksi YUDA ANGGORO di pinggir 

Kali Desa Buntalan Dukuh; 

- Menimbang, bahwa pembuatan rangkain bom Molotov tersebut diatas 

adalah atas perintah dari Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK 

selaku pimpinan / Amir kelompoW Organisasi Jihad Ightiyalat dalam 

pertemuannya di rumah ROIU APRISDIANTO alias ATOK di Waru 

Kec. Baki Sukoharjo yang kernudian disarnpaikan kepada Terdakwa; 

- Menimbang, bahwa telah pula terukbukti bahwa bahan- bahan yang 

diperlukan untuk membuat Born Molotov tersebut terdiri dari 25 (dua 

puluh lirna) botol Aqua ukuran % liter, Bensin kurang lebih 12 1/2 

liter, Detonator 5 (lima) Unit, Timer 5 Unit berikut rangkaian 

pemicunya yang dimasukan kedalam sterofom (wadah makanan) dm 

Lakban, kemudian bahan bahan tersebut di rakit secara bersama-sama 

oleh Terdakwa clan teman-temannya, kesemuanya menjadi 5 (lirna) 

rangkaian Bom Molotov lengkap dengan dipasang Timer ; 

- Menimbang, bahwa cara membuat adalah sebagai berikut: masing- 

masing botol aqua di isi bensin, kemudian setiap 5 (lima) boto 1 yang 

telah terisi bensin dirangkai rnenjadi satu clan ditengahnya dipasangi 1 

(satu) Detonator selanjutnya di Lakban dm dibungkus dengan kardus 

dan bagian atas dipasang Timer yang sudah dirakit dengan rangkaian 

pemicunya berupa kabel penghubung; 



- Menimbang, bahwa setelah Bom Molotov yang dipasang Timer selesai 

dibuat, kemudian dibagi 5 (lima) orang yang masing masing mendapat 

1 (satu) Born molotov, untuk disebarkan dan diledakkan sesuai dmgan 

pilihan masing masing; 

- Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa dan 

meletakkannya di Pos Polantas Delanggu dekat Sub Terminal 

Delanggu, AGUNG dan Saksi YLTDA berboncengan sepeda motor 

menuju ke Gereja Manjung dan Gereja di Polanhaqio untuk 

meletakkan di tempat tersebut, Saksi NUGROHO clan Saksi TRI 

BUD1 mengambil Target di Gua Maria Sendang Sriningsih Prambanan 

clan Pos Polisi Ketandan; 

- Menimbang, bahwa selain pembuatan dan penempatan Bom Molotov 

tersebut diatas, terdakwa suatu ketika, telah berada di m a h  Pakde 

PUNJUL di Daleman Sukohar jo sekitar jam 22.00 Wib, ia bersama 

dengan NUGROHO, AGUNG, PUNJUL, ATOK, EKO, HOGAN, 

IKHWAN, AGUNG SUDAJI dan NANANG telah terjadi 

pembicaraan yang dipimpin oleh ATOK, dimana dalam pembicaraan, 

Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK mengatakan bahwa malam 

ini malam 1 Suro ada kirab Kerbau Ki Slamet di Kraton Solo, target 

malam ini untuk mengacaukan acara tersebut dengan cara meledakkan 

BOM; 

- Menimbang, bahwa pada malam itu Terdakwa bersama dengan 

HOGAN dari kelompok Hisbah Solo pimpinan SIGIT QORDOWI, 



diperintah oleh Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK untuk 

meletakkan BOM di sekitar Keraton di Alun dun Utara dan saat itu 

juga Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK memberikan BOM 

Rakitan yang sudah siap diledakkan yang dibungkus dengan Tas 

plastic Kresek warna putih, kepada Terdakwa sambil mengatakan 

BOM disetel meledak sekitar jam 01.30 Wib; 

- Menimbang, bahwa selan jutnya, Terdakwa bersama HOGAN dengan 

naik sepeda Motor membawa Born rakitan dan setelah sampai di Alun 

Alun Utara Solo saat itu sekitar jam 23.45 Wib dan setelah Terdakwa 

dan HOGAN melakukan survey , maka Terdakwa berdua memutuskan 

BOM di taruh di Trotoar depan Polsek Pasar Kl iwon; 

- Menimbang, bahwa sekitar akhir Desember 20 10 , Terdakwa bersama 

dengan AGUNG, kembali bertemu Saksi ROKI APRISDIANTO al ias 

ATOK di rumahnya di Waru Baki Sukoharjo selanjutnya Terdakwa 

bersama AGUNG diperintah untuk membuat BOM Palsu yang 

didalamnya diisi dengan kotoran sapi dan membuat BOM Molotov 2 

(dua) buah untuk target Masjid Pancasila 

- Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam akhir bulan Desember 

2010 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi TRI 

BUD1 membawa Bom Molotov tersebut berangkat menuju ke Masjid 

Pancasila Asy-syifa, lalu melemparkannya keatas masjid Pancasila 

Asy- syifa di Klaten , dan boto 1 pecah ser ta menimbulkan kobaran api 

tapi tidak merembet dan langsung padam, sedangkan BOM pdsu yang 



dibuat dari kotoran sapi dan dipasang Timer palsu diletakkan di Masjid 

Pancasila At-ta'awun Delanggu oleh Saksi AGUNG JATI SANTOSO 

dan Saksi YUDA ANGGORO sedangkan Saksi JOKO LELONO 

sendirian meletakkannya di Masjid Baitul Makmur Solo Baru 

Sukoharjo 

- Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Januari 2011 di rumah 

AGUNG JATI SANTOSO di Krapyak Klaten, setelah ada perintah 

dari Saksi ROIU APRISDIANTO alias ATOK telah dibuat 

kesepakatan bersarna antara Terdakwa, AGUNG JATI SANTOSO clan 

NUGROHO BUDI SANTOSO untuk melakukan peledakan Bom 

rakitan pada acara Saparan atau Sebar Apem Yaa Qowiyyu di 

Komplek Pemakaman Ki Ageng Gribig Jatinom Klaten yang akan 

diadakan pada hari Jurn'at dan kemudian Terdakwa dan AGLTNG JATI 

SANTOSO menyetujui untuk membuat 2 (dm) unit BOM Rakitan 

- Menimbang, bahwa selanjutnya, AGUNG JATI SANTOSO mengirirn 

SMS kepada TRI BUDI SANTOSO meminta agar dibuatkan 

Rangkaian elektronik pemicu Bom berikut Timernya; 

- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat sekitar jam 09.1 5 Wib 

Terdakwa bersarna dengan Saksi JOKO LELONO dengan membawa 1 

(satu) Uirit Bom Rakitan yang sudah disetel untuk meledak sekitar jam 

13.00 Wib, naik Sepeda motor berangkat menuju ke Komplek makam 

Ki Ageng Grbig di Jatinom Klaten yang akan diselenggarakan upacara 

Saparan atau sebar apem Yaa Qowiyyu, begitu juga saksi NUGROHO 



BUD1 SANTOSO bersama AND1 dengan naik sepeda motor berangkat 

ke Komplek makam Ki Ageng gribig Jatinom Klaten dengan 

membawa 1 (satu) unit Bom rakitan 

- Menimbang bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa 

meletakkan Bom rakitan tersebut di bawah tower / panggung tempat 

pelemparan Apem pada Upacara Saparan atau Yaa-Qowiyyu dengan 

maksud agar Bom rakitan meledak sesuai dengan waktu yang 

ditentukan pada Timer yaitu sekitar jam 13.00 Wib dan selain itu 

terdakwa juga meletakkan lembar kertas yang berisi ancaman yang 

ditulis oleh saks I NUGROHO BUD1 SANTOSO 

- Menimbang, bahwa kedua buah bom rakitan yang diletakkan di sekitar 

Komplek makam Ki Ageng Gribig di Jatinom Klaten tersebut, tidak 

meledak dan berhasil diamankan oleh petugas 

- Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas membuat 

rangka ian yang diduga born telah ternya ta benar berasal dari suatu 

bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, sebagaimana 

yang telah di terangkan oleh Saksi Ahli AKBP Rini Puji Astuti, BSc, 

yang telah rnelakukan pemeriksaan atas barang-barang bukti yang 

ditemukan di rurnah terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita 

Acara Hasi 1 Labfor No. Lab : 109/BHFI I I 201 1, Berita Acara Hasil 

Labfor No. Lab :109/BHF/ I / 201 1 , Berita Acara Hasi 1 Labfor No. 

Lab :109/BHF/ I / 201 1, Berita Acara Hasil Labfor No. Lab 

:1360/BHF/XI I / 2010, Berita Acara Hasil Labfor No. Lab 



:1398/BHF/XI I / 2010, dan Berita Acara Hasil Labfor No. Lab 

: 140/BHF/ I I / 2 01 1 yang menyirnpulkan bahwa barang-barang bukti 

dirnaksud, positif mengandung senyawa oksidator / senyawa k h i a  

yang dapat digunakan sebagai pembentuk bahan peledak ; 

Menirnbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa bersama-sama 

dengan kelompoknya, yaitu AGUNG JATI SANTOSO, Saksi 

NUGROHO BUD1 SANTOSO, Saksi TRI BUD1 SANTOSO, saksi 

XTDA ANGGORO dan saksi JOKO LELONO membuat beberapa 

rangkaian Bom dan kemudian mempergunakan dengan cara 

menempatkan untuk diledakkan di berbagai tempat sebagaimana 

tersebut diatas, telah ternyata dilandasi suatu pemahaman secara keliru 

tentang jihad untuk memerangi orang-orang kafir, melawan 

kemusryikan dan sebagai amaliah Jihadiyah 

Menimbang, bahwa pemahaman yang tertanam didalam pikiran 

Terdakwa clan kelompoknya tersebut terprovokasi oleh adanya pengaji 

an dan atau kajian-kajian buku yang disampaikan oleh Ustad Mus'ab 

Menirnbang, bahwa pemahaman tentang jihad yang telah tertanam di 

Batam pikiran terdakwa dm teman-temannya tersebut, kemudian 

disemangati dan dimanfaat kan oleh Saksi ROKI APRISDIANTO alias 

ATOK untuk mewujudkan obsesi dengan cara mengajak mereka yang 

masih tergolong muda tersebut untuk mengamalkan ilrnu yang didapat 

dari Kajian bersama Ustad MUS'AB yaitu tentang Jihad 



- Menimbang, bahwa saat itu, dalam ajakannya dalam membentuk 

kelompok saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK mengatakan 

bahwa tim tersebut dibentuk untuk di jadikan tint "Ightiyalat" yang 

artinya Jihad membunuh dengan cara sembunyi-sembunyi untuk 

wilayah Klaten 

- Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh 

Terdakwa bersama saksi AGUNG JATI SANTOSO, Saksi 

NUGROHO BUDI SANTOSO, Saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi 

YUDA ANGGORO dan saksi JOKO LELONO tersebut dibawah 

komando / pimpinan dari saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, 

menurut hemat Hakim Majelis adalah bertentangan dengan hukum 

baik tertulis maupun tidak tertulis, rnelanggar hak orang lain yang 

dilindungi undang-undang, yaitu hak untuk memperoleh rasa aman dan 

hak untuk terhindardari perasaan terteror, serta merupakan tindakan- 

tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan 

yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum; 

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, khususnya: 

saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, Saksi NUGROHO BUDI 

SANTOSO, Saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi YUDA ANGGORO 

dan Saksi JOKO LELONO yang merupakan ternan Kolompok Ightiy 

alat, maka telah ternyata sebagaimana tersebut dibawah ini 



- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-teman Kolompok 

Ightiyalat, pada sekitar akhir Nopember - awal Desember 2010 telah 

membuat 5 (lima) ratlgka iatl Bom Molotov dan kemudian dalam 

waktu yang hampir bersamaan telah diletakkan mtuk diledakkan : 1. 

di Pos Jaga Polantas 03 Dukuh Sukorame Desa Karang Kecamatan 

Delanggu Kab. Klaten 2. di depan Gereja Kristen Jawa Manjung, 

Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten; 3. di depan Pintu 

Kapel Santa Ancila Dukuh Plwnbon Desa Karanglo , Kec. Polanharjo, 

Kab. Klaten; 4. di Gua Bunda Maria di Sendang Sri Ningsih, 

Perbatasan Klaten - Yogyakarta 5. di Pos Polisi Simpang Empat 

Rumah Sakit Islam (RSI ) Jl . Raya Solo-Yogyakar ta Dukuh Kerun 

Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten ; 

- Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa bersamasama dengan 

kelompoknya, yaitu AGUNG JATI SANTOSO, Saksi NUGROHO 

BUDI SANTOSO, Saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi YUDA 

ANGGORO dan saksi JOKO LELONO telah pula membuat beberapa 

rangkaian Bom dan kemudian menempatkan untuk diledakkan 

diberbagai tempat sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata dilandasi 

suatu pemaharnan tentang jihad menurut penafsiran kelompoknya dan 

ber tujuan atau bermaksud, antara lain sebagai pemjudan dari amal 

iah Jihadiyah untuk tegaknya syariat Islam.; 

- Menimbang, bahwa pandangan-pandangan atau pemahaman tentang 

jihad tersebut diatas yang disampaikan oleh Ustad MUS'AB dalarn 



setiap kajian-kaj iannya, kemudian menj adi pemahaman kelompok 

yang diikuti terdakwa tersebut, telah memprovokasi dan membuat 

semangat bagi anggotanya untuk mempratekkan arnaliyah-amaliyah 

dengan tujuan menteror orang lain, menimbulkan ketidaknyamanan 

atau gangguan terhadap publik, dengan mengabaikan akibat yang 

timbul dari teror tersebut. 

- Menimbang, bahwa telah ternyata pula tindakan atau perbuatan 

Terdakwa dengan kelompoknya tersebut kemudian telah menimbulkan 

perasaan cemas, ketaku tan dan perasaan was-was, bagi masyarakat 

dm atau bagi orang-orang yang bekerja dilingkungan tempat dimana 

rangkaian bom atau surat ancaman tersebut di temukan 

- Menimbang, bahwa telah ternyata pula baik Terdakwa maupun teman- 

teman kelompoknya termasuk pemimpin kelompok Saksi ROKI 

APRISDIANTO alias ATOK, tidak pernah mempersoal kan apakah 

Bom akan meledak atau tidak dan juga tidak pernah memperhitungkan, 

apabila bom benar-benar meledak apakah akan menimbulkan korban 

bagi orang-orang yang tidak berdosa termasuk ibu hamil maupun 

anak-anak; 

- Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Hakim 

Majelis adalah merupakan ciri-ciri atau parameter suatu tindakan yang 

disebut terorisme. 

- Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud atau tujuan yang 

dikehendaki oleh Terdakwa dan kelompoknya, dalam melakukan 



berbagai perbuatan peletakan dan peledakan bom sebagaimana 

tersebut diatas telah tercapai atau terpenuhi 

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka unsur ke 4. Yaitu unsur dengan maksud untuk melakukan 

tindak pidana terorisme telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa 

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 15 Jo. 

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang, telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa dan 

oleh karena, menurut pertimbangan Hakim Majelis, tidak terdapat 

adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Terdakwa 

hams dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut urnum dalam Surat Dakwaan pada A1 ternatif Pertama 1 

Kesatu primair dan harus pula dijatuhi pidana; 

d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan 

Dalam kasus ini, setelah memeriksa dan mendengarkan saksi-saksi yang 

dihadirkan dalam persidangan juga memperhatikan keterangan terdakwa, 

serta adanya barang bukti yang diajukan, maka majelis Hakim 

menjatuhkan pidana pidana terhadap terdakwa berupa perintah untuk 

dilakukan tindakan hukum menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 



Sebelum majelis Hakirn menjatuhkan putusan di atas, terlebih dahulu 

majelis Hakim akan mempertirnbangkan hal-hal yang memberatkan dan 

hal-ha1 yang meringankan terdakwa yaitu: 

Hal-hal yang memberatkan: 

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut di 

masyarakat; 

- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa permusuhan antar 

umat beragama; 

- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat mengancam jiwa orang lain ; 

Hal yang meringankan: 

- Bahwa Perbuatan Terdakwa didorong oleh jiwa muda yang penuh 

semangat dan kemudian dimanfaatkan secara salah oleh orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalam ha1 ini oleh Ustad 

Mus'ab maupun oleh Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, 

- Bahwa Terdakwa masih berus ia anak-anak sehingga masih dapat 

diharapkan untuk memperbaiki kehidupannya; 

- Bahwa Orang tua terdakwa sangat mengharapkan agar terdakwa 

kembali dapat menjalankan kehidupan yang baik sehingga dapat 

meraih masa depan yang lebih baik; 

- Terdakwa sopan di persidangan; 

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi; 



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum. 

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam Perkara dengan nomor 191 

Pid.Sus/ 201 11 PN.Klt. Putusan tersebut menghukum terdakwa (AW) pidana 

penjara selama 2 tahun karena telah melanggar Pasal 15 jo pasal 19 Undang- 

Undang No. 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakirn dengan dasar swat tuntutan dan 

dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum selama di 

persidangan Perkara dengan nomor 191 Pid.Sus1 2011PN.Klt. Dan 

berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap swat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukurn yang diajukan dalam 

persidangan terdakwa AW, Hakim Majelis berpendapat bahwa dakwaan 

alternative pertarna yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa dm oleh 

karena itu pula maka hakim Majelis memilih untuk mempertimbangkan 

dakwaan alternatif pertama dan mengesampingkan dakwaan alternatif kedua. 

Unsur-unsw dalam pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 1 5 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undaag No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang telah dipenuhi oleh perbuatan 

terdakwa dan oleh karena menurut pertimbangan Hakim majelis, tidak 

terdapat adanya alasan-alasap pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Terdakwa hams 

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 



Surat Dakwaan Pada Alternatif Pertarnal Kesatu Primair dan harus dijatuhi 

pidana. 

Perkara terdakwa AW adalah perkara pidana dengan penyertaan. Suatu 

penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat 

lebih dari satu orang. Hal ini terbukti lewat fakta-fakta h u h  dalam 

persidangan perkara AW yang menyatakan AW bukanlah sebagai satu- 

satunya pelaku, melainkan sebagai orang yang turut serta melakukan (dader). 

Salah satu fakta hukum yang menyatakan AW bukanlah pelaku tunggal adalah 

dihadirkannya saksi mahkota yaitu Roki Aprisdianto alias Atok, Nugroho 

Budi Santoso, Joko Lelono,Tri Budi Santoso, Yuda Anggoro yang secara 

bersama-sama terdakwa melakukan tindak pidana terorisme. Saksi mahkota 

merupakan teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama, 

diajukan sebagai saksi untuk mebuktilcan dakwaan penuntut umum yang 

perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang 

tidak mengatur tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana terorisme, 

sehingga pengaturan tentang penyertaan dikembalikan kedalam KUHP, yaitu 

Pasal 55 KUHP. Perbuatan terdakwa AW selain merupakan perbuatan 

penyertaan juga merupakan perbarengan tindak pidana dikarenakan terdakwa 

AW telah melakukan beberapa tindak pidana (concursus) seperti melakukan 

pemufakatan jahat dan meletakkan serta membuat bom. Tindak pidana 



concursus yang dilakukan oleh AW diatur dalam pasal 65 KUHP karena 

perbuatan AW dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing- 

masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur di 

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme yaitu Pasal 15 jo pasal9. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak 

pelaku terorisme, maka hakaim mempertimbangkan berdasarkan UU No. 

1 1 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak 

hakim juga dapat melihat dari ketentuan Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain pertimbangan 

tersebut hakim juga hams memperhatikan manfaat dari pemberian sanksi 

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan juga kondisi psikhis 

dari anak. 

2. Hakim atau Jaksa hams mengungkap terlebih dahulu status anak, apakah 

sebagai korban atau melakukan tindak pidana terorisme atas inisiatif 

sendiri disinilah tugas hakim atau jaksa dalam menangani kasus terorime 

anak hams menggali lebih dalam di dalam menentukan bagaimana 

nantinya menentukan pidana yang tepat di dalam pertimbangan putusan 



non yuridis untuk anak yang nanti akan menghasilkan putusan yang 

terbaik buat anak dengan tujuan mengedepankan kepentingan yang 

tebaik untuk anak demi masa depan anak. Di dalam proses sistem 

peradilan pidana yang baik tentu saja apabila anak yang menjadi tersangka 

tentu saja berbeda proses penanganan nya mulai dari tahap pertama 

samapai tahap terakhir. Dalam tingkat tahapan pertama proses penyidikan 

yang dilakukan hams ada laporan BAPAS berupa LITMAS dalam 

memulai proses penyidikan dan tentu saja penyidik juga hams 

berkompetensi melakukan proses penyidikan terhadap anak atau telah 

mempunyai pengalaman menangani tersangka anak.Tanpa ha1 tersebut 

tentu saja proses penyidikan bisa dianggap tidak sesuai dengan Peraturan 

Pemndangan dan melanggar hak-hak anak untuk mendapat proses 

peradilan yang baik. 

3. Penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme bukan 

merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana 

perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma 

yang mendalam pada diri anak. Akan lebih baik jika anak sebagai pelaku 

tindak pidana terorisme dilakukan rehabilitasi dengan mengedepankan 

proses pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian adalah melakukan 

pendekatan dengan berdialog kepada anak- anak yang menjadi pelaku 

terorisme agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki 



pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda 

dengan mereka.Pembinaan anak- anak pelaku tindak pidana terorisme 

dapat diupayakan dengan mengikutsertakan anak pada kegiatan pondok 

pesantren dengan maksud deradikalisasi dari paham terorisme yang 

selama ini telah melekat pada pemahaman anak.Prograrn deradikalisasi 

hendaknya benar-benar diarahkan untuk memutus mata rantai regenerasi 

jaringan teroris. 

B. Saran 



B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu merancang format khusus dalam pembinaan bagi narapidana 

terorisme yang mampu memutus mata rantai radikalisme dan petugas lembaga 

pemasyarakatan khusus dalarn membina narapidana terorisme. 

2. Rohaniawan dan psikolog diharapkan dapat membantu petugas lembaga 

pemasyarakatan dalam membina mental narapidana terorisme agar tidak 

mengulangi kembali perbuatannya. 
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